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Perdagangan Agribisnis Internasional

BAB 1
PERDAGANGAN AGRIBISNIS
INTERNASIONAL

1.1 Pendahuluan

Perdagangan agribisnis internasional lahir dari kebutuhan
untuk memenuhi permintaan global akan produk pertanian yang
semakin meningkat, sementara kemampuan produksi antarnegara
sangat bervariasi. Setiap negara memiliki kondisi sumber daya alam,
dan teknologi yang berbeda, sehingga tidak semua negara mampu
memproduksi seluruh kebutuhan agribisnisnya secara mandiri.
Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya spesialisasi dan
pembagian kerja internasional dalam sektor agribisnis.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi,
komunikasi, dan transportasi, arus barang dan jasa antarnegara
menjadi semakin cepat dan efisien. Globalisasi ekonomi pun
membuka peluang bagi produk agribisnis untuk menjangkau pasar
yang lebih luas, baik dalam bentuk komoditas mentah maupun hasil
olahan. Di sisi lain, kerja sama antarnegara, baik secara bilateral
maupun melalui organisasi perdagangan dunia seperti WTO, juga

turut memperkuat sistem perdagangan agribisnis internasional
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melalui penghapusan hambatan tarif dan peningkatan standar mutu
produk.

Kebutuhan negara-negara di dunia akan berbagai komoditas
agribisnis tidak selalu dapat dipenuhi oleh produksi domestik karena
perbedaan kondisi geografis, iklim, sumber daya alam, teknologi,
serta kemampuan produksi masing-masing negara.
Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran ini
mendorong terjadinya pertukaran produk agribisnis antarnegara
sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan, bahan baku industri,
dan komoditas strategis lainnya.

Selain faktor alam, globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi
transportasi dan informasi, serta terbukanya pasar dunia melalui
kerja sama regional maupun internasional turut mempercepat
intensitas perdagangan agribisnis lintas negara. Negara-negara
dengan keunggulan komparatif dalam produksi komoditas tertentu,
seperti kopi di Brasil, gandum di Amerika Serikat, atau kelapa sawit
di Indonesia, dapat mengekspor produk tersebut ke negara lain yang
membutuhkannya, sehingga tercipta jaringan perdagangan global
yang saling menguntungkan.

Perdagangan agribisnis internasional juga menjadi sarana
penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan
lapangan kerja, memperkuat diplomasi ekonomi, dan meningkatkan

kesejahteraan petani serta pelaku usaha agribisnis. Globalisasi dan
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keterbukaan pasar, perdagangan agribisnis memainkan peran
penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat
ketahanan pangan, serta menciptakan hubungan ekonomi
antarnegara yang saling menguntungkan.

Agribisnis memiliki keunggulan sebagai sektor yang mampu
menjawab tantangan kebutuhan pangan dunia yang terus
meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Melalui perdagangan
internasional, negara-negara dapat memanfaatkan keunggulan
komparatifnya masing-masing, seperti kondisi agroklimat,
ketersediaan lahan, dan teknologi pertanian, untuk menghasilkan
dan mengekspor komoditas yang kompetitif di pasar global.
Sebaliknya, negara juga dapat mengimpor komoditas yang tidak
dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, sehingga
menciptakan efisiensi dan keberlanjutan dalam sistem pangan.

1.2 Konsep Dasar Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran
barang dan jasa antara satu negara dengan negara lainnya yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi
secara efisien di dalam negeri. Konsep dasar ini muncul dari
kenyataan bahwa setiap negara memiliki keunggulan dan
keterbatasan masing-masing dalam sumber daya alam, tenaga
kerja, teknologi, maupun modal. Oleh karena itu, melalui

perdagangan internasional, negara-negara dapat saling melengkapi,
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memanfaatkan keunggulan komparatif, serta memperoleh barang
dan jasa dengan biaya yang lebih efisien.

Ekonomi global yang semakin terintegrasi, perdagangan
internasional menjadi sarana penting untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, meningkatkan
produktivitas, dan mendorong inovasi. Teori-teori perdagangan
internasional klasik seperti keunggulan absolut (Adam Smith) dan
keunggulan komparatif (David Ricardo) hingga teori modern seperti
Heckscher-Ohlin  memberikan dasar logis mengapa negara
melakukan perdagangan lintas batas. Selain itu, perkembangan
teknologi transportasi dan komunikasi juga semakin memperkuat
keterhubungan antarnegara dalam sistem perdagangan global.

Perdagangan internasional juga memainkan peran penting
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
produktivitas, membuka akses pasar baru, memperluas lapangan
kerja, dan memperkenalkan inovasi teknologi. Dalam dunia yang
semakin terhubung melalui globalisasi, perdagangan lintas batas
menjadi  instrumen penting bagi negara-negara  untuk
meningkatkan daya saing, memperkuat hubungan diplomatik, serta
mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih merata.

1.2.1 Pengertian Perdagangan Internasional
Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama

dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global. Aktivitas
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ini melibatkan pertukaran barang dan jasa antarnegara, yang
memberikan peluang bagi setiap negara untuk memenuhi
kebutuhan domestik, memperluas pasar, serta meningkatkan
efisiensi dan kesejahteraan ekonomi. Para pakar ekonomi dari
berbagai generasi telah memberikan beragam definisi dan
penjelasan mengenai perdagangan internasional, sesuai dengan
pendekatan dan teori yang mereka kembangkan.

Menurut Adam Smith, perdagangan internasional timbul
karena keunggulan absolut yang dimiliki suatu negara dalam
menghasilkan barang tertentu. Sementara itu, David Ricardo
menambahkan bahwa perdagangan dapat terjadi meskipun suatu
negara tidak memiliki keunggulan absolut, selama terdapat
perbedaan dalam biaya relatif atau keunggulan komparatif. Di sisi
lain, ekonom modern seperti Paul Samuelson dan William Nordhaus
menekankan pentingnya efisiensi dan spesialisasi dalam produksi
sebagai dasar dari pertukaran internasional yang saling
menguntungkan. Ekonom Indonesia Sadono Sukirno
mengemukakan perdagangan internasional merupakan
perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan
penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.

1.2.2 Transaksi Jual Beli Internasional
Perkembangan teknologi informasi, kemajuan transportasi,

dan meningkatnya keterbukaan antarnegara telah membawa dunia
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memasuki era globalisasi ekonomi. Aktivitas perdagangan lintas
batas negara atau yang dikenal dengan transaksi jual Dbeli
internasional menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika
perekonomian global. Transaksi ini melibatkan pertukaran barang
dan jasa antara pelaku usaha dari dua atau lebih negara, dengan
tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi
sepenuhnya oleh produksi domestik.

Awalnya, transaksi internasional muncul sebagai respons
terhadap keterbatasan sumber daya alam dan perbedaan
keunggulan komparatif antarnegara. Misalnya, negara tropis
mengekspor hasil pertaniannya ke negara beriklim subtropis,
sementara negara industri mengekspor teknologi dan barang modal
ke negara berkembang. Seiring berjalannya waktu, praktik ini
berkembang menjadi sistem perdagangan yang kompleks,
melibatkan berbagai instrumen seperti kontrak dagang, dokumen
ekspor-impor, pembiayaan internasional, hingga pengaturan tarif
dan non-tarif oleh masing-masing negara.

Transaksi jual beli internasional tidak hanya berkaitan dengan
aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi hukum, politik, dan
sosial budaya. Pelaku usaha harus memahami regulasi internasional,
perbedaan mata uang, standar mutu produk, serta risiko-risiko
seperti perubahan nilai tukar, hambatan perdagangan, atau konflik

antarnegara. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan manajerial,
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negosiasi, dan pemahaman pasar global yang kuat agar transaksi
internasional dapat berjalan efektif dan menguntungkan. Transaksi
jual beli internasional tidak hanya mencerminkan interaksi ekonomi
antarbangsa, tetapi juga menjadi indikator penting dari integrasi
global dan kerja sama multilateral. Oleh sebab itu, pemahaman yang
mendalam terhadap mekanisme dan dinamika transaksi ini sangat
penting, baik bagi pemerintah, pelaku bisnis, maupun akademisi,
dalam rangka menciptakan perdagangan yang adil, berkelanjutan,
dan saling menguntungkan.
1.2.3 Ekspor Agribisnis Internasional

Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi,
ekspor agribisnis internasional menjadi salah satu instrumen
penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Agribisnis, yang mencakup kegiatan produksi, pengolahan, dan
distribusi hasil pertanian, telah berkembang menjadi sektor yang
sangat strategis dalam hubungan dagang antarnegara. Permintaan
global yang tinggi terhadap produk pertanian baik bahan mentah
maupun hasil olahan membuka peluang besar bagi negara-negara
penghasil komoditas agribisnis untuk bersaing di pasar
internasional.

Indonesia, sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan
sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah,

memiliki potensi besar dalam mengekspor produk agribisnis ke
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berbagai belahan dunia. Komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi,
teh, kakao, rempah-rempah, dan produk hortikultura telah menjadi
andalan dalam perdagangan internasional. Melalui ekspor agribisnis,
Indonesia tidak hanya memperoleh devisa, tetapi juga memperluas
jaringan pasar dan mendorong peningkatan daya saing produk lokal.

Namun demikian, ekspor agribisnis internasional menghadapi
berbagai tantangan kompleks, mulai dari persaingan global yang
ketat, standar mutu dan keamanan pangan yang tinggi, hingga isu
keberlanjutan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pengembangan
ekspor agribisnis internasional memerlukan dukungan kebijakan
yang proaktif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta
inovasi dalam sistem produksi dan pemasaran.
1.2.4 Impor Agribisnis Internasional

Kebutuhan pangan dan produk agribisnis di berbagai negara
terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan
penduduk, perubahan pola konsumsi, serta perkembangan teknologi
dalam industri pertanian. Kegiatan impor agribisnis internasional
menjadi suatu keniscayaan bagi banyak negara untuk menjamin
ketersediaan komoditas pertanian, baik dalam bentuk bahan baku
maupun produk olahan. Ketika produksi dalam negeri tidak
mencukupi atau tidak mampu menyediakan jenis produk tertentu,
maka impor menjadi salah satu solusi strategis untuk menutup

kesenjangan antara permintaan dan penawaran domestik.
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Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara
berkembang, tetapi juga di negara maju yang mengandalkan
pasokan agribisnis dari luar negeri untuk memenuhi preferensi
konsumen yang semakin beragam. Produk-produk seperti gandum,
kedelai, daging, buah-buahan tropis, dan rempah-rempah menjadi
komoditas utama dalam perdagangan agribisnis internasional. Di
sisi lain, ketergantungan terhadap impor juga menimbulkan
dinamika yang kompleks, mulai dari ketahanan pangan, fluktuasi
harga, hingga isu kedaulatan ekonomi.

Bagi Indonesia, impor agribisnis internasional memiliki dua sisi
yang saling berkaitan. Di satu sisi, impor dibutuhkan untuk
mendukung industri pengolahan makanan, menjamin ketersediaan
pangan, serta menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Namun di
sisi lain, tingginya volume impor pada komoditas strategis seperti
kedelai, bawang putih, dan gula menimbulkan kekhawatiran akan
lemahnya daya saing sektor pertanian nasional. Hal ini mendorong
perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan impor, dengan
mempertimbangkan aspek produktivitas, keseimbangan neraca
perdagangan, dan ketahanan pangan jangka panjang.

1.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Agribisnis
Agribisnis merupakan salah satu sektor strategis dalam

pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara yang memiliki

potensi sumber daya alam pertanian yang besar. Istilah agribisnis

I
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berasal dari gabungan kata “agriculture” dan “business”, yang
mencerminkan integrasi antara kegiatan pertanian dengan proses
bisnis secara menyeluruh. Agribisnis tidak hanya mencakup
aktivitas budidaya pertanian semata, tetapi juga seluruh rangkaian
proses yang meliputi pengadaan sarana produksi, kegiatan
budidaya, pengolahan hasil, pemasaran, hingga pelayanan
penunjang lainnya.

Di tengah tantangan global seperti pertumbuhan penduduk,
perubahan iklim, dan krisis pangan, peran agribisnis semakin
penting sebagai penggerak ketahanan pangan, penyedia lapangan
kerja, dan pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya
lokal. Oleh karena itu, memahami pengertian dan ruang lingkup
agribisnis menjadi hal yang mendasar bagi siapa pun yang terlibat
dalam dunia pertanian, baik sebagai petani, pelaku usaha, akademisi,
maupun pembuat kebijakan.

Ruang lingkup agribisnis sangat luas dan mencakup berbagai
subsektor seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
peternakan, perikanan, serta industri pengolahan dan distribusi.
Dalam konteks modern, agribisnis juga telah berkembang melalui
penerapan teknologi digital, inovasi finansial, serta kolaborasi antar
pelaku usaha dalam rantai nilai agribisnis yang lebih efisien dan

kompetitif.
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Agribisnis adalah seluruh kegiatan yang terlibat dalam
produksi, pengolahan, dan distribusi produk pertanian. Agribisnis
mencakup tiga subsistem utama:

1) Hulu (input agrikultural): Benih, pupuk, pestisida, alat dan
mesin pertanian.

2) Produksi (on-farm): Usaha tani dan budidaya pertanian.

3) Hilir (pasca panen dan distribusi): Pengolahan hasil,
pengemasan, transportasi, pemasaran.

Ketiga subsistem ini saling berkaitan dan membentuk suatu
rantai nilai (value chain) yang menentukan daya saing agribisnis di
pasar domestik maupun internasional. Dalam perdagangan,
efektivitas dan efisiensi dari masing-masing komponen tersebut
akan memengaruhi kualitas produk, kestabilan harga, kelancaran
distribusi, serta kepuasan konsumen. Oleh karena itu, memahami
dan mengoptimalkan setiap komponen utama agribisnis merupakan
kunci untuk meningkatkan kinerja perdagangan agribisnis secara
keseluruhan.

Output produk agribisnis merupakan bagian dari hasil
kegiatan ekonomi di sektor pertanian yang mencakup produksi,
pengolahan, distribusi, hingga pemasaran hasil-hasil pertanian,
peternakan, perikanan, dan kehutanan. Di tengah perkembangan
pasar global yang semakin kompetitif, produk agribisnis memiliki
berbagai keunggulan yang menjadikannya sebagai sektor yang
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potensial untuk dikembangkan. Keunggulan tersebut dapat
bersumber dari kondisi geografis, iklim, ketersediaan sumber daya
alam, teknologi produksi, serta budaya agraris masyarakat.
Negara-negara tropis seperti Indonesia, misalnya, memiliki
keunggulan iklim yang memungkinkan produksi sepanjang tahun,
sehingga mampu menyediakan berbagai komoditas secara kontinyu.
Selain itu, keragaman hayati yang tinggi memungkinkan
pengembangan berbagai jenis komoditas unggulan yang bernilai
ekonomi tinggi, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan rempah-
rempah. Produk-produk ini tidak hanya diminati pasar domestik,
tetapi juga memiliki daya tarik yang besar di pasar internasional.
Keunggulan produk agribisnis juga mencakup kemampuan
untuk menciptakan nilai tambah melalui inovasi teknologi
pascapanen dan pengolahan, sertifikasi mutu, serta pengemasan
yang menarik. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha
agribisnis untuk meningkatkan daya saing produk dan memperluas
jangkauan pasar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keunggulan
produk agribisnis menjadi langkah awal yang penting dalam
merancang strategi pengembangan agribisnis yang berorientasi
pada pasar global dan berkelanjutan.
1.4 Teori Perdagangan Internasional dalam Agribisnis
Perdagangan internasional merupakan bagian penting dalam

dinamika ekonomi global yang melibatkan pertukaran barang dan
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jasa antarnegara. Dalam konteks agribisnis, perdagangan
internasional memainkan peran krusial dalam memastikan
ketersediaan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian,
serta memperluas pasar bagi hasil produksi nasional. Agribisnis
tidak lagi hanya menjadi kegiatan ekonomi lokal atau nasional,
melainkan telah terintegrasi dalam sistem perdagangan global yang
kompleks dan saling bergantung.

Perbedaan kondisi geografis, iklim, ketersediaan sumber daya
alam, serta tingkat teknologi antarnegara menciptakan variasi
kemampuan produksi produk agribisnis. Faktor-faktor ini menjadi
dasar munculnya berbagai teori perdagangan internasional yang
menjelaskan mengapa negara-negara memilih untuk mengekspor
atau mengimpor produk tertentu. Penerapan teori-teori ini sangat
relevan dalam memahami arah, manfaat, dan strategi
pengembangan agribisnis di tengah arus globalisasi.

Pemahaman terhadap teori perdagangan internasional
seperti keunggulan absolut, keunggulan komparatif, dan teori
faktor proporsi memungkinkan para pelaku agribisnis dan pembuat
kebijakan merancang strategi perdagangan yang efisien dan
berdaya saing. Dalam era pasar terbuka saat ini, keberhasilan
agribisnis tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi
juga oleh kemampuan untuk membaca peluang dan tantangan

dalam perdagangan global.
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Oleh karena itu, kajian mengenai teori-teori perdagangan
internasional dalam agribisnis menjadi penting untuk memberikan
landasan teoritis dan praktis dalam pengembangan sektor pertanian
yang kompetitif dan berkelanjutan di tingkat internasional.

1.4.1 Teori Keunggulan Absolut (Absolute Advantage)-Adam

Smith

Dalam sejarah pemikiran ekonomi internasional, teori
keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith pada abad
ke-18 menjadi salah satu tonggak awal dalam menjelaskan manfaat
perdagangan antarnegara. Teori ini diperkenalkan dalam karya
monumentalnya yang berjudul “An /nquiry into the Nature and
Causes of the Wealth of Nations”(1776). Adam Smith, yang dikenal
sebagai "Bapak Ekonomi", memandang perdagangan internasional
sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran suatu negara
melalui spesialisasi dan efisiensi produksi.

Menurut teori keunggulan absolut, suatu negara dikatakan
memiliki keunggulan absolut apabila mampu memproduksi suatu
barang dengan biaya yang lebih rendah atau dengan penggunaan
sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan negara lain. Dengan
kata lain, negara tersebut lebih efisien dalam menghasilkan barang
tersebut. Smith berargumen bahwa apabila setiap negara
memfokuskan diri pada produksi barang yang dapat dihasilkannya

secara lebih efisien, kemudian menukarkannya dengan barang dari
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negara lain yang juga melakukan hal yang sama, maka perdagangan

akan saling menguntungkan dan mampu meningkatkan

kesejahteraan global.

Teori Keunggulan Absolut yang dikemukakan oleh Adam
Smith memiliki beberapa asumsi dasar yang menjadi landasan dalam
menjelaskan bagaimana dan mengapa perdagangan internasional
dapat menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat. Berikut
adalah asumsi-asumsi utama dari teori ini:

1) Dua negara dan dua barang: Hanya melibatkan dua negara yang
memperdagangkan dua jenis barang untuk memudahkan
analisis.

2) Biaya produksi berdasarkan tenaga kerja: Efisiensi diukur dari
jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi
barang.

3) Tenaga kerja homogen: Tenaga kerja dalam suatu negara
dianggap memiliki keterampilan dan produktivitas yang sama.

4) Mobilitas tenaga kerja hanya dalam negeri: Tenaga kerja dapat
berpindah antar sektor di dalam negara, tapi tidak antarnegara.

5) Hanya tenaga kerja sebagai faktor produksi: Faktor produksi
lain seperti modal dan tanah tidak diperhitungkan.

6) Tanpa hambatan perdagangan: Diasumsikan tidak ada tarif,

kuota, atau biaya transportasi.
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7)

8)

Perdagangan bebas: Semua negara dapat berdagang tanpa
intervensi pemerintah.

Perbedaan efisiensi antar negara: Setiap negara memiliki
efisiensi yang berbeda dalam memproduksi barang tertentu.

Berikut adalah gambaran penerapan nyata dari Teori

Keunggulan Absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith,

perdagangan dua negara antara Brasil dan Kanada dalam dua

komoditas yaitu gula dan gandum.

Tabel 1. Produksi gula dan gandum per satuan tenaga kerja per hari

di Brasil dan Kanada

Produksi per satuan tenaga kerja per Gula (kg/hari) Gandum
hari (kg/hari)

Brasil 20 8

Kanada 10 25

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1)

2)

Brasil mempunyai keunggulan absolut dibanding Kanada dalam
produksi gula karena di Brasil setiap tenaga kerja per hari
menghasilkan 20 kg gula sedangkan di Kanada hanya 10 kg.
Artinya dalam produksi gula, Brasil lebih efisien dibandingkan
Kanada.

Kanada mempunyai keunggulan absolut dibanding Brasil dalam
produksi gandum karena di Kanada setiap tenaga kerja per hari

menghasilkan 25 kg gandum sedangkan di Brasil hanya 8 kg.
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Artinya dalam produksi gandum, Kanada lebih efisien
dibandingkan Brasil.

3) Brasil akan melakukan spesialisasi dalam produksi gula dan
mengekspornya ke Kanada. Sebaliknya Brasil mengimpor
gandum dari Kanada.

4) Kanada akan melakukan spesialisasi dalam produksi gandum
dan mengekspornya ke Brasil. Sebaliknya Kanada akan
mengimpor gula dari Brasil.

1.4.2 Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage)-

David Ricardo

Teori Keunggulan Komparatif merupakan salah satu teori
paling berpengaruh dalam ekonomi internasional, yang pertama kali
dikemukakan oleh David Ricardo pada awal abad ke-19, sebagai
pengembangan dari teori keunggulan absolut Adam Smith. Dalam
karya terkenalnya, “On the Principles of Political Economy and

Taxation” (1817), Ricardo memperkenalkan gagasan bahwa

perdagangan internasional tetap menguntungkan meskipun suatu

negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi apapun.
Berbeda dengan Adam Smith yang menekankan efisiensi
mutlak, David Ricardo melihat bahwa yang lebih penting adalah
biaya relatif atau biaya peluang dalam memproduksi barang. Suatu
negara memiliki keunggulan komparatif jika dapat memproduksi
suatu barang dengan biaya peluang lebih rendah dibanding negara
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lain, bahkan jika negara tersebut tidak paling efisien secara absolut.
Dengan kata lain, selama ada perbedaan dalam biaya peluang, maka
akan selalu ada potensi keuntungan dari perdagangan.

Konsep ini menjadi sangat penting karena menjelaskan
mengapa negara-negara dengan kemampuan produksi yang lebih
rendah tetap bisa berperan dalam perdagangan global, asalkan
mereka fokus pada sektor-sektor di mana mereka memiliki efisiensi
relatif lebih tinggi. Melalui spesialisasi berdasarkan keunggulan
komparatif, setiap negara dapat memproduksi barang yang paling
“murah” untuk mereka hasilkan dan menukarkannya dengan barang
lain yang lebih mahal jika diproduksi sendiri.

Teori keunggulan komparatif telah menjadi dasar dari
kebijakan perdagangan bebas di banyak negara, dan hingga kini
masih relevan dalam menjelaskan manfaat spesialisasi dan
pertukaran antarnegara. Teori ini membuktikan bahwa
perdagangan bukanlah permainan menang-kalah, melainkan dapat
menciptakan keuntungan bersama (mutual gain) bagi semua negara
yang terlibat, terlepas dari perbedaan tingkat kemajuan ekonomi.

Berikut adalah asumsi-asumsi utama dalam Teori Keunggulan
Komparatif (Comparative Advantage) yang dikemukakan oleh
David Ricardo:




1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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Dua negara dan dua barang

Hanya melibatkan dua negara dan dua jenis barang untuk
menyederhanakan analisis.

Tenaga kerja sebagai satu-satunya faktor produksi

Produksi hanya bergantung pada tenaga kerja, faktor lain
seperti modal tidak diperhitungkan.

Tenaga kerja homogen dan produktivitas tetap

Tenaga kerja dianggap memiliki kemampuan yang sama, dan
hasil produksi bersifat konstan.

Mobilitas tenaga kerja hanya dalam negeri

Tenaga kerja bisa berpindah antar sektor dalam satu negara,
tapi tidak antarnegara.

Tidak ada hambatan perdagangan

Diasumsikan perdagangan bebas, tanpa tarif, kuota, atau biaya
transportasi.

Biaya peluang berbeda antar negara

Perbedaan biaya relatif menjadi dasar terjadinya perdagangan
internasional.

Spesialisasi penuh

Negara akan fokus memproduksi barang dengan biaya peluang
paling rendah.

Pasar persaingan sempurna

Pasar dianggap bekerja efisien dan bebas dari intervensi.
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Sebagai contoh dari Teori Keunggulan Komparatif
(Comparative Advantage)-David Ricardo yang lebih memperjelas
konsep biaya peluang digambarkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perhitungan perbandingan biaya atau efisiensi tenaga kerja

antara Thailand dan Australia

Perbandingan Biaya Beras (jam kerja/unit) Daging Sapi (jam
kerja/unit)
Thailand : Australia 4 8
Australia : Thailand 6 3

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa tenaga kerja
Thailand lebih efisien dibanding tenaga kerja Australia dalam
memproduksi 1 unit beras selama 4 jam kerja (setara dengan %2 unit
daging sapi 4/8) daripada memproduksi 1 unit daging sapi selama
8 jam kerja (setara dengan 2 unit beras karena 8/4=2 ). Hal ini akan
mendorong Thailand melakukan spesialisasi pada produksi beras
dan mengekspornya ke Australia.

Sebaliknya tenaga kerja Australia ternyata lebih efisien
dibanding tenaga kerja Thailand dalam memproduksi 1 unit daging
sapi selama 3 jam kerja (setara dengan 0,5 unit beras 3/6) daripada
memproduksi 1 unit beras selama 6 jam kerja (setara dengan 2 unit
daging sapi 6/3). Hal ini mendorong Australia melakukan
spesialisasi pada produksi pada daging sapi dan mengekspornya ke

Thailand.

I
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1.4.3 Teori Heckscher-Ohlin (H-O)

Teori Heckscher-Ohlin (H-O) merupakan salah satu teori
penting dalam ekonomi internasional yang dikembangkan oleh dua
ekonom asal Swedia, yaitu Eli Heckscher dan muridnya, Bertil Ohlin,
pada awal abad ke-20. Teori ini hadir sebagai penyempurna dari
teori perdagangan klasik seperti keunggulan komparatif yang
dikemukakan oleh David Ricardo.

Jika teori Ricardo menekankan perbedaan biaya peluang
sebagai dasar perdagangan, maka teori Heckscher-Ohlin berfokus
pada perbedaan dalam ketersediaan faktor produksi antarnegara.
Inti dari teori ini adalah bahwa suatu negara akan mengekspor
barang yang menggunakan faktor produksi yang berlimpah di
negaranya, dan mengimpor barang yang menggunakan faktor
produksi yang langka.

Faktor produksi utama yang diperhitungkan adalah tenaga
kerja dan modal (sering juga termasuk tanah atau sumber daya alam
dalam variasi lanjutan). Misalnya, negara yang memiliki banyak
tenaga kerja akan cenderung mengekspor produk padat karya
(/abor-intensive), sedangkan negara yang memiliki banyak modal
akan mengekspor produk padat modal (capital-intensive).

Teori H-O dianggap lebih realistis dibanding teori klasik
karena tidak hanya mempertimbangkan teknologi atau

produktivitas, tetapi juga melihat struktur ekonomi dan sumber
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daya alam yang dimiliki negara. Teori ini juga menjadi dasar bagi
banyak analisis modern dalam perdagangan internasional, seperti
dampaknya terhadap distribusi pendapatan, pola perdagangan
dunia, dan kebijakan perdagangan.

Dengan demikian, teori Heckscher-Ohlin memberikan
pemahaman bahwa perdagangan internasional terjadi karena
perbedaan struktur faktor produksi, bukan semata-mata karena
perbedaan efisiensi teknologi, dan bahwa perdagangan
memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan relatif
faktor produksi yang mereka miliki.

Berikut penjelasan singkat mengenai asumsi-asumsi utama
Teori Heckscher-Ohlin:

1) Dua negara, dua barang, dan dua faktor produksi
Diasumsikan hanya ada dua negara, dua jenis barang, dan dua
faktor produksi (tenaga kerja dan modal).

2) Negara berbeda dalam kepemilikan faktor produksi
Setiap negara memiliki proporsi faktor produksi (tenaga kerja
dan modal) yang berbeda — ada yang padat karya, ada yang
padat modal.

3) Barang berbeda dalam intensitas faktor produksi
Setiap barang memerlukan kombinasi faktor produksi yang
berbeda, misalnya satu lebih banyak menggunakan tenaga

kerja, lainnya lebih banyak menggunakan modal.




Perdagangan Agribisnis Internasional

4) Teknologi sama di kedua negara
Diasumsikan bahwa teknologi produksi identik di kedua negara.
5) Pasar bersifat persaingan sempurna
Semua pasar (faktor produksi dan barang) beroperasi secara
kompetitif, tanpa intervensi.
6) Mobilitas faktor produksi hanya dalam negeri
Faktor produksi dapat bergerak bebas antar sektor dalam
negeri, tetapi tidak dapat berpindah antarnegara.
7) Tidak ada hambatan perdagangan
Diasumsikan perdagangan internasional bebas hambatan,
tanpa tarif, kuota, atau biaya transportasi.

Untuk memahami teori ini secara praktis, mari kita lihat
contoh sederhana yang menggambarkan bagaimana perbedaan
faktor produksi dapat menciptakan pola perdagangan antarnegara.
Contoh ini akan memperjelas prinsip bahwa perdagangan bukan
hanya ditentukan oleh efisiensi mutlak atau relatif dalam
memproduksi barang, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya
yang dimiliki suatu negara.

Tabel 3. Perbedaan faktor produksi perdagangan antara
Bangladesh dan Amerika Serikat

Negara Barang Faktor Produksi Domain
Bangladesh Pakaian (tekstil) Tenaga kerja melimpah (padat karya)
Amerika Serikat Perangkat Modal dan teknologi tinggi (padat

elektronik modal)
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Berdasarkan Tabel 3 diatas Bangladesh memiliki banyak
tenaga kerja dan biaya upah rendah, sehingga lebih cocok
memproduksi barang padat karya seperti pakaian, maka Bangladesh
akan mengekspor pakaian ke Amerika Serikat. Begitupun sebaliknya
Amerika Serikat memiliki modal dan teknologi melimpah, sehingga
lebih efisien dalam memproduksi barang padat modal seperti
perangkat elektronik, maka Amerika Serikat akan mengekspor
perangkat elektronik ke Bangladesh.

Prinsip dasar teori Heckscher-Ohlin, bahwa perdagangan
internasional terjadi karena negara memiliki struktur faktor
produksi yang berbeda, dan masing-masing negara akan mendapat
keuntungan dengan menfokuskan produksi pada sektor yang sesuai
dengan keunggulan faktor yang dimilikinya. Dengan perdagangan
berdasarkan  keunggulan faktor produksi, negara dapat
meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan mencapai

kemakmuran ekonomi bersama.
1.5 Komoditas Utama Agribisnis dalam Perdagangan

Internasional

Dalam era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional
memainkan peran strategis dalam mendistribusikan hasil agribisnis
dari negara-negara produsen ke negara-negara konsumen di

seluruh dunia. Agribisnis, yang mencakup seluruh rantai aktivitas
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pertanian dari hulu hingga hilir, menjadi salah satu sektor yang
paling dinamis dan berpengaruh dalam arus perdagangan global.
Komoditas agribisnis seperti beras, gandum, kopi, kakao, kelapa
sawit, karet, dan produk hortikultura tidak hanya menjadi komoditas
konsumsi utama, tetapi juga penentu kestabilan ekonomi dan
ketahanan pangan dunia.

Setiap negara memiliki keunggulan komparatif terhadap
komoditas tertentu, tergantung pada kondisi iklim, kualitas tanah,
teknologi pertanian, dan kebijakan pemerintah. Hal ini
menyebabkan munculnya pola spesialisasi dan perdagangan
antarnegara, di mana negara-negara tropis seperti Indonesia, Brasil,
dan Thailand menjadi pemasok utama produk-produk pertanian
tropis, sementara negara-negara beriklim sedang mendominasi
produksi gandum, kedelai, dan susu.

Komoditas agribisnis yang diperdagangkan secara
internasional tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap
pendapatan nasional dan devisa, tetapi juga berperan dalam
menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ketahanan pangan
global. Namun demikian, perdagangan komoditas ini juga
dihadapkan pada berbagai tantangan seperti fluktuasi harga pasar,
hambatan tarif dan non-tarif, serta isu keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap komoditas utama
agribisnis dalam perdagangan internasional sangat penting untuk
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merumuskan kebijakan yang mendukung daya saing nasional dan

menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan

keberlanjutan sumber daya alam. Komoditas agribisnis merupakan
produk pertanian dan hasil olahannya yang diperjualbelikan secara
luas di pasar global. Komoditas ini menjadi komponen penting dalam
perdagangan internasional karena memenuhi kebutuhan pangan,
bahan baku industri, dan sumber energi bagi berbagai negara. Setiap
komoditas memiliki nilai strategis tersendiri, baik dari sisi ekonomi,
sosial, maupun politik.

Secara umum, komoditas agribisnis internasional dapat
dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama, yaitu:

1) Komoditas Pangan Pokok. Komoditas ini mencakup bahan
makanan utama yang dikonsumsi secara luas di berbagai negara
meliputi:

= Beras: Negara eksportir utama adalah Thailand, Vietnam,
dan India. Indonesia merupakan salah satu negara
pengimpor karena kebutuhan dalam negeri yang tinggi.

» Gandum: Diproduksi besar-besaran di Amerika Serikat,
Kanada, Australia, dan Rusia. Menjadi bahan dasar roti,
pasta, dan mi.

= Jagung: Amerika Serikat merupakan produsen dan eksportir
utama. Jagung digunakan untuk pangan, pakan ternak, dan

bioenergi.
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2) Komoditas Perkebunan. Komoditas ini berasal dari tanaman yang

dibudidayakan secara luas di daerah tropis dan subtropic

meliputi:

Kelapa Sawit: Indonesia dan Malaysia mendominasi lebih
dari 80% ekspor dunia. Digunakan untuk minyak goreng,
bahan baku kosmetik, dan biodiesel.

Kopi: Brazil, Vietnam, dan Kolombia adalah eksportir utama.
Kopi menjadi salah satu minuman paling dikonsumsi secara
global.

Kakao: Pantai Gading dan Ghana adalah pemasok utama.
Digunakan dalam industri makanan dan minuman (cokelat).
Teh: Diekspor dari India, Sri Lanka, dan Kenya ke berbagai

belahan dunia.

3) Komoditas Hortikultura. Termasuk buah, sayur, dan tanaman

hias yang memiliki nilai jual tinggi dan permintaan musiman di

pasar internasional meliputi:

Buah tropis (pisang, nanas, mangga): Diekspor oleh negara-
negara Asia Tenggara dan Amerika Latin.
Bunga potong dan tanaman hias: Belanda dan Kenya

merupakan eksportir utama bunga, terutama mawar dan tulip.

4) Komoditas Peternakan dan Perikanan. Komoditas ini mencakup

hasil dari kegiatan budidaya hewan ternak dan ikan yang banyak

diperdagangkan lintas negara meliputi:
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» Daging sapi dan ayam: Diekspor dari Brasil, Australia, dan

Amerika Serikat ke berbagai negara konsumen.

» Susu dan produk olahan: Seperti keju dan mentega dari

Selandia Baru dan Uni Eropa.

» Udang, tuna, dan rumput laut: Indonesia dan Thailand
merupakan eksportir penting dalam sektor perikanan dunia.

5) Komoditas Bioenergi. Komoditas pertanian yang dimanfaatkan

untuk sumber energi terbarukan.

» Tebu dan jagung untuk bioetanol: Brasil dan AS menjadi
pemain utama dalam ekspor bahan bakar bioetanol.

» Kelapa sawit untuk biodiesel: Indonesia mendominasi pasar
ekspor biodiesel berbasis sawit.

Komoditas agribisnis memiliki posisi penting dalam
perdagangan internasional karena perannya dalam mendukung
ketahanan pangan, industri, dan energi global. Negara-negara
penghasil perlu menjaga kualitas, kontinuitas produksi, dan daya
saing, agar mampu meraih manfaat maksimal dari ekspor komoditas
agribisnis. Sementara itu, negara pengimpor harus mengatur
strategi ketahanan pasokan melalui kerja sama perdagangan yang

adil dan berkelanjutan.
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BAB 2
KONSEP DAN TEORI PERDAGANGAN

2.1 Pendahuluan

Perdagangan dalam berbagai bentuknya, telah menjadi
pendorong utama perkembangan peradaban manusia, seperti
barter, hingga sistem perdagangan modern yang melibatkan uang
dan pasar global. Evolusi sistem perdagangan dari pertukaran lokal
hingga interaksi global, dipicu oleh kemajuan transportasi,
berkurangnya hambatan, dan peningkatan mobilitas manusia. Sejak
pertukaran barang sederhana antar individu hingga rantai pasokan
global yang kompleks, aktivitas ini membentuk lanskap ekonomi
dunia. Bab ini akan mengupas konsep dan teori perdagangan,
berusaha menjelaskan mengapa individu, perusahaan dan negara
terlibat dalam pertukaran barang dan jasa.

2.2 Definisi dan Dimensi Perdagangan

Perdagangan adalah salah satu pilar utama ekonomi yang
memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan bahkan informasi, demi
memenuhi kebutuhan dan keinginan berbagai pihak. Secara umum,
perdagangan (trade) dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran
barang atau jasa secara sukarela antara dua pihak atau lebih, yang

didasari oleh adanya nilai tukar tertentu. Nilai tukar ini bisa berupa

I
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uang, barang lain (barter), atau janji pembayaran di masa depan.
Kegiatan ekonomi berupa perdagangan menghubungkan para
produsen dan konsumen. Dalam konteks yang lebih luas,
perdagangan melibatkan serangkaian aktivitas yang meliputi
produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi barang dan jasa.
Melalui prosedur pasar, perdagangan menjamin peredaran,
penyaluran, dan penyediaan barang sebagai kegiatan distribusi.
Esensi dari perdagangan adalah pertukaran. Sesuatu
diberikan dan sesuatu diterima sebagai gantinya. Objek yang
diperdagangkan bisa berupa produk fisik (barang) atau layanan
tidak berwujud (jasa). Pertukaran (exchange) dilakukan secara
sukarela (voluntary), ini terjadi atas kemauan bebas pihak-pihak
yang terlibat, bukan paksaan. Hal ini mengindikasikan adanya
kesepakatan dan keuntungan bersama. Perdagangan tidak terjadi
secara gratis. Ada harga yang disepakati, yang bisa berupa uang
atau bentuk lain dari kompensasi. Prinsip dasarnya, bahwa
perdagangan terjadi karena setiap pihak meyakini akan
mendapatkan keuntungan atau kepuasan yang lebih besar setelah
pertukaran, relatif terhadap kondisi sebelum perdagangan.
Terdapat keuntungan bersama (mutual gain), tanpa persepsi
keuntungan, perdagangan tidak akan terjadi secara berkelanjutan.
Mengapa perdagangan menjadi aktivitas yang tak terpisahkan

dari kehidupan kita? Adanya rasa saling membutuhkan, beragam
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manfaat dan tujuan aktifitas berdagangan, baik bagi individu,
perusahaan, maupun negara secara keseluruhan. Beberapa di
antaranya adalah: 1) Memungkinkan individu, perusahaan, dan
negara untuk berkosentari pada produksi barang dan jasa sesuai
keunggulan dimiliki, 2)Memperluas pilihan barang dan jasa yang
tersedia bagi konsumen, meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan, 3) Memfasilitasi penyebaran teknologi, inovasi, dan
praktik terbaik antar negara, 4) Sebagai motor pertumbuhan
ekonomi, ekspor berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja
dan meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Impor dapat
menyediakan input produksi yang dibutuhkan dan menekan inflasi,
5) Perdagangan dapat mempererat hubungan antar negara,
mendorong kerjasama ekonomi, dan mengurangi potensi konflik.

Ruang lingkup perdagangan sangat luas dan dapat
dikategorikan berdasarkan beberapa dimensi, di antaranya:

1. Berdasarkan Batas Wilayah
a. Perdagangan domestik (/nternal Trade)

Mengacu pada semua aktivitas perdagangan yang terjadi di
dalam batas-batas geografis suatu negara. Ini dilakukan antara
wilayah yang berbeda dan lokasi geografis dari negara yang sama.
Regulasi, mata uang dan sistem hukum yang berlaku umumnya
homogen. Perdagangan domestik diatur oleh hukum dan regulasi

nasional.
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b. Perdagangan Internasional (External Trade)

Melibatkan pertukaran barang dan jasa yang melintasi batas-
batas negara. Perdagangan internasional mencakup: 1) Ekspor
yaitu penjualan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri ke
negara lain, 2) Impor yaitu pembelian barang dan jasa dari negara
lain untuk dikonsumsi di dalam negeri, 3) Re-exports yaitu barang
yang diimpor ke suatu negara dan kemudian diekspor kembali tanpa
mengalami transformasi substansial. Ini merupakan fenomena
penting dalam perdagangan internasional yang menunjukkan
bagaimana suatu negara dapat berfungsi sebagai pusat distribusi
atau titik transit dalam rantai pasokan global. Barang tersebut tidak
diubah secara signifikan, perubahan yang mungkin terjadi hanyalah
pengemasan ulang, pelabelan, pemilahan, atau perakitan yang
sangat ringan untuk keperluan transportasi atau penjualan.

2. Berdasarkan Jenis Komoditas
a. Perdagangan Barang (Goods Trade)

Fokus pada pertukaran produk fisik yang dapat disentuh dan
disimpan, dapat berupa:

(1) Barang Primer, perdagangan barang primer merujuk pada
pertukaran komoditas yang berasal langsung dari sumber daya alam
tanpa melalui proses pengolahan yang signifikan, atau hanya melalui

pengolahan minimal agar siap untuk transportasi atau penggunaan
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dasar. Barang-barang ini merupakan bahan baku bagi berbagai
industri dan konsumsi langsung. Contoh barang primer dalam
perdagangan internasional antara lain : kopi, karet, hasil
Pertambangan (Mineral dan Energi), kayu gelondongan, hasil
kehutanan (Kayu gelondongan, pulp dan kertas), hasil laut mentah
atau beku.

(2) Barang Manufaktur, perdagangan produk yang telah melalui
proses pengolahan atau transformasi dari bahan mentah atau
bahan setengah jadi, menggunakan mesin, peralatan, dan tenaga
kerja, untuk menghasilkan produk jadi atau produk setengah jadi
yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Contoh barang manufaktur
sangat beragam antara lain tekstil dan pakaian (baju, kain, celana,
sepatu, tas), makanan dan minuman olahan, cat, pupuk, obat-
obatan, kosmetik, peralatan medis, mesin industry

b. Perdagangan Jasa (Cervice Trade)

Perdagangan jasa adalah penyediaan layanan (service) yang tidak
berwujud oleh penyedia jasa dari satu negara kepada konsumen di
negara lain. Ini melibatkan berbagai aktivitas ekonomi yang
mendukung dan memfasilitasi kehidupan modern, mulai dari
konsultasi bisnis hingga pariwisata. Karakteristik jasa yang unik,
membedakannya dari barang, dan ini memengaruhi bagaimana jasa
diperdagangkan. Karakteristik utama Jasa dalam perdagangan: (i)

Tidak  berwujud  (/ntangibility), (i) Tidak terpisahkan
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(Inseparability), (iii) Heterogenitas (Heterogeneity), (iv) Mudah
musnah (Perishability). Sektor jasa kini mendominasi banyak
perekonomian modern, untuk mengatur dan memfasilitasi
perdagangan jasa, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui
General Agreement on Trade in Services (GATS) telah
mengidentifikasi empat "Mode Pasokan" yang menjelaskan
bagaimana jasa dapat melintasi batas negara

(www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm). Mode 1 :

Pasokan lintas batas (Cross Border Supply), Mode 2: Konsumsi di
Luar Negeri (Consumption Abroad), Mode 3: Kehadiran Komersial
(Commercial Presence), dan Mode 4: Kehadiran Orang Perorangan
(Presence of Natural Persons).
3. Berdasarkan Karakteristik Organisasi dan Pasar
a. Perdagangan Bilateral

Perdagangan bilateral melibatkan dua negara atau dua pihak
yang melakukan pertukaran secara langsung, melakukan
kesepakatan atau perjanjian yang dibuat eksklusif oleh kedua
negara tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan,
investasi, dan hubungan ekonomi timbal balik. Dalam perjanjian ini,
kedua negara bersepakat untuk mengurangi atau menghilangkan
hambatan perdagangan tertentu, seperti tarif, kuota impor, atau
regulasi non-tarif, yang secara spesifik hanya berlaku untuk

transaksi di antara mereka. Hubungan perdagangan bilateral diatur
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oleh Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral (Bilateral Free Trade
Agreement - BFTA) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi
Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement -
CEPA). Contoh Perjanjian Perdagangan Bilateral Indonesia:
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA),
Indonesia-Australia  Comprehensive  Economic  Partnership
Agreement (IA-CEPA).
b. Perdagangan Multilateral

Perdagangan multilateralisme melibatkan banyak negara
sekaligus dalam satu kerangka perjanjian. Konsep perdagangan
multilateral seringkali terkait erat dengan Organisasi Perdagangan
Dunia (World Trade Organization-WTQ), yang menjadi badan
pengatur utama sistem ini. Contoh perdagangan multilateral:
ASEAN Free Trade Area (AFTA), Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP).
c. Perdagangan Intra-Industri (Intra-industry Trade-IIT
Perdagangan Intra-Industri (IIT) mengacu pada pertukaran barang
dan jasa yang serupa, yang termasuk dalam kategori industri yang
sama, antara dua negara. Suatu negara secara simultan mengimpor
dan mengekspor produk dalam sektor yang sama. IIT seringkali
terjadi pada produk-produk yang terdiferensiasi, yaitu produk yang
sejenis tetapi memiliki variasi dalam fitur, kualitas, merek, desain,

atau tujuan pasar. Perdagangan ini didorong oleh diferensiasi
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produk, skala ekonomi, preferensi konsumen, keunggulan teknologi
dan desain. Contoh dalam agribisnis: negara tropis mengekspor
buah, negara empat musim mengekspor gandum, IIT juga terjadi
dalam sektor dimana produk yang telah mengalami pengolahan atau
memiliki nilai tambah dan diferensiasi. Indonesia mengekspor kopi
olahan (misalnya kopi speciality dari Gayo dengan proses tertentu)
ke Italia, Pada saat yang sama Indonesia mengimpor kopi olahan
(misalnya kopi kapsul atau blended coffee dari merek global seperti
llly atau Lavazza) dari Italia. Keduanya adalah produk kopi olahan,
tetapi memiliki diferensiasi yang kuat dalam hal merek, profil rasa,
metode pengolahan, dan segmen pasar. Konsumen di Indonesia
mungkin mencari kopi premium asing, sementara konsumen di Italia
tertarik pada kopi specialty unik dari Indonesia.

2.3 Teori Praklasik Merkantilisme

Merkantalisme merupakan suatu aliran pemikiran ekonomi/filosofi
ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad 16
sampai abad 18 di Eropah Barat. Merkantalisme tumbuh sejalan
dengan pertumbuhan negara-negara baru di Eropa yang
kedudukannya belum kuat. Untuk memperkuat suatu negara yaitu
dengan cara memperkuat ekonomi dan angkatan perang.
Merkantilisme meyakini bahwa kemakmuran dan kekayaan suatu
negara diukur dari cadangan emas dan peraknya. Semakin banyak

emas dan perak yang dimiliki, semakin kaya dan kuat negara
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tersebut. Namun Sebagian besar negara-negara Eropa tidak
mempunyai tambang emas, maka satu-satunya cara adalah
melakukan perdagangan luar negeri.

Aliran Merkantalisme menitik beratkan pada pandangan
bahwa kegiatan perdagangan merupakan satu-satunya kegiatan
ekonomi yang mampu memberikan surplus ekonomi. Hampir
seluruh doktrin Merkantalisme ditujukan bagi kelancaran kegiatan
perdagangan, demi memperkaya dan memperkuat negara. Sebagai
akibatnya, beberapa negara memperoleh kemajuan ekonomi yang
pesat, namun politik ekonomi ini menyebabkan timbulnya
peperangan. Untuk memperoleh surplus penerimaan dalam neraca
transaksi (current account), maka Merkantalisme menempuh
kebijakan perdagangan yang protektif. Kegiatan produksi dalam
negeri dan ekspor harus didorong melalui ransangan subsidi dan
fasilitas dari pemerintah, mempromosikan ekspor untuk
mendapatkan pasar baru, pelarangan ekspor bahan mentah agar
harga bahan mentah domestik tetap rendah. Sebaliknya, impor
sebaiknya dibatasi baik dengan mengenakan tarif tinggi atau
melarang langsung masuknya barang-barang yang bisa diproduksi
di dalam negeri. Teori Merkantalisme dikritik oleh David Hume, yang
menyatakan bahwa kekayaan identik dengan jumlah logam mulia
yang dimilikinya, ketersediaan logam mulia yang melimpah

menunjukkan peningkatan dalam jumlah uang yang beredar (money
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supply). Bila money supply naik sedangkan produksi tetap maka
akan terjadi kenaikan harga atau terjadi inflasi. Selanjutnya Adam
Smith juga mengkritik praktik Merkantalisme: (i) Ukuran kekayaan
suatu negara tidak didasarkan pada jumlah logam mulia yang
dimilikinya. Sebaliknya, kemakmuran sebuah negara terlihat dari
kemampuannya mengembangkan produksi barang dan jasa (GNP),
bukan hanya dari upaya menimbun logam mulia dengan
menghambat perdagangan, (ii) Kemakmuran suatu negara
berdasarkan jumlah nilai tambah produksi barang domestik (PDB)
dengan surplus neraca perdagangan, (iii) Pemerintah perlu
mengurangi campur tangannya dalam perdagangan, agar tercipta
perdagangan bebas. Kemakmuran dan kekayaan suatu negara
dicapai melalui kebijakan laissez-faire dan prinsip perdagangan
bebas dengan negara lain. Adam Smith mengemukakan bahwa
tugas pemerintah terbatas pada tiga hal utama: Mempertahankan
negara dari ancaman eksternal, menegakkan hukum dan keadilan di
dalam negeri, dan membangun serta mengelola infrastruktur publik
dan lembaga masyarakat yang tidak dapat dijalankan oleh pihak
swasta. Sedangkan untuk hal yang lain-lain diserahkan pada swasta
agar alokasi faktor produksi menjadi efisien. Perdagangan bebas
memicu persaingan yang ketat, mendorong setiap negara untuk
berspesialisasi berdasarkan keunggulan absolut mereka. Artinya,

negara-negara akan fokus memproduksi barang atau jasa yang bisa
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mereka hasilkan paling efisien, yang pada akhirnya menguntungkan
semua pihak yang terlibat dalam perdagangan. Spesialisasi
mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi, yang pada
gilirannya akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) serta
menciptakan surplus perdagangan. Peningkatan PDB dan surplus
neraca perdagangan ini identik dengan peningkatan kemakmuran

suatu negara.

2.4 Teori Klasik Perdagangan Internasional

A. Keunggulan Absolut ( Absolute Adventage)

Aliran ekonomi klasik berkembang pada akhir abad ke-18 dan awal
abad ke-19, bertepatan dengan masa Revolusi Industri. Periode ini
menjadi tonggak awal perkembangan ekonomi modern. Dengan
munculnya era Pencerahan dan Revolusi Industri, pemikiran
ekonomi mulai bergeser ke arah yang lebih liberal dan berbasis
efisiensi. Adam Smith merupakan ekonom terkenal yang pertama
kali mengembangkan teori perdagangan (Nufus, 2022). Adam
Smith, dalam bukunya yang revolusioner The Wealth of Nations,
mengajukan gagasan keunggulan absolut. Menurut Smith, setiap
negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional
(gain from trade) dengan cara: (i) Mengekspor barang jika mereka
memiliki  keunggulan mutlak (absolute advantage) dalam

produksinya, (ii) Mengimpor barang jika mereka memiliki

e
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ketidakunggulan  mutlak  (absolute disadvantage) dalam
produksinya. Dengan demikian, kedua negara yang terlibat dalam
perdagangan akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Teori
Smith didasarkan pada beberapa asumsi utama: (i) Hanya tenaga
kerja yang dianggap sebagai faktor produksi, (ii) Biaya produksi
diukur berdasarkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan, (iii) Tidak ada
biaya transportasi yang diperhitungkan, (iv) Produksi diasumsikan
memiliki skala hasil konstan (constant returns to scale), yang berarti
peningkatan input produksi akan menghasilkan peningkatan output
yang proporsional.

Teori keunggulan absolut didasarkan pada teori nilai kerja
(/abor theory of value). Prinsip ini menyatakan bahwa nilai suatu
barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk
memproduksinya. Menurut Adam Smith, teori ini dapat dijelaskan
dengan asumsi bahwa perdagangan hanya melibatkan dua negara
yang masing-masing menghasilkan dua jenis produk. Berikut data

hipotetis untuk dua negara.

Negara Kain (meter) TV (unit)
Indonesia 120 4
Jepang 80 8

Data ini memaparkan keunggulan mutlak dari negara Indonesia dan
Jepang. Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi

kain, dan Jepang unggul dalam produksi TV. Sehingga akan
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menguntungkan bila Indonesia mengeksport kain dan Jepang
mengekspor TV. Jika Indonesia akan mengadakan perdagangan,
maka keuntungan akan diperoleh jika dasar tukar (term of trade-
TOT) berada diantara dua dasar tukar dalam negeri (DTD) yaitu: 10
meter kain < 1 buah TV < 30 meter kain, atau 1/30 buah TV < 1
meter kain < 1/10 buah TV. Jika dasar tukar internasional 1 buah
TV = 30 meter kain, maka Indonesia dan Jepang sama-sama
diuntungkan. Indonesia lebih efisien dalam menghasilkan kain, dan
Jepang efisien dalam memproduksi TV. Oleh sebab itu melalui
perdagangan kedua negara akan mendapatkan manfaat yang lebih
besar melalui spesialisasi produksi. Spesialisasi memungkinkan
terjadi pertukaran barang-barang yang diproduksikan secara
berlebihan (surplus) dengan barang-barang lain yang dibutuhkan.
Ketika suatu negara berspesialisasi, produksi barang tertentu dapat
melebihi permintaan domestik. Melalui perdagangan internasional,
kelebihan produksi (surplus) ini dapat ditukar dengan barang lain
dari negara lain yang juga memiliki surplus. Ini memungkinkan kedua
belah pihak untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memanfaatkan
spesialisasi masing-masing. Kelemahan teori Adam Smith tidak
mampu menjelaskan perdagangan jika satu negara tidak memiliki
keunggulan absolut atau memiliki keunggulan absolut di semua
barang, mengabaikan konsep biaya peluang (opportunity cost),

menganggap kualitas barang yang diproduksi dua negara adalah
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sama, pada hal kualitas produk bisa sangat bervariasi, tidak
menjelaskan distribusi keuntungan, mengabaikan biaya pengiriman,
tarif, kuota dan hambatan non tarif lainnya.

B. Keunggulan Komparatif (Comparatif Advantage)
David Ricardo merupakan murid Adam Smith, menyempurnakan
gagasan keunggulan absolut, dengan memperkenalkan konsep
keunggulan komperatif dalam buku On the Principles of Political
Economy and Taxation. David Ricardo menyatakan inti teori ini,
menunjukkan bahwa perdagangan tetap menguntungkan bahkan
jika satu negara memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi
semua barang, artinya negara tersebut bisa memproduksi semuanya
lebih murah. Keunggulan komparatif mengacu pada kemampuan
suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya
oportunitas yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.
Dengan kata lain, negara tersebut harus mengorbankan lebih sedikit
untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. Biaya oportunitas
adalah nilai barang atau jasa lain yang harus dikorbankan untuk
memproduksi satu unit barang tertentu. Ricardo membedakan
perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Di dalam
negeri perdagangan dijalankan atas dasar ongkos/tenaga kerja
karena adanya persaingan bebas dan pergerakan tenaga kerja serta
modal yang bebas. Perdagangan di dalam negeri berlaku prinsip

keuntungan/ongkos mutlak (teori Adam Smith), Setiap negara




Perdagangan Agribisnis Internasional

mengadakan spesialisasi dalam produkai yang ongkos tenaga
kerjanya jauh lebih rendah dari tempat lain, sehingga timbul
pertukaran barang dan jasa. Pada perdagangan luar negeri tidak
mungkin berlandaskan keunggulan mutlak, karena faktor produksi
tidak bebas bergerak. Maka ongkos tenaga kerja tidak dapat dipakai
untuk menentukan dasar tukar barang.

Menurut Ricardo, dasar tukar perdagangan luar negeri
ditentukan oleh ongkos atau biaya komparatif, bahwa masing-
masing negara cenderung berspesialisasi dan mengekspor barang-
barang yang di produksinya, akan memiliki keuntungan atau
keunggulan komparatif (comparative advantage). Data hiotetis

biaya komparatif (Jam kerja/Satuan Output).

Negara Produksi

1 kg Gula 1 m Kain
Indonesia 3 4
Cina 6 5

Berdasarkan data hipotesis ini, jika ditinjau dari keunggulan
mutlak Adam Smith, maka Indonesia unggul mutlak karena labour
costnya lebih efisien dibandingkan negara Cina baik dalam produksi
1 kg gula maupun 1 m kain. Hal ini tentu tidak akan terjadi
perdagangan antara kedua negara. Namun berdasarkan teori
Ricardo, walaupun Indonesia memiliki keunggulan absolut
dibandingkan Cina untuk kedua produk (gula dan kain), namun

dapat terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan

I
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kedua negara melalui spesialisasi jika negara-negara tersebut
memiliki cost comparative adventage atau labor efficiency. Data
perhitungan cost comparative, perbandingan cost Indonesia dan
Cina, tenaga kerja Indonesia lebih efisien dibandingkan tenaga kerja
Cina dalam produksi 1 kg gula (3/6 atau 2 hari) daripada produksi
1 meter kain (4/5 hari), hal ini mendorong Cina melakukan
spesialisasi produksi dan ekspor kain. Sehingga dengan
berspesialisasi dalam produksi barang, di mana mereka memiliki
biaya oportunitas terendah, semua negara dapat memperoleh
keuntungan dari perdagangan. Konsep ini merupakan yang paling
fundamental dalam ekonomi internasional. Asumsi dasar mirip
dengan Adam Smith (dua negara, dua barang, tenaga kerja sebagai
satu-satunya faktor, biaya produksi dari jam kerja, tidak ada biaya
transportasi, skala hasil konstan, dll.). Kelemahan teori klasik
komparatif advantage : 1. Teori Klasik Comparative Advantage
menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena
adanya perbedaan fungsi faktor produksi (tenaga kerja). Perbedaan
fungsi ini menimbulkan terjadinya perbedaan produktivitas
(production comparative advantage) ataupun perbedaan efisiensi
(cost comparative advantage) ataupun perbedaan harga barang
yang sejenis di antara dua negara. Jika fungsi faktor produksi

(tenaga kerja) sama atau produktivitas dan efisiensi di dua negara
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sama, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional karena
harga barang yang sejenis akan menjadi sama di kedua negara

2. Asumsi hanya tenaga kerja sebagai satu-satunya faktor produksi,
biaya produksi suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah tenaga
kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Dalam dunia nyata,
produksi melibatkan berbagai faktor lain seperti modal, tanah,
teknologi, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Mengabaikan
faktor-faktor ini membuat analisis biaya produksi menjadi tidak
lengkap dan kurang akurat.

2.5 Teori Neoklasik Perdagangan Internasional

Aliran neoklasik merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran
Klasik yang dirintis oleh Adam Smith, di mana campur tangan
negara boleh dikatakan tidak ada dalam urusan ekonomi. Teori
Neoklasik Perdagangan Internasional merupakan penyempurnaan
dari teori klasik yang mencoba menjelaskan pola perdagangan antar
negara dengan lebih realistis. Berbeda dengan teori klasik yang
fokus pada perbedaan produktivitas tenaga kerja semata, teori
neoklasik memperluas penjelasan dengan mempertimbangkan
berbagai faktor produksi dan bagaimana kelimpahan relatif faktor-
faktor tersebut di setiap negara memengaruhi pola perdagangan.
Alfred Marshall, sering disebut sebagai "Bapak llmu Ekonomi
Neoklasik", adalah tokoh penting dalam pengembangan teori ini.
Melalui bukunya Principles of Economy yang terbit pada tahun
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1890, Marshall secara sistematis menguraikan dan menghubungkan
konsep-konsep kunci seperti penawaran dan permintaan, utilitas
marginal (kepuasan marginal), dan biaya produksi (Julianto dkk,
2024). Selanjutnya Abadi (2022) menjelaskan bahwa teori
neoklasik menyoroti pentingnya aspek psikologis dan sosial
karyawan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari tim
kerja mereka. Para ekonom neoklasik, seperti Nassau William
Senior, tidak setuju dengan gagasan bahwa upah uang yang tinggi
akan menghambat perdagangan internasional. Senior beralasan,
jika tenaga kerja dalam industri ekspor suatu negara lebih efisien
atau produktif dibanding tenaga kerja serupa di luar negeri, maka
wajar jika tingkat upah di negara tersebut lebih tinggi, dan
sebaliknya juga demikian.  Selanjutnya John Elliot Cairnes,
berargumen bahwa tingkat upah dalam uang yang tinggi tidak
menghambat perdagangan antarnegara, tetapi sering kali justru
mendorong ekspor. Upah yang tinggi biasanya merupakan indikasi
adanya industri barang ekspor yang efisien. Tokoh neoklasik
lainnya, F. W. Taussig, menjelaskan tentang teori biaya komparatif
(biaya relatif), yaitu bahwa suatu negara akan mengekspor barang-
barang yang harganya atau ongkosnya di dalam negeri rendah
(relatif terhadap barang-barang yang serupa di luar negeri) dan
mengimpor barang-barang yang harganya atau ongkosnya relatif

tinggi kalau barang itu harus dihasilkannya sendiri. Baginya ongkos
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produksi hanya upah dan bunga. Ongkos untuk bahan mentah
sebenarnya terdiri dari biaya tenaga kerja (upah) dan bunga, oleh
sebab itu tidak boleh dimasukkan sebagai ongkos tersendiri.
Selanjutnya, dia berpendapat bahwa penambahan bunga ke dalam
biaya produksi yang menurut kaum klasik hanya meliputi biaya
tenaga kerja, tidak akan memengaruhi situasi biaya komparatif
antarnegara atau arah perdagangan internasional. Taussig
memberikan contoh kemungkinan terjadinya perdagangan antar
negara dalam keadaan masing-masing memiliki: (i) Perbedaan
mutlak dalam ongkos produksi barang-barang yang akan
diperdagangkan (absolute difference in costs), (ii) Perbedaan
komparatif dalam ongkos produksi (comparative difference in
costs), (iii) Perbedaan-perbedaan yang sama dalam ongkos
produksi (equal difference in cost). Hal ini bersifat sementara saja,
jika berlangsung lebih lama akan merugikan kedua negara yang

berdagang.
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BAB 3
KONSEP PERDAGANGAN
INTERNASIONAL MENURUT TEORI

MODERN
3.1 Pendahuluan

Perdagangan internasional adalah suatu proses pertukaran
barang dan jasa yang melintasi batas-batas negara. Aktivitas ini
mencakup ekspor dan impor yang dilakukan oleh suatu negara
terhadap negara lain guna memenuhi kebutuhan domestik yang
tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Dalam konteks
globalisasi, perdagangan internasional tidak hanya melibatkan
barang fisik, tetapi juga jasa, investasi, teknologi, dan bahkan tenaga
kerja (Salvatore, 2019).

Perdagangan internasional merupakan bagian penting dari
ekonomi terbuka (open economy), yaitu sistem ekonomi di mana
suatu negara memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain dalam
bentuk transaksi barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Dalam
ekonomi terbuka, arus perdagangan menjadi indikator utama dalam
menilai kinerja ekonomi suatu negara secara global (Krugman,

Obstfeld, & Melitz, 2018).
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Ruang lingkup perdagangan internasional sangat luas. Tidak
hanya mencakup pertukaran barang konsumsi seperti makanan dan
pakaian, tetapi juga barang modal seperti mesin, teknologi
informasi, dan jasa keuangan. Selain itu, perdagangan juga
menyentuh isu-isu sensitif seperti tarif, subsidi, kuota, kebijakan
proteksi, dan kesepakatan perdagangan regional (Carbaugh, 2022).

Dalam dunia modern, perdagangan internasional sangat
dipengaruhi oleh globalisasi dan integrasi ekonomi antarnegara,
seperti yang terjadi melalui organisasi internasional seperti World
Trade Organization (WTO), ASEAN, Uni Eropa, dan berbagai
perjanjian dagang bilateral maupun multilateral. Faktor-faktor
seperti kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan kebijakan
moneter juga sangat menentukan arah dan volume perdagangan
antarnegara (Hill, 2021).

Seiring perkembangan zaman, aktivitas perdagangan
internasional semakin kompleks karena melibatkan rantai pasok
global, e-commerce lintas negara, serta pergeseran kekuatan
ekonomi dari negara maju ke negara berkembang. Oleh karena itu,
pemahaman terhadap perdagangan internasional sangat penting
bagi mahasiswa ekonomi, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan

(Bhagwati, 2004).
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Namun demikian, manfaat dari perdagangan internasional
tidak selalu terdistribusi secara merata. Terdapat tantangan yang
perlu dihadapi seperti ketimpangan pendapatan, ketergantungan
pada komoditas ekspor tertentu, serta risiko fluktuasi harga pasar
global. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep, teori, dan
dinamika perdagangan internasional menjadi penting tidak hanya
bagi pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga bagi akademisi dan
mahasiswa ekonomi (Hill, 2021).

Secara umum, perdagangan internasional bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara melalui
pemanfaatan keunggulan komparatif. Dengan memperdagangkan
barang atau jasa yang dapat diproduksi secara lebih efisien, suatu
negara dapat memperoleh barang lain yang secara domestik lebih
mahal atau tidak tersedia. Prinsip ini mendasari argumen bahwa
perdagangan dapat meningkatkan efisiensi global dan memperluas
pilihan konsumsi (Carbaugh, 2022).

Tujuan lain dari perdagangan internasional adalah
memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama regional.
Perdagangan mendorong keterkaitan ekonomi yang pada akhirnya
dapat menciptakan stabilitas politik dan keamanan kawasan.
Sebagai contoh, pembentukan ASEAN dan Uni Eropa berawal dari
upaya meningkatkan kerja sama ekonomi melalui perdagangan

lintas batas (Hill, 2021)
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3.2 Perkembangan Pemikiran Perdagangan

Internasional
3.2.1 Teori Klasik

Pemikiran awal mengenai perdagangan internasional banyak
dipengaruhi oleh pandangan para ekonom klasik seperti Adam
Smith dan David Ricardo. Dalam bukunya The Wealth of Nations,
Adam Smith (1776) memperkenalkan konsep keunggulan absolut,
yakni suatu negara sebaiknya mengekspor barang yang dapat
diproduksi dengan lebih efisien daripada negara lain. Menurutnya,
spesialisasi dan pembagian kerja internasional dapat meningkatkan
produktivitas global (Smith, 1776).

David Ricardo kemudian mengembangkan konsep keunggulan
komparatif dalam bukunya Principles of Political Economy and
Taxation (1817). Ricardo menyatakan bahwa meskipun suatu
negara memiliki keunggulan absolut dalam semua produk,
perdagangan tetap dapat terjadi jika negara tersebut fokus pada
produk yang memiliki biaya peluang terendah. Teori ini memberikan
dasar rasional bagi perdagangan lintas negara, bahkan antara
negara yang tidak sama produktifnya (Ricardo, 1817).

Selain kedua tokoh tersebut, John Stuart Mill turut
memberikan kontribusi dalam menjelaskan konsep permintaan
timbal balik (reciprocal demand), yang menekankan pentingnya

interaksi antara permintaan dan penawaran antarnegara dalam
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menentukan rasio pertukaran barang secara internasional (Mill,
1848).
3.2.2 Teori Modern

Seiring  berkembangnya ilmu  ekonomi, teori-teori
perdagangan internasional mengalami perluasan dengan
mempertimbangkan lebih banyak faktor produksi dan dinamika
pasar yang kompleks. Teori Heckscher-Ohlin (H-O) vyang
dikembangkan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin menjelaskan
bahwa negara akan mengekspor barang yang produksinya
menggunakan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut.
Sebaliknya, negara akan mengimpor barang yang membutuhkan
faktor produksi yang langka (Salvatore, 2019).

Teorema Stolper-Samuelson melengkapi model H-O dengan
menunjukkan bahwa perdagangan akan menguntungkan faktor
produksi yang melimpah dan merugikan faktor yang langka,
sehingga memengaruhi distribusi pendapatan domestik. Sementara
itu, Teorema Rybczynski menyatakan bahwa peningkatan salah satu
faktor produksi akan meningkatkan output barang yang
menggunakan faktor tersebut secara intensif (Krugman et al.,
2018).

Pada akhir abad ke-20, Paul Krugman mengembangkan New
Trade Theory yang memperkenalkan peran skala ekonomi dan

diferensiasi produk sebagai faktor utama dalam perdagangan. Teori
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ini menjelaskan mengapa negara dengan kondisi ekonomi serupa
tetap melakukan perdagangan antar sesama, seperti pertukaran
mobil antara Jerman dan Jepang. Krugman juga menggarisbawahi
pentingnya biaya produksi rata-rata yang menurun seiring
peningkatan volume produksi (Krugman, 1979).

Michael Porter kemudian menawarkan pendekatan berbasis
keunggulan kompetitif melalui kerangka diamond model. la
berpendapat bahwa daya saing internasional ditentukan oleh
kombinasi kondisi faktor, permintaan domestik, industri pendukung,
dan strategi perusahaan. Pendekatan ini lebih menekankan pada
inovasi, produktivitas, dan lingkungan bisnis nasional (Porter,
1990).

Dengan berbagai pendekatan klasik dan modern tersebut,
pemahaman tentang perdagangan internasional menjadi semakin
holistik. Mahasiswa dan analis ekonomi kini dapat mengevaluasi
dinamika perdagangan tidak hanya dari segi biaya produksi, tetapi
juga dalam konteks kebijakan, strategi industri, dan keunggulan
struktural tiap negara.

3.3 Teori Perdagangan Internasional Modern
1. Teori Keunggulan Absolut (Absolute Advantage)

Teori Keunggulan Absolut pertama kali diperkenalkan oleh
Adam Smith dalam bukunya yang berjudul An /nquiry into the
Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). Dalam karya
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tersebut, Smith menolak sistem merkantilisme yang pada masa itu
menganggap bahwa kekayaan negara diukur dari seberapa banyak
emas dan perak yang dimiliki melalui ekspor berlebih dan impor
minimal. Sebaliknya, ia mengajukan gagasan bahwa perdagangan
internasional akan lebih menguntungkan apabila suatu negara
mengkhususkan diri dalam produksi barang yang dapat dibuat
dengan efisiensi lebih tinggi (Smith, 1776). Menurut teori ini,
keunggulan absolut terjadi ketika suatu negara dapat memproduksi
suatu barang lebih murah atau lebih cepat dibanding negara lain,
dalam artian menggunakan jumlah sumber daya lebih sedikit.

Konsep ini berangkat dari prinsip spesialisasi dan pembagian
kerja. Jika setiap negara fokus pada produk yang bisa diproduksi
secara lebih efisien, maka perdagangan akan menciptakan situasi
“win-win” karena setiap pihak memperoleh barang dengan biaya
relatif lebih rendah dibanding jika diproduksi sendiri (Carbaugh,
2022). Dengan demikian, teori ini menekankan efisiensi penggunaan
sumber daya dan produktivitas tenaga kerja sebagai dasar utama
dari keuntungan perdagangan.
Contoh Penerapan Teori Keunggulan Absolut

Sebagai ilustrasi, bayangkan dua negara: Indonesia dan
Jepang. Indonesia dapat memproduksi 1 ton kopi dengan hanya
100 unit tenaga kerja, sedangkan Jepang memerlukan 150 unit. Di
sisi lain, Jepang dapat memproduksi 1 unit mobil dengan 200 unit
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tenaga kerja, sementara Indonesia membutuhkan 300 unit. Dalam
situasi ini, Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi
kopi, sedangkan Jepang memiliki keunggulan absolut dalam
produksi mobil. Maka, menurut teori ini, kedua negara akan
diuntungkan jika Indonesia mengekspor kopi dan mengimpor mobil
dari Jepang, serta sebaliknya (Salvatore, 2019).
Manfaat Keunggulan Absolut dalam Perdagangan Internasional

Penerapan teori keunggulan absolut membawa beberapa
manfaat. Pertama, meningkatkan efisiensi produksi global, karena
negara-negara berfokus pada barang yang dapat mereka hasilkan
dengan biaya terendah (Krugman et al, 2018). Kedua,
meningkatkan volume perdagangan internasional, karena adanya
saling ketergantungan dalam penyediaan barang antarnegara.
Ketiga, memungkinkan konsumen di masing-masing negara
memperoleh variasi barang dengan harga relatif lebih murah dan
kualitas lebih baik. Keempat, teori ini juga mendorong
pertumbuhan ekonomi karena adanya ekspansi pasar dan
peningkatan kapasitas produksi nasional melalui spesialisasi.

Dari sisi strategis, teori ini membantu negara berkembang
mengidentifikasi sektor ekonomi yang memiliki nilai saing tinggi,
sehingga bisa difokuskan dalam program pembangunan ekonomi

nasional. Dalam praktiknya, teori ini menjadi dasar logis dari
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kebijakan ekspor dan kerja sama bilateral atau multilateral dalam
perdagangan global (Hill, 2021).
Kritik terhadap Teori Keunggulan Absolut

Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap teori ekonomi
klasik, teori ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya
adalah tidak menjelaskan bagaimana perdagangan bisa tetap terjadi
ketika satu negara lebih efisien di semua sektor, sementara
negara lain kurang efisien di semua lini. Dalam kasus seperti ini, teori
keunggulan absolut gagal menjawab bagaimana kedua negara
tetap bisa mendapat manfaat dari perdagangan. Hal inilah yang
kemudian disempurnakan oleh David Ricardo melalui teori
keunggulan komparatif, yang lebih fleksibel dan realistis terhadap
struktur produksi antarnegara (Ricardo, 1817).

Kritik lainnya menyebut bahwa teori ini terlalu berfokus pada
tenaga kerja sebagai satu-satunya faktor produksi, tanpa
mempertimbangkan faktor modal, teknologi, maupun perbedaan
struktur industri. Dalam ekonomi modern, efisiensi tidak hanya
ditentukan oleh jumlah tenaga kerja, tetapi juga oleh produktivitas
teknologi, investasi, infrastruktur, dan inovasi (Porter, 1990).

Selain itu, asumsi bahwa perdagangan internasional selalu
bersifat tanpa hambatan (free trade) tidak sesuai dengan realitas.

Dalam praktiknya, negara sering menerapkan tarif, kuota, dan
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berbagai bentuk proteksi yang membuat proses perdagangan tidak
seefisien yang digambarkan oleh teori klasik ini.
2. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage)

Teori Keunggulan Komparatif dikembangkan oleh David
Ricardo pada awal abad ke-19, khususnya dalam bukunya On the
Principles of Political Economy and Taxation (1817). Teori ini
muncul sebagai penyempurnaan dari teori keunggulan absolut milik
Adam Smith. Ricardo menyadari bahwa perdagangan tetap bisa
menguntungkan bahkan jika suatu negara tidak memiliki
keunggulan absolut dalam memproduksi barang apa pun. Intinya,
keunggulan komparatif berarti suatu negara harus mengkhususkan
diri dalam produksi barang yang memiliki biaya peluang
(opportunity cost) paling rendah, dibandingkan dengan negara lain
(Ricardo, 1817).

Misalnya, meskipun suatu negara kurang efisien dalam semua
sektor dibanding negara lain, jika ia masih memiliki efisiensi relatif
lebih baik di satu sektor dibanding sektor lain, maka akan tetap
memperoleh manfaat dari perdagangan. Ini adalah ide revolusioner
karena membuka peluang perdagangan internasional secara lebih
luas dan inklusif, termasuk bagi negara berkembang (Krugman,

Obstfeld, & Melitz, 2018).
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Contoh Penerapan Teori Keunggulan Komparatif

Sebagai contoh, bayangkan dua negara: Indonesia dan Korea
Selatan. Indonesia membutuhkan 10 jam untuk memproduksi 1 ton
beras dan 15 jam untuk 1 unit smartphone. Korea membutuhkan 5
jam untuk memproduksi beras dan 10 jam untuk smartphone.
Meskipun Korea lebih efisien di keduanya (keunggulan absolut),
tetapi biaya peluangnya berbeda. Di Indonesia, biaya peluang 1 ton
beras adalah 2/3 smartphone; di Korea, 1 ton beras setara dengan
1/2 smartphone. Maka, Indonesia memiliki keunggulan komparatif
dalam produksi beras, sedangkan Korea dalam produksi
smartphone. Dalam perdagangan, keduanya akan mendapat
manfaat jika Indonesia mengekspor beras dan mengimpor
smartphone dari Korea (Salvatore, 2019).
Manfaat Teori Keunggulan Komparatif

Manfaat utama dari keunggulan komparatif adalah
optimalisasi sumber daya. Negara-negara dapat menghasilkan
barang yang paling efisien secara relatif, lalu memperolehnya dari
negara lain melalui perdagangan. Ini menghasilkan efisiensi global,
mengurangi duplikasi produksi, dan memperluas spesialisasi
ekonomi (Hill, 2021).
Manfaat lainnya meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan konsumen melalui akses ke

barang yang lebih murah dan bervariasi.
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2. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang akibat alokasi
sumber daya yang lebih efisien.
3. Peningkatan integrasi ekonomi global karena
ketergantungan yang sehat antarnegara (Carbaugh, 2022).
4. Meningkatkan produktivitas melalui difusi teknologi dan
persaingan internasional.
Kritik terhadap Teori Keunggulan Komparatif

Meski secara teoritis kuat, keunggulan komparatif juga
memiliki keterbatasan. Salah satu kritik utama adalah bahwa teori
ini mengasumsikan biaya produksi konstan, padahal dalam
kenyataan biaya bisa berubah akibat skala ekonomi, teknologi, atau
kebijakan. Teori ini juga mengabaikan faktor mobilitas produksi,
seperti perpindahan modal dan tenaga kerja yang dalam dunia nyata
sangat penting (Porter, 1990).

Selain itu, teori ini mengasumsikan perdagangan bebas, tanpa
memperhitungkan hambatan tarif, kuota, dan proteksi lokal yang
sering kali digunakan negara demi alasan politik dan strategis.
Dalam praktiknya, keunggulan komparatif bisa berubah akibat
investasi dalam pendidikan, infrastruktur, atau teknologi, yang
menjadikan teori ini lebih cocok sebagai kerangka dasar, bukan
sebagai pedoman mutlak (Todaro & Smith, 2020).

Kritik lain datang dari teori ketergantungan (dependency

theory) yang menilai keunggulan komparatif bisa menjebak negara
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berkembang dalam ketergantungan pada ekspor komoditas mentah
yang bernilai rendah, sementara negara maju fokus pada industri
bernilai tambah tinggi. Akibatnya, ketimpangan global bisa makin
tajam (Frank, 1967).

3. Teori Biaya Peluang (Opportunity Cost Theory)

Teori biaya peluang adalah konsep yang digunakan untuk
menjelaskan pilihan produksi dan perdagangan berdasarkan nilai
dari alternatif yang dikorbankan. Dalam konteks perdagangan
internasional, teori ini menekankan bahwa suatu negara sebaiknya
mengkhususkan produksi pada barang yang memiliki biaya peluang
lebih rendah dibanding negara lain. Konsep ini dikembangkan lebih
lanjut oleh Gottfried Haberler pada 1936 untuk memperbaiki
kelemahan dalam teori keunggulan komparatif klasik yang
didasarkan pada tenaga kerja sebagai satu-satunya faktor produksi.
Menurut Haberler (1936), biaya peluang adalah pengorbanan dalam
bentuk barang lain yang harus dilepaskan untuk memproduksi satu
unit barang tertentu.

Aplikasi dalam Perdagangan Internasional

Dengan menggunakan pendekatan biaya peluang, negara-
negara dapat menentukan spesialisasi produksinya berdasarkan
perbandingan rasional terhadap kemampuan produksi mereka.
Misalnya, jika Indonesia mampu menghasilkan 1 ton karet atau 2

ton padi dengan sumber daya yang sama, maka biaya peluang
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produksi karet adalah 2 ton padi. Jika negara lain hanya perlu
mengorbankan 1 ton padi untuk menghasilkan 1 ton karet, maka
negara tersebut memiliki keunggulan dalam karet dan Indonesia
sebaiknya fokus pada padi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam
buku /nternational Economics karya Salvatore (2019), bahwa
konsep biaya peluang menjadi dasar pemilihan strategi spesialisasi
untuk mencapai efisiensi maksimum dalam produksi.
Manfaat Teori Biaya Peluang

Teori biaya peluang memberikan manfaat yang besar dalam
praktik perdagangan internasional. Pertama, ia mendorong
spesialisasi produksi yang lebih efisien antarnegara. Kedua, teori ini
memungkinkan peningkatan output global karena setiap negara
memproduksi barang yang paling efisien baginya. Ketiga, teori ini
menjelaskan  bagaimana perdagangan internasional dapat
meningkatkan kesejahteraan konsumen global melalui peningkatan
akses terhadap barang yang lebih murah dan berkualitas. Hill
(2021) dalam bukunya /nternational Business menekankan bahwa
perdagangan berbasis biaya peluang memungkinkan distribusi
sumber daya global yang lebih efisien dan rasional.
Kritik terhadap Teori Biaya Peluang

Meskipun secara teori sangat berguna, pendekatan ini
mendapat sejumlah kritik. Salah satunya adalah asumsi dasar bahwa

semua faktor produksi dapat dialihkan sepenuhnya antar sektor
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tanpa kehilangan efisiensi, yang dalam praktiknya tidak selalu
terjadi. Selain itu, teori ini cenderung mengabaikan faktor sosial dan
politik seperti keamanan ekonomi, ketahanan pangan, atau
kepentingan nasional. Todaro dan Smith (2020) dalam Economic
Development menyatakan bahwa pengambilan keputusan ekonomi
tidak hanya berdasar pada efisiensi, melainkan juga
mempertimbangkan pembangunan jangka panjang, keadilan
distribusi, dan stabilitas sosial.

4. Teori Faktor Proporsi (Heckscher-Ohlin Theory)

Teori Faktor Proporsi, yang juga dikenal sebagai Heckscher-
Ohlin Theory (H-O Theory), dikembangkan oleh dua ekonom
Swedia, Eli Heckscher dan Bertil Ohlin pada awal abad ke-20. Teori
ini merupakan perluasan dari teori keunggulan komparatif Ricardo,
tetapi dengan pendekatan yang lebih realistis karena
mempertimbangkan beragam faktor produksi, tidak hanya tenaga
kerja (Ohlin, 1933).

Menurut teori ini, pola perdagangan internasional ditentukan
oleh perbedaan ketersediaan relatif faktor produksi di setiap negara,
seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Negara akan mengekspor
barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah dan
murah di negaranya, serta mengimpor barang yang menggunakan

faktor yang langka dan mahal (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2018).
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Contoh Aplikasi dalam Perdagangan Internasional

Misalnya, negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki
banyak tenaga kerja akan mengekspor barang-barang padat karya
seperti tekstil dan sepatu. Sebaliknya, negara maju seperti Jerman
yang memiliki banyak modal akan mengekspor produk padat modal
seperti mobil dan mesin berat. Hill (2021) menyatakan bahwa teori
Heckscher-Ohlin membantu menjelaskan mengapa negara-negara
yang berbeda secara struktur ekonomi tetap saling menguntungkan
dalam perdagangan.

Teori ini juga mencerminkan bagaimana faktor alamiah dan
struktur produksi nasional memengaruhi keunggulan kompetitif.
Dengan demikian, perdagangan internasional menjadi sarana untuk
mengoptimalkan distribusi faktor produksi secara global,
sebagaimana dijelaskan oleh Salvatore (2019) dalam /nternational
Economics.

Manfaat Teori Faktor Proporsi
1. Prediksi Pola Perdagangan
Teori ini membantu menjelaskan dan memprediksi jenis
barang yang akan diekspor dan diimpor oleh suatu negara
berdasarkan struktur faktornya, bukan sekadar keunggulan

tenaga kerja seperti dalam teori Ricardo (Krugman et al.,

2018).
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2. Efisiensi Global
Mendorong alokasi produksi global yang lebih efisien dengan
memanfaatkan keunggulan relatif masing-masing negara
dalam faktor produksi (Hill, 2021).

3. Keseimbangan Harga Faktor
Teori ini juga menghasilkan hipotesis equalization of factor
prices, yaitu bahwa perdagangan internasional akan
menyamakan harga relatif faktor produksi di antara negara-
negara, sehingga memperkecil ketimpangan ekonomi global
(Salvatore, 2019).

Kritik terhadap Teori Heckscher-Ohlin

Namun, teori ini tidak luput dari kritik. Salah satu kritik utama
berasal dari paradoks Leontief, yang menemukan bahwa Amerika
Serikat—negara yang kaya modal—justru mengekspor barang-
barang padat karya dan mengimpor barang-barang padat modal
(Leontief, 1953). Hal ini menantang asumsi dasar teori H-O.

Selain itu, teori ini mengabaikan perbedaan teknologi antar
negara dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor modern seperti
perdagangan intraindustri, yang sering terjadi antara negara-
negara dengan struktur ekonomi serupa (Carbaugh, 2022).

5. Teorema Stolper-Samuelson dan Rybczynski

Sebagai pelengkap teori Heckscher-Ohlin, teorema Stolper-

Samuelson menjelaskan bahwa perdagangan internasional akan
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meningkatkan penghasilan faktor produksi yang melimpah dan
menurunkan penghasilan faktor yang langka. Sedangkan teorema
Rybczynski menunjukkan bahwa peningkatan salah satu faktor
produksi akan menyebabkan peningkatan output barang yang
menggunakan faktor tersebut secara intensif (Carbaugh, 2022).
6. New Trade Theory

Dikembangkan oleh Paul Krugman pada akhir abad ke-20,
teori ini memperkenalkan konsep skala ekonomi dan diferensiasi
produk sebagai alasan terjadinya perdagangan, bahkan antara
negara dengan sumber daya dan teknologi serupa. Negara dapat
memperoleh manfaat dari perdagangan melalui pengurangan biaya
rata-rata jangka panjang dan inovasi produk. Oleh karena itu,
perdagangan tidak hanya didorong oleh perbedaan, tapi juga oleh
penguatan pasar dan efek aglomerasi (Krugman, 1979).
7. Teori Keunggulan Kompetitif (Competitive Advantage)

Berbeda dari keunggulan komparatif yang bersifat statis, teori
keunggulan kompetitif dikembangkan oleh Michael Porter dalam
The Competitive Advantage of Nations (1990). Porter berpendapat
bahwa negara dapat menciptakan keunggulan sendiri melalui
inovasi, peningkatan efisiensi, dan investasi di sektor strategis.
Keunggulan ini timbul dari kondisi permintaan domestik, struktur

industri, strategi perusahaan, dan persaingan (Porter, 1990).
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BAB 4
PARADIGMA PERDAGANGAN
INTERNASIONAL

4.1 Pendahuluan

Perdagangan internasional telah menjadi fondasi utama
dalam integrasi ekonomi global selama dua abad terakhir. Dimulai
dari pertukaran komoditas primer hingga perdagangan barang-
barang manufaktur dan jasa berbasis digital, hubungan ekonomi
antarnegara berkembang seiring dinamika globalisasi. Menurut
laporan World Trade Organization (WTO, 2024), nilai perdagangan
barang dunia mencapai USS 25,3 triliun pada tahun 2023,
meningkat hampir tiga kali lipat dari awal abad ke-21, menunjukkan
peran strategis perdagangan dalam pembentukan struktur ekonomi
global.

Namun, proses globalisasi perdagangan tidak bebas dari kritik
dan ketimpangan. Negara berkembang sering kali menghadapi
hambatan struktural dalam memperoleh manfaat optimal dari
sistem perdagangan global, termasuk melalui praktik subsidi,
hambatan nontarif, dan ketimpangan dalam rantai nilai global.

Sebagaimana disoroti oleh UNCTAD (2023), hanya sekitar 30%
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dari nilai ekspor negara berkembang yang berasal dari nilai tambah
domestik, sisanya berasal dari bahan baku dan aktivitas ekonomi
dengan  produktivitas rendah. Hal ini  mencerminkan
ketergantungan struktural dan lemahnya daya saing sektor industri
di negara-negara tersebut.

Di tengah meningkatnya interdependensi ekonomi global,
arah perdagangan internasional kini semakin dipengaruhi oleh
dinamika geopolitik, perubahan iklim, dan kemajuan teknologi
digital. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejak
2018 telah menunjukkan bahwa perdagangan tidak lagi semata-
mata soal efisiensi ekonomi, tetapi juga instrumen politik dan
keamanan nasional. Demikian pula, kebijakan seperti Carbon Border
Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa menandai pergeseran
paradigma perdagangan dari sekadar pertukaran barang menuju
integrasi isu lingkungan dan transisi energi hijau (European
Commission, 2024). Hal ini mendorong negara-negara berkembang
untuk mengadopsi strategi perdagangan lebih adaptif dan strategis.

Lebih jauh, munculnya ekonomi digital dan perkembangan e-
commerce lintas batas telah merevolusi cara negara dan perusahaan
berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Menurut laporan
UNCTAD (2024), nilai transaksi e-commerce global mencapai USS
5,5 triliun dan diproyeksikan tumbuh signifikan hingga 2030,

didorong oleh penetrasi internet dan digitalisasi UMKM. Ini
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membuka peluang baru sekaligus tantangan terkait regulasi data,
keamanan siber, dan ketimpangan digital antarnegara. Oleh karena
itu, memahami dinamika baru dalam paradigma perdagangan
internasional menjadi sangat krusial agar negara-negara, khususnya
Indonesia, tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain aktif dalam
ekonomi global berbasis pengetahuan dan inovasi.

Di tengah situasi tersebut, muncul kebutuhan untuk
mengevaluasi ulang paradigma dominan dalam perdagangan
internasional. Tidak hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga
aspek keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kedaulatan
nasional. Paradigma yang semula bertumpu pada efisiensi
komparatif kini mulai digeser oleh wacana perdagangan berkeadilan,
integrasi regional strategis, dan transisi menuju ekonomi hijau. Oleh
karena itu, kajian tentang paradigma perdagangan internasional
tidak hanya penting dari sisi teoritis, tetapi juga sangat relevan
dalam merumuskan arah kebijakan nasional dan global ke depan.

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh
mengenai berbagai paradigma yang berkembang dalam studi dan
praktik perdagangan internasional. Dengan merujuk pada literatur
klasik dan modern, pembahasan ini menjelaskan evolusi pemikiran
dari teori keunggulan komparatif klasik hingga pendekatan strategis
yang mempertimbangkan dinamika geopolitik dan keberlanjutan.
Selain itu, bab ini juga membahas bagaimana paradigma tersebut
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diadopsi dan diadaptasi oleh negara-negara berkembang dalam
kerangka pembangunan nasional.

Selain itu, bab ini juga mencakup dimensi teoritis,
institusional, hingga isu-isu kontemporer dalam perdagangan
internasional. Fokus diberikan pada analisis kritis terhadap
pergeseran paradigma, misalnya dari pendekatan liberalisasi penuh
menuju pendekatan selektif berbasis nilai tambah dan integrasi
regional. Di sisi lain, aspek kelembagaan seperti peran WTO, RCEP,
dan CEPA dalam pembentukan aturan main perdagangan global
juga akan dibahas sebagai bagian dari dinamika sistem perdagangan

internasional semakin kompleks dan multipolar (Baldwin, 2016).
4.2 Hubungan Perdagangan Internasional dan

Pembangunan Ekonomi

Secara historis, perdagangan internasional telah dianggap
sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Negara-negara
yang berhasil meningkatkan ekspor bernilai tambah tinggi seperti
Korea Selatan dan China, menunjukkan bahwa integrasi dalam pasar
global dapat mendorong industrialisasi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Data dari Bank Dunia (2024)
menunjukkan bahwa kontribusi ekspor terhadap PDB di negara-
negara berpenghasilan menengah ke atas rata-rata mencapai 40%,
jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara berpenghasilan

rendah yang masih bergantung pada ekspor komoditas primer.
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Namun, kontribusi perdagangan terhadap pembangunan
ekonomi sangat tergantung pada kualitas integrasi dan strategi
nasional. Tanpa industrialisasi yang kuat dan perlindungan atas
sektor strategis, liberalisasi perdagangan dapat menjerumuskan
negara berkembang dalam jebakan "terms of trade" yang merugikan
(Prebisch & Singer, 1950). Pengalaman banyak negara Afrika dan
Amerika Latin menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan yang
tidak disertai diversifikasi industri justru memperparah defisit
neraca perdagangan dan ketimpangan ekonomi.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, paradigma
perdagangan internasional kini dihadapkan pada tantangan baru:
bagaimana menciptakan perdagangan yang tidak hanya efisien
tetapi juga adil dan berkelanjutan. Isu seperti perdagangan karbon,
standar lingkungan, dan digitalisasi memaksa negara untuk tidak
hanya fokus pada ekspor barang, tetapi juga pada kemampuan
mengelola inovasi, teknologi, dan kelembagaan. Oleh karena itu,
pendekatan pembangunan yang mengaitkan perdagangan dengan
transformasi struktural menjadi sangat relevan dalam dekade

mendatang (Rodrik, 2018).
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4.3 Teori-Teori Perdagangan Internasional
4.3.1 TeoriKlasik

Teori perdagangan internasional bermula dari pemikiran
klasik yang dikembangkan pada abad ke-18 dan awal abad ke-19.
Salah satu tokoh utama adalah Adam Smith dengan teori
keunggulan absolut, yang menyatakan bahwa suatu negara
sebaiknya mengkhususkan diri pada produksi barang yang dapat
diproduksi lebih efisien dibanding negara lain, lalu menukarkannya
melalui perdagangan. Dalam konteks ini, efisiensi diukur
berdasarkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini muncul sebagai
kritik terhadap sistem merkantilisme yang menekankan surplus
perdagangan melalui pembatasan impor.

Namun demikian, teori Adam Smith memiliki keterbatasan
ketika suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut terhadap
negara lain. Untuk menjawab persoalan tersebut, David Ricardo
mengembangkan konsep keunggulan komparatif. Menurut Ricardo,
meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam
memproduksi barang apa pun, negara tersebut tetap dapat
memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dengan
memfokuskan diri pada produksi barang yang memiliki biaya
peluang relatif lebih rendah. Inilah dasar fundamental dari argumen
liberalisasi perdagangan yang menjadi fondasi berbagai
kesepakatan multilateral.

e

178

T——




Perdagangan Agribisnis Internasional

Contohnya, jika Inggris lebih efisien dalam memproduksi kain
dan anggur, sementara Portugal hanya lebih efisien dalam anggur,
Ricardo menyatakan bahwa kedua negara tetap dapat saling
menguntungkan dengan berdagang. Inggris memproduksi kain dan
mengekspornya ke Portugal, sedangkan Portugal mengekspor
anggur ke Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa spesialisasi dan
perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif mampu
meningkatkan total output dunia.

Kendati demikian, teori klasik tidak mempertimbangkan
perbedaan faktor produksi, biaya transportasi, maupun struktur
institusional dan teknologi antarnegara. Selain itu, asumsi tentang
mobilitas tenaga kerja di dalam negeri dan ketidakmobilan
antarnegara tidak realistis dalam dunia nyata. Oleh karena itu,
meskipun teorinya sederhana dan elegan, model klasik tidak cukup
menjelaskan pola perdagangan modern yang melibatkan barang-
barang bernilai tambah tinggi dan perdagangan jasa.

Meski demikian, teori keunggulan komparatif tetap relevan
sebagai landasan awal dalam menjelaskan manfaat perdagangan
internasional. Dalam banyak literatur ekonomi pembangunan dan
kebijakan perdagangan, prinsip dasar Ricardo ini sering dijadikan
argumen normatif untuk mendorong keterbukaan perdagangan,
terutama bagi negara berkembang yang ingin meningkatkan

efisiensi dan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor.
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4.3.2 Teori Neo-Klasik dan Modern

Teori perdagangan internasional berkembang lebih lanjut
dalam kerangka neoklasik melalui model Heckscher-Ohlin (H-O),
yang menekankan perbedaan pada faktor endowment (ketersediaan
faktor produksi) sebagai sumber utama keuntungan komparatif.
Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang
yang intensif pada faktor produksi yang dimilikinya secara relatif
lebih melimpah, dan mengimpor barang yang intensif pada faktor
yang langka. Dengan kata lain, negara dengan tenaga kerja
melimpah akan mengekspor barang padat karya, sementara negara
dengan modal besar akan mengekspor barang padat modal.

Model H-O ini menyempurnakan model Ricardo dengan
memperkenalkan dua faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal,
dan memungkinkan analisis yang lebih kompleks. Salah satu
implikasi utama dari model ini adalah Teorema Stolper-Samuelson,
yang menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan akan
meningkatkan pendapatan faktor produksi yang melimpah dan
menurunkan pendapatan faktor yang langka. Ini penting untuk
memahami mengapa perdagangan internasional dapat menciptakan
kelompok yang menang dan kalah dalam suatu negara.

Selanjutnya, Teorema Rybczynski menjelaskan bahwa
peningkatan salah satu faktor produksi akan meningkatkan output

barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif, sambil
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mengurangi produksi barang lainnya. Model ini memberikan dasar
teoritis bagi strategi industrialisasi berbasis intensifikasi faktor
produksi, seperti tenaga kerja atau modal. Namun, H-O model
mengasumsikan teknologi yang sama antarnegara, yang tidak selalu
mencerminkan kenyataan global saat ini.

Kritik terhadap model H-O muncul seiring dengan realita
bahwa banyak negara dengan struktur endowment serupa tetap
memperdagangkan barang yang sama satu sama lain. Hal ini
mendorong munculnya teori yang menjelaskan perdagangan intra-
industri, yaitu perdagangan dua arah barang sejenis antarnegara. Di
sinilah teori perdagangan modern mulai mengambil peran,
khususnya dalam kerangka diferensiasi produk dan skala ekonomi.

Meski terdapat kelemahan, teori neoklasik tetap menjadi
referensi utama dalam model-model kuantitatif perdagangan
seperti CGE (Computable General Equilibrium). Model ini juga
banyak digunakan oleh institusi global seperti World Bank, IMF, dan
WTO untuk mengevaluasi dampak liberalisasi dan integrasi
ekonomi regional. Dalam praktik kebijakan, teori ini mendorong
banyak negara berkembang untuk melakukan reformasi struktural

guna meningkatkan daya saing faktor produksinya.
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4.3.3 Teori Perdagangan Baru (New Trade Theory)

Pada 1980-an, muncul Teori Perdagangan Baru (New Trade
Theory/NTT) yang dikembangkan oleh Paul Krugman dan para
ekonom lainnya. Teori ini menjelaskan pola perdagangan
internasional yang tidak dapat diterangkan oleh teori klasik dan
neoklasik, terutama terkait dengan perdagangan intra-industri di
antara negara-negara maju dengan struktur ekonomi serupa. Inti
dari teori ini adalah pentingnya skala ekonomi (economies of scale)
dan diferensiasi produk menciptakan keunggulan perdagangan.

Menurut Krugman, dalam industri-industri yang memiliki
skala ekonomi meningkat, seperti otomotif dan elektronik, semakin
besar produksi akan semakin rendah biaya rata-ratanya. Hal ini
menciptakan insentif bagi spesialisasi produksi pada skala besar dan
mendorong  perdagangan antarnegara  meskipun  faktor
endowment-nya serupa. Di sisi lain, konsumen memiliki preferensi
terhadap variasi produk (variety), sehingga mereka tetap melakukan
impor barang sejenis namun berbeda merek atau fitur negara lain.

Salah satu keunggulan dari NTT adalah kemampuannya
menjelaskan mengapa negara-negara dengan tingkat teknologi dan
produktivitas yang sama tetap melakukan perdagangan aktif satu
sama lain. Teori ini juga memberikan landasan bagi kebijakan
industri yang menargetkan peningkatan kapasitas produksi dalam

sektor dengan skala ekonomi besar. Contohnya, negara seperti
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Jerman dan Jepang memfokuskan penguatan industri manufaktur
berat melalui dukungan fiskal dan investasi teknologi.

Namun, penerapan kebijakan industri berbasis NTT tidak
tanpa risiko. Perlindungan jangka panjang terhadap industri baru
tanpa target yang jelas bisa menyebabkan ketergantungan pada
subsidi dan inefisiensi. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam
sektor strategis harus diimbangi dengan evaluasi kinerja dan
fleksibilitas pasar. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan
dalam pembangunan industri hilir pertambangan dan sektor
agribisnis bernilai tambah tinggi.

Secara keseluruhan, NTT memberikan pemahaman bahwa
keunggulan perdagangan tidak hanya berasal dari keunggulan
faktor produksi, tetapi juga dari dinamika pasar, struktur industri,
dan kapasitas inovasi. Hal ini sangat penting dalam era perdagangan
global saat ini yang semakin dipengaruhi oleh teknologi, lisensi
produk, dan branding.

4.3.4 Teori Perdagangan Strategis (Strategic Trade)

Teori Perdagangan Strategis (Strategic Trade Theory/STT)
muncul sebagai perluasan dari NTT dengan memasukkan peran
pemerintah dalam menciptakan keunggulan kompetitif melalui
kebijakan strategis. Diperkenalkan oleh James Brander dan Barbara
Spencer pada 1985, STT menyatakan bahwa dalam pasar oligopoli

global, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan nasional
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dengan mendukung industri dalam negeri melalui subsidi, regulasi,
atau proteksi selektif. Ini terutama berlaku pada sektor dengan
pengembalian tinggi dan biaya masuk tinggi seperti industri
kedirgantaraan, semikonduktor, atau energi.

Dalam model Brander-Spencer, misalnya, subsidi kepada
perusahaan domestik memungkinkan mereka menguasai pasar
internasional dan mengurangi keuntungan pesaing asing.
Pemerintah berperan sebagai aktor strategis untuk menciptakan
first-mover advantage atau mencegah perusahaan asing menguasai
pasar sepenuhnya. Ini merupakan justifikasi teoritis bagi kebijakan
industrialisasi nasional yang sering ditempuh oleh negara-negara
maju seperti AS dan Uni Eropa dalam menghadapi persaingan RRC.

Namun, STT sangat kontekstual dan berisiko tinggi. Intervensi
yang tidak tepat dapat memicu balasan protektif dari negara lain
(retaliation), memunculkan distorsi pasar, dan bahkan mengarah
pada perang dagang. Contoh paling nyata adalah subsidi Boeing vs
Airbus yang menimbulkan sengketa berkepanjangan di WTO antara
AS dan UE. Oleh karena itu, STT lebih tepat diterapkan dalam
strategis terbatas dengan analisis Cost-Benefit yang ketat.

Dalam konteks negara berkembang, pendekatan ini relevan
jika diiringi dengan penguatan kapasitas teknologi dan
pembentukan ekosistem industri nasional. Contohnya, Indonesia

bisa memanfaatkan STT dalam pengembangan industri kendaraan
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listrik atau pengolahan nikel, dengan skema insentif investasi,
perlindungan awal, dan koneksi rantai pasok domestik. Namun,
keberhasilan tetap tergantung pada tata kelola dan kemampuan
menghindari kebijakan yang rentan terhadap rente ekonomi.

STT menggarisbawahi pentingnya negara sebagai aktor
ekonomi, bukan hanya fasilitator pasar. Dalam era ketidakpastian
global, pendekatan ini mendapatkan momentum kembali, seiring
meningkatnya kebijakan proteksionis dan nasionalisme ekonomi
pasca pandemi dan konflik geopolitik.

4.4 Evolusi Paradigma Perdagangan Internasional
4.4.1 EraLiberalisasi dan GATT-WTO

Sejak akhir Perang Dunia Il, sistem perdagangan internasional
memasuki fase liberalisasi melalui pembentukan General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1947. GATT
bertujuan menurunkan tarif dan hambatan perdagangan sebagai
upaya mendorong pertumbuhan ekonomi global pasca-depresi dan
konflik dunia. Prinsip dasar GATT adalah non-diskriminasi,
transparansi, dan saling menguntungkan (reciprocity). Negara-
negara anggota menyepakati putaran negosiasi multilateral untuk
secara bertahap menurunkan hambatan tarif dan nontarif dalam
kerangka kerja sama global.

Reformasi kelembagaan GATT menghasilkan pembentukan

World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995. WTO
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memperluas mandat GATT tidak hanya pada perdagangan barang,
tetapi juga jasa (melalui GATS) dan hak kekayaan intelektual
(melalui TRIPS). Keberadaan WTO menandai fase baru dalam
paradigma perdagangan internasional yang lebih legalistik dan
institusional. Perjanjian WTO mengikat negara anggota secara
hukum, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih kuat
dan prosedural.

Selama beberapa dekade, GATT menjadi forum negosiasi
utama yang mendorong liberalisasi perdagangan global melalui
serangkaian putaran, seperti Kennedy Round, Tokyo Round, dan
yang paling monumental: Uruguay Round (1986-1994). Putaran
Uruguay mencakup liberalisasi lebih luas, termasuk pertanian dan
jasa, serta melahirkan institusi baru yaitu World Trade Organization
(WTO) pada 1995. WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa
(Dispute Settlement Body/DSB) yang mengikat, dan memperluas
cakupan pengaturan ke sektor seperti kekayaan intelektual (TRIPS),
investasi, dan kebijakan perdagangan berbasis lingkungan.

Namun, liberalisasi yang diusung oleh WTO tidak sepenuhnya
memberikan hasil yang merata. Negara berkembang menghadapi
tantangan dalam membuka sektor domestiknya terhadap
persaingan global, terutama sektor pertanian dan manufaktur
ringan. Ketimpangan kapasitas negosiasi, ketergantungan pada

ekspor komoditas primer, serta dominasi perusahaan multinasional
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dari negara maju menyebabkan hasil liberalisasi cenderung
menguntungkan negara dengan daya saing tinggi. Hal ini menjadi
alasan  mengapa banyak negara  berkembang  mulai
mempertanyakan keberlanjutan liberalisasi total.

Kegagalan Doha Development Round sejak 2001 menjadi
refleksi dari krisis dalam multilateralisme perdagangan. Ketegangan
antara negara maju dan berkembang soal subsidi pertanian, hak
atas obat-obatan generik, serta fleksibilitas kebijakan domestik
menunjukkan bahwa paradigma perdagangan berbasis liberalisasi
tanpa proteksi selektif tidak lagi memadai dalam konteks dunia yang
semakin multipolar dan kompleks. Negara-negara berkembang
menuntut policy space lebih luas dalam mengejar pembangunan
industri dan transformasi struktural.

Meskipun demikian, sistem GATT-WTO tetap menjadi pilar
penting dalam menjaga stabilitas aturan main perdagangan global.
Fungsi penyelesaian sengketa, standar teknis, dan fasilitasi
perdagangan masih menjadi referensi utama. Namun, secara
paradigmatik, era liberalisasi total kini digeser oleh kebutuhan akan
liberalisasi yang berkeadilan dan kebijakan perdagangan yang

strategis sesuai kebutuhan domestik masing-masing negara.
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4.4.2 Perdagangan Regional dan Preferensial

Kebuntuan dalam negosiasi WTO mendorong banyak negara
membentuk perjanjian perdagangan regional dan preferensial, yang
tumbuh pesat sejak 2000-an. Perjanjian ini melibatkan dua atau
lebih negara dengan komitmen liberalisasi terbatas namun
strategis, seperti Free Trade Agreement (FTA), Customs Union,
atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Contoh paling signifikan adalah ASEAN Free Trade Area (AFTA),
European Union (EU), dan Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP).

Perdagangan regional dipandang lebih fleksibel karena
memungkinkan penyesuaian sesuai kepentingan domestik. Selain
itu, negosiasi regional sering kali lebih cepat dan operasional
dibanding WTO. Melalui pendekatan ini, negara dapat melindungi
sektor tertentu sekaligus mengakses pasar yang lebih luas untuk
produk unggulannya. Indonesia, misalnya, memanfaatkan CEPA
dengan Korea Selatan untuk mendorong ekspor produk manufaktur
dan elektronik serta memperdalam kerja sama investasi.

Namun, lonjakan perjanjian preferensial juga memunculkan
fenomena spaghetti bowl effect, yaitu tumpang tindih aturan tarif,
asal produk (rules of origin), dan ketentuan teknis yang kompleks
antar perjanjian. Hal ini dapat membebani pelaku usaha, terutama

UMKM, yang kesulitan menavigasi beragam aturan dalam berbagai
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skema perdagangan. Harmonisasi regulasi antar-FTA menjadi
tantangan tersendiri dalam menciptakan integrasi yang efisien dan
berkeadilan.

Selain itu, perdagangan preferensial dapat menimbulkan trade
diversion, yaitu pengalihan perdagangan dari negara non-anggota
yang lebih efisien ke anggota FTA yang kurang efisien, karena
preferensi tarif. Ini bisa mengurangi efisiensi alokasi sumber daya
secara global. Oleh karena itu, manfaat perdagangan regional perlu
dihitung secara netral terhadap perubahan dalam efisiensi produksi
dan distribusi.

Meski demikian, integrasi perdagangan regional kini menjadi
realitas baru dalam arsitektur global. Negara berkembang seperti
Indonesia harus merancang strategi partisipasi dalam perjanjian
regional agar tidak sekadar menjadi pasar, tetapi juga pusat
produksi dan inovasi. Sinergi antara perjanjian regional dan strategi
industrialisasi nasional sangat penting untuk memastikan bahwa
manfaat perdagangan benar-benar meningkatkan produktivitas dan
inklusivitas ekonomi.

4.4.3 Paradigma Rantai Nilai Global dan Berkelanjutan

Memasuki abad ke-21, paradigma perdagangan internasional
berkembang menuju global value chains (GVCs), di mana produksi
barang dan jasa tersebar lintas negara dalam bentuk spesialisasi

proses produksi. Dalam paradigma ini, keuntungan komparatif
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bukan lagi ditentukan oleh barang akhir, melainkan oleh segmen
nilai tambah dari proses produksi global—seperti desain,
komponen, perakitan, hingga pemasaran. Negara yang mampu
masuk ke tahapan bernilai tinggi akan mendapatkan manfaat
ekonomi lebih besar.

Indonesia, sayangnya, masih berada di tahapan bawah rantai
nilai global, terutama sebagai pemasok bahan mentah dan
komponen dengan nilai tambah rendah. Menurut UNCTAD (2023),
hanya sekitar 26% ekspor Indonesia yang berasal dari nilai tambah
domestik tinggi, sedangkan sisanya adalah bahan mentah atau
produk setengah jadi. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi
hilirisasi dan peningkatan produktivitas sektor manufaktur agar
tidak terjebak dalam midd/e-income trap.

Selain itu, isu keberlanjutan mulai menjadi dimensi penting
dalam paradigma perdagangan global. Negara-negara maju mulai
menerapkan mekanisme penyesuaian karbon lintas batas seperti
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) vyang
mensyaratkan standar emisi dalam ekspor. Produk dari negara
berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan baru
untuk memenuhi standar lingkungan yang lebih ketat, meskipun
kapasitas teknologinya belum setara.

Indonesia sendiri telah menandatangani berbagai perjanjian

regional seperti IEU-CEPA, IA-CEPA, dan RCEP, namun manfaatnya




Perdagangan Agribisnis Internasional

belum optimal karena lemahnya industrialisasi domestik dan
keterbatasan dalam integrasi rantai pasok. Tanpa transformasi
struktural, keterbukaan pasar hanya akan memperluas konsumsi
barang impor, bukan memperkuat ekspor berbasis nilai tambah.

Di sisi lain, perdagangan regional juga digunakan sebagai alat
geopolitik. Negara-negara besar menggunakan FTA sebagai
strategi “ekonomi diplomasi” untuk memperluas pengaruhnya. AS
dengan USMCA dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta
Tiongkok melalui RCEP dan inisiatif Belt and Road, adalah contoh
bagaimana perdagangan kini tidak lepas dari pertimbangan
kekuasaan dan pengaruh strategis.

Secara umum, lonjakan FTA menunjukkan bahwa dunia
memasuki fase “regionalisasi perdagangan”, di mana kerja sama
preferensial menjadi alternatif dominan terhadap sistem
multilateral.  Namun, efektivitasnya dalam  mendorong
pembangunan ekonomi sangat tergantung pada kesiapan domestik,
arah kebijakan industri, dan kemampuan negara dalam
memanfaatkan ruang negosiasi untuk kepentingan nasional.

Perdagangan juga mulai mengarah pada digitalisasi melalui e-
commerce lintas negara, perdagangan data, dan jasa digital. WTO
dan OECD mencatat pertumbuhan perdagangan digital global
mencapai dua digit per tahun sejak 2018. Namun, digital divide

antarnegara dan kurangnya kapasitas regulasi menjadi hambatan
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utama bagi negara berkembang untuk sepenuhnya mendapatkan
manfaat dari perdagangan digital ini.

Paradigma baru ini menuntut negara untuk tidak hanya
membuka diri terhadap pasar global, tetapi juga membangun
kapasitas institusional, teknologi, dan manusia. Transformasi
struktural melalui industrialisasi berbasis inovasi dan keberlanjutan
menjadi krusial agar perdagangan benar-benar menjadi alat
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian,
perdagangan tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga
ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional.

4.5 Penutup dan Implikasi

Paradigma perdagangan internasional telah mengalami
evolusi yang sangat dinamis, mulai dari pendekatan klasik berbasis
keunggulan komparatif hingga teori modern yang menekankan pada
skala ekonomi, peran institusi, dan intervensi strategis negara.
Setiap paradigma merefleksikan konteks sejarah, struktur produksi,
serta kepentingan politik dan ekonomi dari aktor-aktor global yang
terlibat. Melalui teori klasik, neoklasik, perdagangan baru, hingga
teori perdagangan strategis, dapat dipahami bahwa perdagangan
internasional tidak sekadar pertukaran barang antarnegara, tetapi
juga arena kontestasi antarideologi, strategi pembangunan, dan

distribusi kekuatan ekonomi global.
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Secara empiris, liberalisasi perdagangan melalui mekanisme
WTO maupun FTA telah memberikan manfaat signifikan dalam
meningkatkan volume perdagangan dan integrasi pasar. Namun
demikian, keuntungan dari perdagangan tidak terdistribusi secara
merata, terutama bagi negara-negara berkembang yang masih
bergantung pada ekspor komoditas primer. Ketimpangan akses
pasar, volatilitas harga global, serta lemahnya kapasitas industri
domestik menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, arah kebijakan
perdagangan perlu lebih selektif, kontekstual, dan mendukung
transformasi struktural ekonomi nasional.

Ke depan, paradigma perdagangan internasional harus
mengedepankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan
distribusi, dan keberlanjutan lingkungan. Perdagangan harus
dipandang sebagai instrumen pembangunan jangka panjang, bukan
semata target pertumbuhan jangka pendek. Diperlukan sinergi
antara kebijakan perdagangan, industri, riset-inovasi, serta
diplomasi ekonomi yang proaktif. Negara seperti Indonesia harus
memperkuat kapasitas perundingan, meningkatkan produktivitas
sektor strategis, serta mendorong ekspor berbasis nilai tambah agar
tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain dalam ekonomi global

yang semakin kompetitif dan terfragmentasi.
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BAB 5
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL

5.1 Pendahuluan

Kebijakan perdagangan internasional merupakan serangkaian
peraturan yang ditetapkan suatu negara dalam mengatur aktivitas
perdagangan baik ekspor dan impor, dengan tujuan untuk
melindungi kepentingan ekonomi nasional, menjaga keseimbangan
neraca perdagangan, serta mendorong pertumbuhan sektor
ekonomi.(Salvatore, D., 2016) dan (Krugman, P. R., and Obstfeld, M.,
2018), mengemukakan bahwa “kebijakan yang diberlakukan dengan
maksud untuk menyesuaikan arus perdagangan internasional sesuai
dengan prioritas dan kondisi ekonomi yang terjadi pada suatu
negara”. Dalam perekonomian suatu negara, perdagangan
internasional merupakan salah satu hal penting, dikarena
kemungkinan tercapainya efisiensi produksi melalui spesialisasi dan
keunggulan komparatif antar negara. Namun, pada pelaksanaan
perdagangan internasional antar negara tidak sepenuhnya berjalan
bebas. Masing-masing negara menerapkan berbagai kebijakan

perdagangan internasional dengan tujuan untuk melindungi
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kepentingan ekonominya. Kekuatiran yang terjadi akibat dari
perdagangan internasional adalah persaingan industri dalam negeri,
sehingga dari itu upaya perlindungan industri dari persaingan
negara lain dengan cara membatasi impor serta mendukung dalam
persaingan internasional, dengan mengsubsidi ekspor.

(Krugman, P. R,, and Obstfeld, M., 2018) menjelaskan bahwa
“kebijakan perdagangan internasional adalah upaya pemerintah
dalam mengatur lalu lintas barang dan jasa antar negara guna
mencapai tujuan tertentu seperti melindungi industri dalam negeri,
menjaga ketahanan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan
nasional”. Pernyataan ini pula didukung oleh (Salvatore, D., 2016)
yang menyatakan “kebijakan perdagangan dapat berfungsi untuk
mengendalikan defisit neraca pembayaran, mengatur konsumsi
barang impor, dan mendorong ekspor barang unggulan”.

5.2 Bentuk Kebijakan Perdagangan Internasional
5.2.1 Kebijakan Tarif ( Tariff Policy)

Kebijakan ini berkaitan dengan tindakan pengenaan pajak
atau bea masuk untuk barang impor dan barang ekspor yang
diberlakukan pemerintah dengan tujuan, melindungi industri dalam
negeri, meningkatkan pendapatan negara dan sebagai alat negosiasi
dalam  hubungan perdagangan internasional. = Misalnya,
pemberlakuan tarif impor meningkatkan harga barang impor di

pasar domestik sehingga daya saing produk lokal tetap terjaga,
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“Indonesia mengenakan tarif 50% terhadap produk gula rafinasi
impor untuk melindungi petani tebu lokal”. Kasus lainya yang terjadi
saat ini di pertengahan tahun 2025 presiden Amerika Serikat Donal
Trump memberlakukan kebijakan pajak impor sebesar 19% kepada
negara Indonesia. Tentunya pemberlakuan pajak tersebut akan
berdampak pada kenaikkan harga produk Indonesia di pasar
domestik Amerika Serikat. Dengan tujuan yang sama dalah
melindungi industri dalam negeri. Perlindungan dimaksud
merupakan instrumen kebijakan perdagangan yang digunakan

suatu negara terhadap pembangunan.

Home market World market Foreign market
Price, P s Price, P

Quantity, Q QrQy Quantity, Q Quantity, Q

Gambar 1. Dampak Tarif (Krugman, P. R,, and Obstfeld, M., 2018)

(Krugman, P. R, and Obstfeld, M., 2018)menjelaskan pada
Gambar 1 bahwa penerapan tarif yang diberlakukan berdampak

pada perubahan harga, jumlah produksi, jumlah konsumsi, volume

I
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impor, surplus konsumen, surplus produsen, dan penerimaan
pemerintah. Analisis partial equilibrium yang ditunjukkan pada
Gambar 1 menunjukkan “sebelum tarif diberlakukan, harga barang
di pasar domestik sama dengan harga pasar dunia (PW) dengan
jumlah impor sebesar QW. Setelah pemerintah menerapkan tarif
sebesar T, harga barang impor di pasar domestik naik menjadi PT.
Kenaikan harga ini menyebabkan, a) produksi domestik meningkat
karena produsen lokal terdorong memproduksi lebih banyak akibat
harga jual yang lebih tinggi, b) konsumsi domestik menurun karena
harga barang lebih mahal bagi konsumen, c) volume impor turun
dari QW menjadi QT, dan d) terjadi pergeseran keseimbangan
perdagangan internasional. Selain itu, penerapan tarif juga
menimbulkan deadweight loss (kerugian efisiensi) yang terdiri
atas: a) Loss produksi berlebih (excess production loss): kerugian
karena sumber daya dialihkan ke produksi barang domestik yang
sebetulnya bisa diperoleh lebih murah di pasar internasional dan b)
Loss konsumsi (consumption loss): kerugian akibat konsumen
membayar lebih mahal dan sebagian konsumen tidak mampu lagi
membeli barang tersebut”. Namun di sisi lain, pemerintah
memperoleh penerimaan tarif dari barang impor yang masuk
setelah dikenakan tarif.

Dengan demikian, penerapan tarif memberikan keuntungan

bagi produsen domestik dan pemerintah, akan tetapi merugikan
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konsumen domestik serta mengurangi efisiensi ekonomi secara
keseluruhan.
5.2.2 Kebijakan Kuota (Quota Policy)

Kebijakan kuota merupakan kebijakan non - tarif yang
diberlakukan pemerintah dalam hal membatasi jumlah barang
tertentu yang boleh diimpor dan diekspor periode tertentu.
Pemberlakuan kebijakan tertentu suatu negara dalam perdagangan
internasional adalah hak suatu negara dalam melindungi industri
dalam negeri dari persaingan dagang produk asing, mengurangi
ketergantungan atas produk impor, menjaga stabilitas
perekonomian, menjaga kualitas dan keamanan produk dan
pengendalian neraca perdagangan. Sebagai contoh Untuk
pembatasan jumlah ekspor biasanya diberlakukan oleh negara
pengekspor atas permintaan negara pengimpor. “kebijakan
pembatasan impor beras di Indonesia yang ditentukan berdasarkan
kebutuhan domestik. Pemerintah Indonesia secara berkala
menetapkan kuota impor beras, terutama untuk menjaga stabilitas
harga dan stok nasional. Melalui Perum Bulog, pemerintah
menentukan jumlah maksimum beras yang dapat diimpor setiap
tahunnya agar tidak merusak harga beras lokal dan melindungi
petani”.

Bentuk kuota dapat berupa pembetasan kuantitas barang dan
nilai moneter barang yang diperdagangkan. (Krugman, P. R,, and
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Obstfeld, M., 2018), kuota adalah “pembatasan secara langsung
terhadap jumlah barang tertentu yang dapat diimpor dalam suatu
periode tertentu” Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membatasi
kompetisi dari produk luar negeri agar tidak melemahkan daya saing
produk dalam negeri. Kebijakan kuota berbeda dengan tarif, karena
tarif menaikkan harga barang impor melalui pungutan biaya,
sedangkan kuota membatasi volume barang itu sendiri. Pendapat
lain menjelaskan terkait kuota oleh (Salvatore, D. 2016)
menyebutkan bahwa “kuota dapat menciptakan kelangkaan buatan
di pasar domestik, yang menyebabkan harga barang impor menjadi
lebih tinggi dari harga dunia”. Kondisi ini, produsen dalam negeri
akan memperoleh keuntungan karena harga barang substitusinya
ikut naik, namun konsumen akan dirugikan karena harus membayar
lebih mahal atau bahkan kehilangan akses terhadap barang
tersebut. Selain itu, menurut (Husted, S. and Melvin, M, 2013),
kuota dapat menimbulkan “kuota rente”, yaitu keuntungan ekstra
yang diperoleh importir karena mereka mendapat izin terbatas
untuk mengimpor barang pada harga dunia, namun dapat
menjualnya di pasar domestik dengan harga lebih tinggi akibat
pembatasan jumlah. Penekanan oleh (Todaro, M. P., and Smith, S.
C, 2015)menjelaskan bahwa kebijakan kuota tidak hanya

dimaksudkan untuk proteksi, tetapi juga untuk mengendalikan
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konsumsi barang strategis, menjaga stabilitas harga, serta
mendorong pertumbuhan industri nasional.

Jenis-jenis kuota dalam perdagangan internasional; a). Kuota
impor, adalah pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor ke
negara tujuan, b). Kuota Ekspor, adalah pembatasan jumlah barang
yang dapat di ekspor ke negara tujuan, c). Kuota Absolute atau
Unilateral, adalah penetapan kuota yang sepihak oleh satu negara,
d). Kuota negosiasi atau bilateral, adalah penetapan kuota yang
berdasarkan perjanjian beberapa negara, e). Kuota tarif, adalah
penetapan kuota yang dikombinasikan tarif dan kuota, hal ini
berlaku pada kondisi jika tarif yang lebih tinggi ditetapkan setelah
kuota terlapaui, dan f). Kuoata campuran, adalah kebijakan kuota
yang membantasi penggunaan bahan baku tertentu pada produk
akhir.

5.2.3 Kebijakan Subsidi Ekspor (Export Subsidies)

Sistem perdagangan bebas, negara-negara berupaya
meningkakan volume ekspor dengan tujuan memperluas pasar,
mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menambah devisa negara.
Oleh karena itu negara memberikan subsidi atau insentif kepada
eksportir untuk menurunkan harga produk di pasar luar negeri,
sehingga meningkatkan daya saing produk nasional. Contoh kasus,
“pemberian insentif fiskal kepada eksportir furnitur Indonesia”.
Krugman & Obstfeld (2018), menjelaskan “subsidi ekspor
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merupakan pembayaran langsung atau tidak langsung dari
pemerintah kepada produsen dalam negeri atas setiap barang yang
diekspor ke luar negeri”. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
daya saing harga barang domestik di pasar internasional. Dengan
subsidi, harga jual ekspor dapat lebih murah dibandingkan harga
domestik tanpa mengurangi keuntungan produsen.

Salvatore (2016) menambahkan bahwa “subsidi ekspor dapat
berbentuk berbagai insentif, seperti pengurangan pajak ekspor,
subsidi harga, atau keringanan biaya transportasi ekspor”. Insentif
ini bertujuan untuk menurunkan biaya produksi atau biaya distribusi
ekspor. Namun, menurut Husted & Melvin (2013), subsidi ekspor
juga memiliki sisi negatif. Kebijakan ini menimbulkan distorsi pasar
internasional, merugikan produsen di negara lain, dan seringkali
memicu sengketa perdagangan. Bahkan, subsidi ekspor dianggap
sebagai bentuk dumping yang disubsidi, yang dilarang oleh
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kecuali dalam kondisi negara
berkembang dan untuk komoditas tertentu. Selain itu, (Todaro, M.
P., and Smith, S. C,, 2015) menambahkan bahwa meskipun subsidi
ekspor dapat mempercepat pertumbuhan industri tertentu,
ketergantungan terhadap insentif pemerintah dalam jangka panjang
bisa menurunkan efisiensi, mendorong pemborosan anggaran, dan

menghambat inovasi.
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5.2.4 Kebijakan Dumping

Dumping  merupakan kebijakan  pemerintah  dalam
perdagangan internasional dalam hal menjual barang ke luar negeri
dengan harga lebih murah daripada harga pasar domestik, dengan
maksud adalah untuk merebut pangsa pasar negara tujuan. Contoh
kasus adalah “tuduhan dumping baja dari China ke negara-negara
ASEAN”. Krugman & Obstfeld (2018) menjelaskan bahwa dumping
adalah “praktik dimana perusahaan mengekspor suatu barang
dengan harga yang lebih rendah darioada harga normal di pasar
domestik, biasanya untuk mendapatkan pangsa pasar atau
melemahnya pesaing di negara tujuan ekspor”.

Salvatore (2016) mengemukakan bahwa dumping adalah
“praktik diskriminasi harga internasional, dimana suatu barang
dijual lebih murah di pasar luar negeri dibandingkan pasar dalam
negeri, sering kali disertai dengan niat strategis untuk
menghancurkan pesaing”. Ditambahkan lagi oleh Bhagwati (2002)
menyatakan bahwa dumping adalah “strategi jangka pendek untuk
memperoleh keunnggulan kompetitif dengan menjual di bawah
biaya produksi”. Adapun jenis-jenis dumping dalam perdagangan
internasional meliputi a) sporadic dumping yaitu, dumping sesekali
guna mengurangi kelebihan produksi, b) predatory dumping yaitu,
menjual murah dengan maksud menghancurkan pesaing dan

kemudian menaikkan harga, c) persistent dumping yaitu, dumping
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yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka
mempertahankan pangsa pasar, dan d) reverse dumping yaitu,
menjual lebih murah di dalam negeri daripada di luar negeri hal ini
sangat jarang dilakukan.

5.2.5 Kebijakan Larangan Ekspor/Impor (Embargo)

Dalam perdagangan internasional larangan ekspor (export
ban) merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan oleh
pemerintah suatu negara, yang melarang secara total atau sebagian
ekspor barang atau komoditas tertentu ke negara lain dalam jangka
waktu tertentu. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari
menjaga ketersediaan dalam negeri, stabilisasi harga, perlindungan
lingkungan, hingga alasan politik atau keamanan nasional.
Pemerintah dapat melarang total ekspor atau impor barang
tertentu karena alasan politik, keamanan, atau lingkungan.

Contoh kasus, “Indonesia melarang ekspor pasir laut ke
Singapura sejak 2007”. (Krugman, P. R,, and Obstfeld, M., 2009)
menyatakan bahwa “larangan ekspor dapat menciptakan distorsi
pasar dan ketidak efisiensi oleh karena memutus rantai pasok global
dan mengganggu harga”. Namun (Todaro, M. P., and Smith, S. C,,
2011) menyatakan “larangan ekspor bisa berguna untuk
memastikan ketersediaan barang penting di dalam negeri, tetapi jika
digunkan berlebihan, bisa menurunkan investasi asing dan

penerimaan ekspor”.
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5.2.6 Kebijakan Devaluasi

Kebijakan devaluasi merupakan kebijakan suatu negara yang
dilakukan oleh pemerintah secra otoritas moneter untuk
menurunkan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang
asing, asumsinya sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate).
Tujuannya agar harga barang ekspor menjadi lebih murah,
sementara barang impor lebih mahal. Contoh kasus, “devaluasi Yuan
oleh Tiongkok pada 2015".

Krugman & Obstfeld (2009) mengemukakan “devaluasi dapat
membantu memperbaiki neraca perdagangan dengan membuat
ekspor lebih kompetitif dan mengurangi ketergantungan pada
impor” sejalan dengan (Soehadi, A, 2004) yang menyebutkan bahwa
devaluasi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan
membuat produk dalam negeri lebih murah di pasar luar negeri”.
Namun kondisi ini menurut (Dornbusch, R et al., 2011) devaluasi
efektif hanya jika elastisitas permnitaan ekspor dan impor cukup
tinggi.

5.2.7 Kebijakan Standar Teknis dan Kesehatan

Kebijakan standar teknis dan kesehatan merupakan kebijakan
non tarif, bagi suatu negara terhadap barang impor dan ekspor
dalam rangka menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan
konsumen, melindungi lingkungan dan kesehatan hewan dan

tumbuhan, memastikan barang memenuhi spesifikasi teknis
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tertentu miasalnya label, kemasan dan kandungan bahan. Contoh
kasus, “penerapan standar SNI untuk mainan anak impor di
Indonesia”. Krugman & Obstfeld (2009) menjelaskan “kebijakan
standar teknis dan kesehatan dimasksukan untuk melindungi
konsumen, tetpi dapat menjadi hambatan perdagangan terselubung
jika ditetapkan secara transparan. Selain itu, (Trebilcock, M., and
Howse, R., 2005) menjelakan kebijakan ini akan berakibat
munculnya masalah ketika standar teknis dan kesehatan tidak
berdasarkan bukti ilmiah yang memadai.

Kebijakan-kebijakan tersebut, merupakan upaya pemerintah dalam
menciptakan iklim perdagangan yang adil, sehat, dan mampu

mendukung pertumbuhan ekonomi domestik secara berkelanjutan.
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BAB 6
BENTUK-BENTUK PROTEKSI DALAM

PERDAGANGAN

6.1 Pendahuluan

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang
dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara
lain atas dasar kesepakatan bersama. Namun seringkali
perdagangan antar negara mengalami hambatan (restriction)
karena setiap negara menerapkan kebijakan proteksi dalam
perdagangannya. Meskipun perdagangan bebas telah disepakati
dalam perjanjian WTO (World Trade Organization) tetapi masing-
masing negara masih menerapkan kebijakan proteksi. Kebijakan
proteksi ini pada dasarnya untuk melindungi kepentingan
nasionalnya.

Beberapa alasan mengapa suatu negara menerapkan
kebijakan proteksi dan menolak perdagangan bebas, antara lain :

1. Perekonomian suatu Negara perlu dijaga dari kompetisi dengan
barang-barang dari negara lain, khususnya dari negara-negara
yang industrinya baru berkembang. Namun tidak menutup

kemungkinan bagi negara maju seperti Amerika Serikat yang
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akhir-akhir ini setelah terjadi bencana kebakaran di Los Angeles
dan California menerapkan kebijakan tarif yang agak tinggi, dan
ini juga bertujuan melindungi kepentingan negaranya.

2. Perdagangan bebas yang mengarah kepada liberalisasi pada
dasarnya sangat dikhawatirkan dampak sosial dan budayanya.

3. Permasalahan lainnya adalah Negara-negara yang sedang
berkembang masih belum bisa bersaing di pasar global karena
faktor-faktor produksi yang mereka miliki masih sangat terbatas
jika dibandingkan dengan negara-negara maju.

Proteksi perdagangan pada dasarnya dapat berupa tarif
(pajak), subsidi dan kuota baik untu kepentingan impor maupun
ekspor, kesemuanya dikenal dengan hambatan tarif (7ariff Barrier).
Selain itu ada kombinasi antara tarif dan kuota yang dikenal dengan
TRQ (Tariff Rate and Quota). Proteksi lainnya yang dikenal dengan
hambatan non tarif (NMon Tariff Barrier) dapat berupa larangan
ekspor, larangan impor, diskriminasi harga, dan dumping.

Hasil laporan dari WTO bahwa sejak pertengahan Oktober
2011, mencatat setidaknya ada 182 kebijakan baru yang dirilis
sejumlah negara yang membatasi, berpotensi membatasi, bahkan
mendistorsi perdagangan bebas, yang berdampak terhadap 0,9

persen kegiatan impor dunia.
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6.2 Kebijakan Tarif Impor

Tarif merupakan salah satu kebijakan perdagangan yang
paling tua, pada abad 19 pertama kali kebijakan tarif digunakan
negara Inggris untuk melindungi komoditas jagung dari persaingan
impor yang dikenal dengan corn law.

Tarif atau pajak dapat dikenakan pada barang impor dan
ekspor. Untuk barang impor biasanya dikenal dengan Tarif Impor
dan untuk barang ekspor dikenal dengan Pajak Ekspor. Tariff
/pajak bertujuan menaikkan harga suatu barang. Tarif impor
dikenakan pada barang-barang yang diimpor sedangkan pajak
ekspor dikenakan pada barang-barang yang diekspor. Tarif/pajak
dapat digolongkan menjadi:

a) Tarif Impor (/import duties) yaitu pajak/bea yang dikenakan
atas barang yang masuk dalam wilayah pabean suatu Negara
dengan ketentuan bahwa Negara tersebut sebagai tujuan terakhir
b) Pajak ekspor (ekspor duties) yaitu pajak/bea yang dikenakan
atas barang yang di ekspor ke Negara lain.

Berdasarkan kategorinya, tarif dibagi menjadi:

a) Tarif ad valorem, yang merupakan bea masuk yang dinyatakan
dalam persentase (%). Persentase ini dihitung berdasarkan nilai

barang yang dikenakan pajak tersebut.
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b) Tarif spesifik, yaitu bea pabean yang besarnya ditentukan untuk
setiap ukuran fisik barang.

c) Kombinasi tarif spesifik dan ad valorem, yang merupakan
penggabungan antara tarif spesifik dan tarif ad valorem. Contohnya,
suatu barang dikenakan tarif ad valorem sebesar 10% ditambah Rp.
50. 000 untuk setiap unitnya (bea spesifik).

Pajak atau bea masuk akan meningkatkan biaya jual suatu
barang atau jasa impor, dengan harapan harga produk lokal akan
lebih rendah dibandingkan dengan harga barang impor dari luar
negeri tersebut. Pajak atau bea masuk impor ini akan menjadi
pendapatan pemerintah, sehingga merupakan salah satu
instrument yang paling mudah dalam melindungi produk dalam
negeri.

Pengenaan tarif impor juga berlaku pada produk pangan, hal
ini dilakukan untuk melindungi produsen/petani dalam negeri.
Meskipun besarannya tidak sama dengan produk barang mewah
tapi setidaknya tarif impor adalah salah satu instrumen proteksi
yang paling baik. Perlindungan terhadap komoditas beras ada dua
metode yang digunakan, yaitu dengan menggunakan hambatan tarif
dan hambatan non-tarif. Mulai Januari 2000, pemerintah
menetapkan tarif spesifik sebesar Rp 430/kg atau setara dengan
30% ad valorem. Impor dikontrol ketat, misalnya harus melalui

“jalur merah” guna mencegah penyelundupan. Kemudian, sejak
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Januari 2004, pemerintah menutup impor beras, diperkirakan akan
terus dipertahankan hingga akhir tahun ini. Kebijakan hambatan
non-tarif pada beras ini memang kurang kompatibel dengan tatanan
perdagangan multilateral, regional maupun bilateral.

World Trade Organization (WTO) menyarankan semua
hambatan non-tarif wajib dihapus dan dikonversikan ke dalam
hambatan tarif sesuai dengan ketentuan perdagangan multilateral.
Instrumen hambatan non-tarif diantaranya adalah pelarangan
impor, pelarangan ekspor, monopoly, dumping dIl.

Bagaimana pemberlakuan tarif impor akan mempengaruhi

harga domestik yang dijelaskan pada gambar 1 berikut ini :
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Gambar 2. Dampak di Berlakukannya Tarif (Mankiw, 2004)
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Harga dunia (Hd) terjadi karena interaksi supply dan demand
di pasar dunia sehingga membentuk harga keseimbangan (He)
dengan Kuantitas keseimbangan (Qe). Oleh karena harga di dalam
negeri (Hn) melebihi harga di pasar dunia, maka kuantitas beras di
pasar domestik hanya sebesar Q1 oleh karena itu dilakukan impor
dari pasar dunia dengan sejumlah tarif. Penerapan tarif akan
meningkatkan harga didalam negeri Oleh karena itu penerapan
tarif justru akan meningkatkan harga domestik melebihi harga dunia
senilai tambahan besarnya tarif.

Pertanyaannya adalah apakah dengan pelarangan impor,
Indonesia telah mampu mencegah penyelundupan? Bagaimana
perubahan perdagangan beras dunia? Adakah risiko pelarangan
impor beras terhadap spekulasi harga serta stabilisasi harga beras
dalam negeri?

Indonesia telah mencari mekanisme pengelolaan impor beras
yang efektif dalam memproteksi petani domestik. Pengelolaan
impor dapat dipakai secara tidak langsung untuk menstabilkan
harga beras dalam negeri. Kebijakan monopoli impor pernah
dilakukan oleh pemerintah melalui Bulog yang sangat efektif dalam
memproteksi petani dan menstabilkan harga. Indonesia juga pernah
membebaskan sama sekali impor beras dengan bea masuk 0%,
yang kemudian kebijakan itu kembali dikoreksi pada tahun 2000,
dengan menetapkan tarif bea masuk sebesar Rp. 430,-/kg.
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Pilihan kebijakan tarif ini didasarkan pada kenyataan bahwa
pasar beras domestik tidak dapat sepenuhnya dilepaskan pada
mekanisme pasar bebas. Pilihan tarif bea masuk secara spesifik (Rp.
430,-/kg) dan bukan secara ad valorem (30%) diambil atas dasar
pertimbangan efektivitas agar tidak terjadi praktek-praktek “under
invoicing”. Rendahnya harga internasional dan relative tingginya
harga dasar membuat pilihan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya
efektif.

Untuk itu pencarian alternastif kebijakan perlu dilakukan.
Dalam pilihan tersebut terdapat dua kebijakan : (1) penetapan
kuota; atau (2) penggunaan tarif kuota. Penggunaan kuota kendali
lebih efektif dalam pengendalian impor, pengendalian harga, dan
perlindungan produsen. Pada penggunaan tarif kuota efektifitasnya
tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan penyerapan kuota apalagi

monopoli.
6.3 Kebijakan Pajak Ekspor

Pajak ekspor pada dasarnya adalah pengenaan tarif pada
pengekspor. Mengapa ini dilakukan karena terlalu banyak produksi
dalam negeri di ekspor sehingga produk di dalam negeri justru
langka. Hal ini pernah terjadi pada saat kelangkaan minyak goreng
(CPO) di dalam negeri. Hal ini dilakukan oleh petani/perusahaan
karena harga di uar negeri yang menggiurkan. Apabila tidak diatur

maka mengakibatkan harga di dalam negari ikut melonjak.
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Pajak ekspor dipungut secara langsung dari eksportir atau
lembaga pemasaran yang menangani masalah ekspor. Pajak ekspor
dilakukan untuk melindungi kelebihan produksinya, oleh karena itu
harga ekspor di Negara eksportir (PEX) menjadi lebih tinggi
dibandingkan harga dunia PWD. Volume ekspor pada harga PWD
adalah Q4-Q3 maka adanya pajak ekspor menyebabkan penurunan
volume ekspor menjadi Q3-Q2. Akibat penurunan volume ekspor ini
menyebabkan harga di pasar dunia mengalami kenaikan dari PWD1

menjadi PWD2, sebagaimana disajikan gambar 15 berikut ini:
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Gambar 3. Dampak Pajak Ekspor Terhadap Pasar Dunia

6.4 Kebijakan Subsidi

Subsidi merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah

untuk mendukung atau membantu industri lokal (pengusaha) deng
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an memberikan bantuan dalam bentuk modal. Bantuan ini bisa
berupa peralatan, mesin, keahlian, pengurangan atau pengembalian
pajak, fasilitas kredit, serta penyesuaian harga
untuk meningkatkan produksi lokal, menjaga

tingkat konsumsi domestik, dan menjual barang dengan harga yang
lebih rendah dibandingkan produk impor.

Kebijakan subsidi dapat dikenakan pada barang yang di ekspor
maupun yang diimpor. Namun yang lebih dikenal adalah subsidi
ekspor. Negara eksportir sering kali menggunakan kebijakan subsidi
ekspor untuk mempengaruhi pola perdagangan mereka. Berbagai subsidi
ekspor, diantaranya adalah: (i) subsidi pinjaman untuk ekspor yang berupa
tingkat bunga yang lebih rendah, jaminan untuk kredit, atau asuransi bagi
kredit ekspor; (ii) penjualan persediaan dengan harga yang disubsidi,
sehingga harga jualnya lebih rendah dibandingkan harga domestik yang
juga dikenal sebagai harga dumping; (iii) pemberian bantuan untuk
menekan biaya pemasaran ekspor suatu barang, termasuk untuk
perbaikan kualitas dan pengolahan, serta biaya angkutan dan pengiriman
internasional; (iv) subsidi untuk biaya transportasi dan pengiriman dalam
negeri.

Pada saat harga ekspor sama dengan harga dunia (PEX=PWD),
Negara eksportir akan mengekspor sebesar Q4Q1, sehingga penawaran
ekspor dipasar dunia sebesar EX1. Subsidi ekspor (se), dapat diberikan

dengan memberi insentif kepada eksportir sehingga dapat mengekspor
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dengan jumlah yang sama pada harga yang lebih rendah. Dimana harga

PWD =PEX+se.

Penurunan harga ekspor direspon dengan peningkatan
volume ekspor dari EX1 menjadi EX2. Peningkatan volume ekspor
ini akan menggeser kurva penawaran ekspor ke kanan dari TEXD1
menjadi TEXD2 dan terjadi penurunan harga dunia dari PWD1
menjadi PWD2. Harga domestik di negara eksportir (PDX)
mengalami kenaikan karena adanya subsidi ekspor dibandingkan
harga sebelumnya. Pengaruh subsidi ekspor terhadap volume
ekspor, harga ekspor dan harga dunia dapat dijelaskan pada gambar

13 berikut ini:
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Gambar 4. Dampak Subsidi Ekspor Negara Pengekspor Pada Pasar Dunia

Dampak subsidi ekspor pada kasus “negara besar” dapat

mengakibatkan naiknya volume ekspor secara signifikan yang mampu
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menurunkan harga di pasar dunia. Kebijakan subsidi ekspor umumnya
diterapkan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Subsidi
ekspor memperbolehkan harga domestik di negara eksportir lebih tinggi
dari harga di pasar dunia. Dalam kasus negara kecil, perubahan volume
ekspor tidak akan mempengaruhi harga dunia sebab adanya subsidi
ekspor, kurva permintaan dan penawaran domestiknya bersifat elastis
sempurna sehingga tidak mengalami perubahan.
Kebijakan subsidi lebih unggul dibandingkan dengan kebijakan
lain karena alasan sebagai berikut:
a. Subsididiberikan secara transparan, sehingga masyarakat dapat
mengevaluasi keuntungan atau kerugian yang ada.
b. Pembiayaan subsidi dilakukan dengan cara yang lebih adil karena
tidak ada transfer pendapatan dari konsumen kepada produsen.
Adapun dampak dari subsidi (1) harga produk domestik
menjadi lebih rendah, (2) meningkatkan daya saing produk dalam

negeri di pasar domestik

6.5 Kuota

Kuota merujuk pada batasan jumlah barang yang dapat
diperdagangkan dalam periode tertentu. Terdapat tiga kategori
kuota, yaitu kuota impor, kuota produksi, dan kuota ekspor. Kuota
impor berarti ada pembatasan terhadap jumlah barang yang masuk
ke suatu negara, kuota produksi berkaitan dengan jumlah barang
yang dibuat, sedangkan kuota ekspor berhubungan dengan

seberapa banyak barang yang dapat dikirim ke luar negeri. Untuk
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mengatur atau mengurangi jumlah barang yang diimpor, beberapa
negara melakukan pembatasan secara sukarela yang dikenal sebagai
pembatasan ekspor sukarela (Voluntary Export Restriction = VER).
VER adalah suatu kesepakatan antara negara-negara pengekspor
untuk membatasi penjualan barang mereka kepada negara
pengimpor.

Sasaran dari kuota ekspor adalah untuk kepentingan negara
yang mengekspor, sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang
lebih baik. Kuota produksi ditujukan untuk mengurangi jumlah
barang yang diekspor. Dengan cara ini, diharapkan harga di pasar
internasional dapat meningkat.

Skully (1999) menetapkan dua kriteria untuk menilai apakah
kuota diadministrsikan secara benar : (1) tidak adanya diskriminasi
dalam disribusi diskriminasi dalam distribusi; dan (2) pengisian
kuota. Dengan kata lain administrasi yang baik dapat mengurangi
kekacauan ekonomi sampai pada tahap minimum dengan
memastikan bahwa kuota tidak kurang terisi dan bahwa pemasok
yang paling efisian yang mempunyai akses terhadap kuota tersebut.

Beberapa hal yang menyebabkan risiko terjadinya distorsi
pasar: (1) lelang untuk “/n-quota tariff’: (2) aloksi pasar kuasi; (3)
metode first come first served (FCFS); (4) alokasi berdasarkan

sejarah; (5) Alokasi yang berpisah-pisah.
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Tujuan utama penerapan kuota adalah untuk melindungi hasil
produksi lokal dari masuknya barang-barang dari luar.
Dampak kebijakan kuota untuk negara yang melakukan impor:
a. Harga barang meningkat tajam,
b. Penggunaan barang tersebut menjadi lebih sedikit,
c. Produksi lokal mengalami peningkatan.
Dampak kebijakan kuota untuk negara yang melakukan ekspor:
a. Harga barang menurun,
b. Penggunaan barang tersebut menjadi lebih tinggi,
c. Produksi di negara tersebut menurun.
Maka sebagai konsekuensinya:
1. Kenaikan harga barang impor di dalam negeri
2. Meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik
3. Peningkatan produksi lokal
6.6 Larangan Impor

Larangan impor merupakan kebijakan dalam Perdagangan
Internasional yang melarang dengan tegas masuknya barang
tertentu. Ada berbagai alasan di balik pelarangan impor barang
tertentu. Contohnya, barang-barang yang dapat membahayakan
masyarakat serta upaya mencegah barang-barang yang bisa
merugikan. Beberapa contohnya termasuk larangan impor daging
sapi yang terinfeksi penyakit Anthrax, pakaian second-hand, karet
mentah, dan beras. Larangan impor juga bisa diterapkan sebagai
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bentuk balasan terhadap keputusan negara lain yang sebelumnya
telah melarang barang dari negara tertentu. Di samping itu,
larangan impor dapat dilakukan untuk menjaga cadangan devisa.
Tujuan dari pelarangan impor adalah untuk memberikan
perlindungan kepada produsen lokal dengan cara meningkatkan
produktivitas dan mendongkrak harga.
6.7 Larangan Ekspor

Larangan ekspor adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh
pemerintah suatu negara untuk melarang seluruh ekspor dari
komoditas tertentu. Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan
ketersediaan barang-barang yang produksinya di dalam negeri
masih sangat terbatas. Penanganan ini bersifat khusus, sehingga
barang-barang tersebut tidak boleh dipasarkan keluar negeri,
seperti rotan, bakau, kayu gergajian, minyak sawit, dan lainnya.
Tujuan dari larangan ekspor ini adalah untuk mendorong
pertumbuhan industri di Indonesia. Dengan pertumbuhan industri,
peluang kerja yang baru dapat tercipta serta penghindaran praktik
penyelundupan.
6.8 Dumping

Di dalam konteks hukum Perdagangan Internasional, dumping
merujuk pada jenis diskriminasi harga internasional yang diterapkan
oleh perusahaan atau negara yang mengekspor barangnya dengan

harga yang lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan harga
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yang berlaku di dalam negeri. Tujuan dari praktik ini adalah untuk
memaksimalkan keuntungan dari produk ekspor. Dengan kata lain,
dumping adalah kebijakan diskriminasi harga yang dilakukan dengan
menjual suatu komoditas di luar negeri dengan biaya yang lebih
rendah dibandingkan harga yang dibayar oleh konsumen domestik.
Menurut kamus hukum ekonomi, dumping adalah kegiatan yang
dijalankan oleh eksportir dengan menjual sebuah komoditas di pasar
internasional dengan harga yang lebih rendah dari nilai wajar atau
lebih rendah daripada harga di dalam negeri atau harga jual ke
negara lain. Pada umumnya, praktik ini dianggap tidak adil karena
dapat merusak pasar dan merugikan produsen dari negara
pengimpor.

Praktik dumping adalah kegiatan perdagangan yang tidak etis,
karena bagi negara pengimpor, tindakan ini dapat menyebabkan
kerugian bagi industri lokal atau bisnis yang menghasilkan barang
serupa. Ketika pasar dipenuhi barang dari eksportir dengan harga
yang jauh lebih murah daripada produk dalam negeri, barang-
barang lokal akan kesulitan bersaing, yang pada akhirnya dapat
mematikan pasar barang sejenis di dalam negeri. Dampak
lanjutannya termasuk pemutusan hubungan kerja secara massal,
peningkatan jumlah pengangguran, dan kebangkrutan industri lokal.

Praktek anti-dumping menjadi isu yang sangat penting dalam

pelaksanaan Perdagangan Internasional untuk menciptakan




Perdagangan Agribisnis Internasional

perdagangan yang adil. Hal ini telah diatur dalam Persetujuan Anti-
Dumping (Anti-Dumping Agreement atau Agreement on the
Implementation of Article VI of GATT 1994). Tarif terikat (binding
tariff) dan penerapan yang sama untuk semua mitra dagang
anggota WTO adalah aspek utama untuk kelancaran perdagangan
barang. Praktik dumping boleh dilakukan asalkan tidak
menyebabkan kerugian bagi industri barang serupa di negara
pengimpor. Kerugian ini dinyatakan dengan marjin dumping yang
lebih besar dari atau sama dengan 3d 2%. Adapun tiga jenis praktik
dumping :
1. Dumping Persisten
Kecenderungan dari suatu perusahaan dalam posisi monopoli di
pasar domestik untuk meraih keuntungan maksimal dengan
menetapkan harga yang lebih tinggi di dalam negeri
dibandingkan harga di luar negeri.
2. Dumping Predator
Langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menawarkan
produk di luar negeri dengan harga yang sangat rendah untuk
sementara waktu demi mengalahkan pesaing. Setelah mencapai
posisi monopoli, perusahaan tersebut akan menaikkan harga

untuk meraih keuntungan maksimal.
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3. Dumping Sporadis

Usaha perusahaan untuk menjual produknya di luar negeri
dengan harga yang lebih murah secara tidak teratur
dibandingkan dengan harga dalam negeri karena adanya
kelebihan produksi di dalam negeri. Tujuan Praktik Dumping
diantaranya adalah (1) Untuk mendominasi pasar internasional,
(2) Untuk menyingkirkan persediaan barang lama.Sedangkan
dampak dari kebijakan dumping diantaranya adalah (1) untuk
perluasan pasar, (2) untuk penghabisan stok barang.

Kebijakan perdagangan yang diambil oleh negara terkait
dengan perlindungan terhadap produksi dalam negeri dan
jaminan pasokan pangan meliputi: pembatasan perdagangan,
liberalisasi perdagangan, subsidi bagi konsumen, perlindungan
sosial, dan kebijakan peningkatan produksi. Di antara kebijakan
tersebut, subsidi untuk konsumen dan peningkatan produksi
merupakan yang paling umum diterapkan dalam masalah
pangan.

Harga pangan yang tinggi memberikan insentif bagi petani
untuk meningkatkan produksi. Di sisi lain, subsidi konsumen
bertujuan untuk mengurangi beban bagi mereka akibat tingginya
harga pangan. Dua kebijakan yang saling bertentangan ini
didukung oleh kebijakan pembatasan perdagangan dan
perlindungan sosial untuk mendorong pertumbuhan produksi
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pangan dalam negeri. Kebijakan liberalisasi perdagangan yang
dilakukan oleh negara-negara penghasil pangan sering kali
kurang efisien. Efisiensi diartikan sebagai harga jual produk yang
lebih rendah, yang membuat petani dengan metode produksi
yang tidak efisien enggan untuk memproduksi karena hasil

produksinya sulit untuk dijual di pasar internasional.
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BAB 7
KONSEP DAN APLIKASI LIBERALISASI
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

7.1 Pengertian dan Prinsip Dasar Liberalisasi

Perdagangan

Liberalisasi perdagangan internasional merujuk pada upaya
untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan-hambatan
perdagangan lintas negara, baik yang berupa tarif maupun
hambatan non-tarif. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan
sistem perdagangan yang lebih terbuka, kompetitif, dan efisien, di
mana aliran barang, jasa, dan investasi dapat bergerak bebas sesuai
dengan mekanisme pasar (Krugman & Obstfeld, 2018). Dalam
konteks agribisnis, liberalisasi perdagangan memungkinkan produk-
produk pertanian dan olahan agribisnis dari berbagai negara untuk
bersaing secara langsung di pasar global.

Secara prinsip, liberalisasi perdagangan bertumpu pada tiga
pilar utama, yaitu penghapusan tarif impor, pengurangan subsidi
ekspor, dan penghapusan hambatan non-tarif seperti kuota, lisensi
impor, serta peraturan teknis yang diskriminatif. Prinsip-prinsip ini

diletakkan sebagai dasar oleh organisasi seperti World Trade
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Organization (WTO) untuk mendorong keterbukaan pasar global
((WTO), 2020). Ketika hambatan-hambatan ini dikurangi, maka
terjadi peningkatan efisiensi pasar karena negara-negara dapat
mengekspor komoditas yang mereka hasilkan dengan biaya relatif
rendah dan mengimpor komoditas yang produksinya tidak efisien
secara domestik.

Konsep liberalisasi ini tidak dapat dipisahkan dari teori
keunggulan komparatif yang pertama kali diperkenalkan oleh David
Ricardo. Menurut teori ini, setiap negara akan memperoleh
keuntungan dari perdagangan jika mereka memfokuskan diri pada
produksi komoditas yang memiliki biaya relatif lebih rendah
dibandingkan negara lain, kemudian menukarkannya di pasar
internasional (Appleyard et al., 2017). Dalam agribisnis, hal ini
berarti bahwa negara tropis seperti Indonesia memiliki peluang
besar untuk menjadi eksportir utama produk seperti kelapa sawit,
karet, dan kakao.

Namun, liberalisasi perdagangan tidak hanya soal
penghapusan tarif dan hambatan teknis. la juga mencakup
penerapan prinsip-prinsip seperti non-discrimination, di mana
semua negara anggota WTO diperlakukan sama (most-favoured-
nation treatment), dan national treatment, di mana barang impor
tidak boleh diperlakukan lebih buruk dibandingkan barang domestik
setelah masuk ke pasar suatu negara ((WTO), 2020). Prinsip-
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prinsip ini dirancang untuk menciptakan iklim perdagangan yang
adil dan dapat diprediksi.

Dalam praktiknya, liberalisasi perdagangan juga mengandung
dua pendekatan, yaitu pendekatan unilateral dan multilateral.
Pendekatan unilateral terjadi ketika suatu negara secara sukarela
membuka pasarnya tanpa menunggu timbal balik dari negara lain.
Sedangkan pendekatan multilateral dilakukan melalui negosiasi dan
kesepakatan bersama, seperti yang terjadi dalam perundingan WTO
atau dalam kawasan perdagangan bebas seperti ASEAN Free Trade
Area (AFTA) (Hill & Hult, 2019). Kedua pendekatan ini dapat
berjalan bersamaan tergantung pada strategi ekonomi nasional
suatu negara.

Meskipun pada prinsipnya liberalisasi perdagangan dianggap
sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan
ekonomi, banyak kritik yang muncul terutama dari negara
berkembang. Salah satu kekhawatiran utama adalah risiko
hilangnya proteksi terhadap sektor-sektor domestik yang belum
kompetitif, termasuk sektor pertanian skala kecil. Produk agribisnis
dari negara maju seringkali lebih kompetitif bukan hanya karena
efisiensi produksi, tetapi juga karena dukungan subsidi yang besar
dari pemerintah mereka, seperti dalam kasus subsidi pertanian Uni

Eropa dan Amerika Serikat (Stiglitz & Charlton, 2005).
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Selain itu, liberalisasi perdagangan juga menuntut adanya
kesiapan struktural dalam negeri. Ketersediaan infrastruktur
logistik, efisiensi sistem distribusi, dan dukungan kebijakan nasional
menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa liberalisasi benar-
benar membawa manfaat. Tanpa kesiapan tersebut, negara agraris
justru dapat terjebak dalam arus impor yang meningkat dan
ketergantungan pada pangan luar negeri (Todaro & Smith, 2020).
Oleh karena itu, penerapan prinsip liberalisasi harus dilakukan
secara hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial
masing-masing negara.

Dalam konteks agribisnis Indonesia, pemahaman terhadap
prinsip-prinsip dasar liberalisasi sangat penting untuk merumuskan
strategi yang adaptif dan progresif. Dengan sumber daya alam yang
melimpah dan posisi strategis di jalur perdagangan internasional,
Indonesia memiliki potensi besar sebagai pelaku utama
perdagangan agribisnis global. Namun, untuk memanfaatkan
peluang tersebut secara optimal, perlu adanya penguatan kapasitas
domestik agar liberalisasi bukan hanya membuka pasar, tetapi juga

memperkuat daya saing petani dan pelaku agribisnis lokal.
7.2 Sejarah dan Perkembangan Liberalisasi

Perdagangan Global
Perdagangan internasional telah menjadi bagian integral dari

peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu, mulai dari Jalur Sutra
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hingga perdagangan rempah-rempah antar benua. Namun, konsep
liberalisasi perdagangan sebagai suatu sistem ekonomi global mulai
mendapatkan bentuk yang lebih terstruktur setelah Perang Dunia ll,
seiring dengan pembentukan sistem Bretton Woods yang
mendorong keterbukaan ekonomi dan kerja sama multilateral
(Irwin, 1996). Dalam konteks ini, perdagangan bebas mulai
dianggap sebagai alat untuk menciptakan perdamaian dan
pertumbuhan ekonomi pasca konflik global.

Lembaga kunci yang menjadi motor penggerak liberalisasi
perdagangan adalah General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT), yang didirikan pada tahun 1947. GATT memainkan peran
sentral dalam merancang kerangka kerja penghapusan tarif dan
mengurangi hambatan dagang di antara negara-negara anggotanya.
Melalui berbagai putaran perundingan seperti Kennedy Round,
Tokyo Round, dan Uruguay Round, GATT berhasil menurunkan tarif
global rata-rata dan membuka jalan bagi lahirnya World Trade
Organization (WTO) pada tahun 1995 (Hoekman & Kostecki,
2009).

Transformasi dari GATT ke WTO menjadi tonggak penting
dalam sejarah liberalisasi perdagangan. Tidak seperti GATT yang
lebih bersifat kesepakatan sementara, WTO memiliki struktur
kelembagaan yang lebih kuat dan mencakup aturan-aturan yang

mengikat dalam berbagai sektor, termasuk jasa, kekayaan
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intelektual, dan pertanian. Bagi sektor agribisnis, terbentuknya
WTO juga berarti adanya tekanan untuk menghapus subsidi ekspor,
membuka pasar, dan membatasi dukungan domestik yang bersifat
distorsif (Josling et al., 1996).

Selain perjanjian multilateral, liberalisasi perdagangan juga
berkembang melalui pembentukan kawasan perdagangan bebas dan
perjanjian bilateral. Contohnya termasuk pembentukan ASEAN Free
Trade Area (AFTA), North American Free Trade Agreement
(NAFTA), dan Uni Eropa (EU). Di kawasan Asia Tenggara, AFTA
berkontribusi besar dalam menurunkan hambatan tarif dan
meningkatkan integrasi perdagangan antarnegara anggota,
termasuk dalam sektor pertanian (Chia, 2013). Kerja sama ini
kemudian dilanjutkan dalam skema yang lebih luas seperti Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Namun, liberalisasi perdagangan tidak selalu berjalan mulus.
Putaran perundingan WTO di Doha misalnya, menghadapi
kebuntuan yang cukup panjang karena perbedaan kepentingan
antara negara maju dan berkembang, terutama dalam isu-isu
pertanian. Negara maju cenderung mempertahankan subsidi
pertaniannya, sementara negara berkembang menuntut akses pasar
yang lebih luas dan keadilan dalam perdagangan produk agribisnis

(Narlikar, 2005) Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sejarah
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liberalisasi perdagangan global tidak terlepas dari dinamika politik
dan kekuatan ekonomi global.

Di sisi lain, liberalisasi juga dipengaruhi oleh perubahan
paradigma ekonomi global. Pada dekade 1980-an dan 1990-an,
neoliberalisme menjadi ideologi dominan yang mendorong
deregulasi, privatisasi, dan pembukaan pasar secara besar-besaran,
termasuk di negara-negara berkembang. Lembaga-lembaga
internasional seperti IMF dan World Bank juga mensyaratkan
reformasi struktural berbasis pasar terbuka sebagai syarat
pemberian pinjaman. Hal ini menyebabkan banyak negara agraris
menerapkan liberalisasi secara cepat, meskipun dengan kesiapan
domestik yang terbatas (Rodrik, 2011).

Dalam konteks agribisnis, sejarah liberalisasi perdagangan
global memiliki dampak yang kompleks. Di satu sisi, terbukanya
pasar global memberikan peluang ekspor yang lebih besar bagi
produk pertanian tropis seperti kopi, teh, dan minyak sawit. Namun,
di sisi lain, petani kecil di negara berkembang harus menghadapi
persaingan ketat dari produk-produk impor yang lebih murah dan
berkualitas tinggi, seringkali karena dukungan subsidi dari negara
asal (Oxfam, 2002). Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan

tentang keadilan dalam sistem perdagangan global.
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Oleh karena itu, memahami sejarah liberalisasi perdagangan
global bukan hanya penting dari aspek teori ekonomi, tetapi juga
untuk merumuskan strategi agribisnis yang lebih inklusif dan
berkelanjutan. Negara seperti Indonesia perlu belajar dari
pengalaman global bahwa keterbukaan pasar harus diimbangi
dengan kebijakan perlindungan yang selektif, penguatan
kelembagaan petani, serta peningkatan produktivitas dan nilai
tambah produk agribisnis domestik agar dapat bersaing secara
sehat di pasar global.

7.3 Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Sektor
Agribisnis

Liberalisasi perdagangan internasional membawa dampak
yang beragam terhadap sektor agribisnis, tergantung pada kesiapan
struktural, kapasitas produksi, dan posisi tawar masing-masing
negara. Di satu sisi, liberalisasi menawarkan peluang besar bagi
negara-negara berkembang untuk memperluas akses pasar bagi
produk-produk agribisnis unggulannya. Komoditas tropis seperti
kopi, kakao, kelapa sawit, dan buah-buahan eksotik memiliki daya
saing tinggi di pasar global ketika hambatan tarif dan kuota
dihapuskan (FAO, 2015). Namun, di sisi lain, sektor agribisnis juga
menghadapi risiko tekanan pasar dari produk impor yang lebih
murah, terutama yang berasal dari negara dengan dukungan subsidi

kuat.
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Dampak positif pertama dari liberalisasi perdagangan adalah
peningkatan akses pasar. Negara-negara produsen agribisnis
dengan keunggulan komparatif dapat mengekspor produknya
secara lebih luas tanpa terbentur tarif tinggi atau hambatan teknis
yang membatasi. Hal ini mendorong peningkatan volume ekspor,
pertumbuhan investasi di sektor pertanian dan perkebunan, serta
adopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas (Anderson
et al,, 2006). Liberalisasi juga mendorong pelaku agribisnis untuk
menyesuaikan diri dengan standar mutu internasional, yang secara
tidak langsung meningkatkan daya saing produk.

Selain itu, liberalisasi juga memacu efisiensi dalam rantai
pasok agribisnis. Ketika pasar terbuka, pelaku usaha terdorong
untuk melakukan inovasi, efisiensi biaya, dan penguatan logistik
guna memenangkan persaingan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat
menciptakan struktur agribisnis yang lebih adaptif dan profesional,
termasuk dalam sistem distribusi, manajemen pascapanen, dan
pengolahan hasil (World Bank, 2021). Negara-negara yang mampu
memanfaatkan peluang ini secara strategis akan memperoleh
keuntungan ekonomi yang signifikan.

Namun, dampak negatif liberalisasi terhadap agribisnis tidak
dapat diabaikan, terutama bagi negara berkembang yang sistem
pertaniannya masih bersifat tradisional dan belum efisien. Ketika
pasar dibuka secara luas, produk-produk pertanian lokal harus
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bersaing dengan barang impor yang seringkali lebih murah akibat
subsidi besar di negara asal. Hal ini membuat harga produk
domestik tertekan, merugikan petani kecil, dan berpotensi
menurunkan pendapatan rumah tangga pedesaan (Gwynne & Kay,
2004). Tanpa perlindungan vyang selektif dan program
pemberdayaan yang kuat, liberalisasi justru bisa memperbesar
ketimpangan ekonomi.

Dalam konteks ketahanan pangan, liberalisasi dapat
menimbulkan dilema. Di satu sisi, keterbukaan perdagangan
memungkinkan negara untuk mengimpor bahan pangan saat terjadi
kekurangan domestik. Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap
pangan impor berisiko mengancam kedaulatan pangan, terutama
ketika terjadi krisis global, gangguan logistik, atau fluktuasi harga
internasional (Clapp, 2016). Oleh karena itu, kebijakan perdagangan
agribisnis perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi
ekonomi dan stabilitas pangan nasional.

Studi kasus di beberapa negara menunjukkan bahwa
keberhasilan liberalisasi sangat ditentukan oleh kesiapan
institusional dan kualitas tata kelola sektor agribisnis. Misalnya,
Chile berhasil meningkatkan ekspor buah-buahan dan produk
hortikultura pasca liberalisasi berkat reformasi kelembagaan,
pembangunan infrastruktur, serta dukungan kebijakan inovasi

agribisnis (OECD, 2008). Sebaliknya, negara-negara yang membuka
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pasar tanpa persiapan dan strategi pendampingan justru mengalami
deindustrialisasi sektor pertanian dan kehilangan posisi kompetitif.

Indonesia juga mengalami dinamika serupa. Produk-produk
seperti minyak kelapa sawit dan karet mengalami peningkatan
ekspor pasca liberalisasi, tetapi produk pangan strategis seperti
beras dan kedelai justru semakin tergantung pada impor. Hal ini
menunjukkan bahwa dampak liberalisasi sangat tergantung pada
jenis komoditas, peran negara dalam intervensi pasar, serta
kapabilitas pelaku usaha agribisnis lokal dalam merespons
perubahan lingkungan global (Bustamante, 2017).

Dengan demikian, meskipun liberalisasi perdagangan
membuka banyak peluang, ia juga membawa tantangan struktural
dan sosial yang harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Liberalisasi tidak bisa dianggap sebagai solusi universal untuk
pertumbuhan agribisnis, melainkan sebagai bagian dari strategi
pembangunan yang harus diimbangi dengan investasi dalam riset,
perlindungan sosial, dan penguatan kelembagaan agraria agar

manfaatnya dapat dirasakan secara inklusif.
7.4 Strategi Adaptasi Negara Berkembang dalam Era
Liberalisasi
Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan

oleh liberalisasi perdagangan internasional, negara-negara

berkembang dituntut untuk menyusun strategi adaptasi yang tidak

I
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hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan berorientasi jangka
panjang. Strategi ini menjadi penting agar negara tidak hanya
menjadi pasar bagi produk global, tetapi juga mampu
mengoptimalkan potensi domestiknya dalam menembus pasar
internasional. Di sektor agribisnis, strategi adaptasi harus diarahkan
pada penguatan kapasitas produksi, peningkatan efisiensi, serta
transformasi kelembagaan pertanian dan perdagangan (Pingali,
2007).

Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh banyak negara
berkembang adalah kebijakan tarif adaptif. Dalam konteks ini,
pemerintah mempertahankan tarif impor dalam batas tertentu
sebagai instrumen perlindungan terhadap sektor pertanian lokal
yang belum kompetitif. Tarif ini bersifat fleksibel, naik ketika harga
internasional terlalu rendah atau terjadi lonjakan impor, dan turun
saat kebutuhan domestik meningkat. Strategi ini telah diterapkan di
beberapa negara Afrika dan Asia untuk menjaga stabilitas harga dan
melindungi pendapatan petani kecil (Anderson & Valenzuela, 2008).

Selain itu, banyak negara berkembang memilih untuk
mempertahankan subsidi strategis, terutama dalam bentuk subsidi
input produksi seperti pupuk, benih, dan irigasi. Subsidi ini
dimaksudkan bukan untuk mendistorsi perdagangan, tetapi untuk
meningkatkan daya saing petani lokal. India, misalnya, terus

mempertahankan program subsidi pupuk dan harga minimum
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pembelian (MSP) sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan
sekaligus adaptasi terhadap pasar global yang fluktuatif (Dev,
2012). Di Indonesia, program bantuan benih unggul dan pupuk
bersubsidi juga dijadikan sebagai upaya adaptif terhadap tekanan
liberalisasi pasar pangan.

Penguatan kelembagaan agribisnis juga menjadi strategi
adaptasi penting. Negara-negara seperti Thailand dan Vietnam
telah berhasil membangun sistem koperasi pertanian dan lembaga
pemasaran yang efektif untuk membantu petani kecil masuk ke
dalam rantai nilai global. Lembaga-lembaga ini tidak hanya
memfasilitasi akses terhadap informasi pasar, kredit, dan teknologi,
tetapi juga memperkuat posisi tawar petani dalam menghadapi
perusahaan besar dan importir asing (Ton et al., 2007). Di Indonesia,
transformasi Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan modernisasi
koperasi agribisnis menjadi bagian dari strategi ini.

Penting juga dicatat bahwa strategi adaptasi tidak bisa lepas
dari kebijakan inovasi dan riset. Negara-negara seperti Brasil dan
China telah berinvestasi besar dalam riset pertanian untuk
menciptakan varietas unggul dan teknologi pertanian presisi guna
mendukung daya saing produk mereka. Lembaga seperti EMBRAPA
di Brasil menjadi model lembaga riset agribisnis nasional yang
berperan besar dalam menjadikan negara tersebut sebagai eksportir
utama produk kedelai dan daging sapi (Alston, 2010). Indonesia
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dapat belajar dari pendekatan ini melalui penguatan litbang
pertanian dan kolaborasi universitas dengan dunia usaha.

Selain penguatan internal, negara berkembang juga perlu
meningkatkan diplomasi dagang internasional sebagai bagian dari
strategi adaptasi. Keterlibatan aktif dalam forum WTO, negosiasi
bilateral, dan blok perdagangan regional memungkinkan negara-
negara ini untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam
arena perdagangan global. Misalnya, kelompok negara G-33 yang
terdiri dari negara-negara berkembang berhasil memperjuangkan
klausul Special Products dan Special Safeguard Mechanism dalam
negosiasi pertanian di WTO (Matthews, 2008). Langkah ini
menunjukkan pentingnya solidaritas Selatan-Selatan dalam
menghadapi dominasi negara maju.

Strategi adaptasi juga mencakup penguatan standar dan
sertifikasi produk agribisnis. Negara berkembang perlu membekali
pelaku usahanya dengan kemampuan untuk memenuhi standar
keamanan pangan, lingkungan, dan sosial yang ditetapkan oleh
negara tujuan ekspor. Sertifikasi seperti GlobalGAP, Rainforest
Alliance, atau organik seringkali menjadi syarat masuk ke pasar
premium seperti Uni Eropa atau Jepang. Oleh karena itu, dukungan
teknis dan pelatihan kepada petani serta pelaku UMKM agribisnis
menjadi krusial dalam strategi ini (Henson & Humphrey, 2010).
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Keseluruhan strategi tersebut perlu diorkestrasi dalam
kerangka kebijakan perdagangan dan pertanian nasional yang
integratif. Pendekatan sektoral yang terpisah antara kementerian
perdagangan, pertanian, perindustrian, dan keuangan seringkali
menjadi hambatan dalam merespons dinamika global secara efektif.
Oleh karena itu, negara berkembang perlu membangun sistem
koordinasi kebijakan lintas sektor yang responsif, berbasis data, dan
didukung oleh partisipasi aktor non-negara seperti akademisi,
pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Hanya dengan
pendekatan kolaboratif dan strategis, adaptasi terhadap liberalisasi
dapat menjadi jalan menuju transformasi agribisnis yang

berkelanjutan.
7.5 Aplikasi dan Tantangan Liberalisasi Perdagangan

dalam Konteks Indonesia

Dalam era liberalisasi perdagangan internasional, kemajuan
teknologi dan inovasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan
daya saing sektor agribisnis. Keterbukaan pasar global
mempertemukan pelaku usaha dari berbagai belahan dunia dalam
kompetisi yang ketat. Oleh karena itu, keunggulan komparatif
berbasis sumber daya alam saja tidak lagi cukup. Negara-negara
yang mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan

efisiensi produksi, kualitas produk, serta ketelusuran rantai pasok,
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akan lebih mudah memanfaatkan peluang pasar internasional
(Fuglie et al., 2020).

Teknologi pertanian presisi merupakan salah satu inovasi
utama yang merevolusi praktik agribisnis modern. Penggunaan
sensor tanah, drone pemantau tanaman, sistem irigasi cerdas, dan
pemetaan berbasis satelit telah meningkatkan produktivitas dan
efisiensi input secara signifikan. Di negara-negara seperti Belanda
dan Amerika Serikat, teknologi ini telah menjadikan agribisnis
sebagai sektor yang berorientasi data dan mampu bersaing di pasar
global dengan biaya produksi yang rendah dan hasil yang konsisten
(Wolfert et al., 2017). Teknologi ini sangat relevan untuk diterapkan
di negara berkembang dalam menghadapi tantangan pasca-
liberalisasi.

Inovasi dalam bidang bioteknologi juga memainkan peran
besar. Penerapan benih transgenik, rekayasa genetika tanaman
tahan hama, serta kultur jaringan telah mendorong peningkatan
hasil panen dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Negara
seperti Brasil dan India telah menggunakan bioteknologi untuk
meningkatkan produktivitas kedelai, kapas, dan jagung, yang
kemudian menjadi komoditas ekspor andalan mereka (Paarlberg,
2008). Di Indonesia, riset terhadap varietas unggul lokal berbasis
agroekosistem spesifik menjadi langkah strategis untuk mendukung

liberalisasi berbasis inovasi domestik.
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Selain produksi, teknologi juga berperan dalam sistem logistik
dan distribusi perdagangan agribisnis. Sistem blockchain dan
teknologi /nternet of Things (loT) kini mulai diterapkan untuk
menjamin ketelusuran (traceability) produk dari petani hingga
konsumen akhir. Teknologi ini sangat penting dalam memenuhi
persyaratan ekspor di negara maju yang mensyaratkan sistem
jaminan mutu dan keamanan pangan yang ketat (Ge et al., 2017).
Inovasi seperti ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pasar
internasional, tetapi juga membuka akses produk agribisnis dari
negara berkembang ke pasar premium.

Platform digital juga telah mengubah lanskap perdagangan
agribisnis global. E-commerce agribisnis memungkinkan petani,
koperasi, dan UMKM untuk menjangkau pasar internasional secara
langsung tanpa perantara yang panjang. Contohnya, Alibaba dan
Amazon telah membuka kanal ekspor produk pertanian dari Asia
Tenggara ke Eropa dan Amerika secara lebih efisien. Selain itu,
aplikasi agritech lokal seperti TaniHub, Sayurbox, dan Agromaret
telah menjadi media promosi dan transaksi perdagangan agribisnis
yang efisien di dalam negeri dan luar negeri (World Bank, 2020).

Namun, adopsi teknologi di negara berkembang masih
menghadapi  tantangan  struktural seperti keterbatasan
infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi di kalangan petani,

dan akses terhadap modal. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan
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yang mendorong inklusi teknologi melalui pelatihan, dukungan
pembiayaan inovatif, serta penguatan ekosistem agritech yang
kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan akademisi (Zeng et al.,
2017). Pusat inovasi pertanian dan inkubator teknologi di kawasan
pedesaan dapat menjadi solusi konkret untuk menjembatani
kesenjangan ini.

Dalam konteks keberlanjutan, teknologi juga memungkinkan
penerapan sistem agribisnis yang ramah lingkungan. Inovasi seperti
pertanian organik digital, pertanian vertikal, hingga pengolahan
limbah berbasis ekonomi sirkular kini mulai diadopsi untuk
memenuhi permintaan pasar global yang semakin peduli terhadap
isu lingkungan. Negara-negara dengan komitmen tinggi terhadap
green agribusiness akan lebih mudah memenangkan simpati
konsumen di pasar ekspor yang bernilai tinggi (Pretty et al,, 2018).

Dengan demikian, teknologi dan inovasi bukan hanya
pelengkap dalam menghadapi liberalisasi perdagangan, melainkan
syarat mutlak untuk membangun daya saing jangka panjang. Negara
berkembang seperti Indonesia harus menempatkan inovasi sebagai
poros utama kebijakan agribisnis agar mampu bertahan dan tumbuh
dalam lanskap perdagangan internasional yang semakin dinamis

dan kompetitif.
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BAB 8
KONSEP NERACA PEMBAYARAN

Dr. Rine Kaunang, SP. MBA

8.1 Pengertian Neraca Pembayaran

Sistem transaksi global biasanya dikenal sebagai sistem
pembayaran global. Pembayaran global merujuk pada pengeluaran
terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang
terlibat dalam perdagangan internasional menurut kesepakatan
yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Pada umumnya, pembayaran
untuk perdagangan internasional dilakukan melalui lembaga
keuangan.

Neraca pembayaran global memainkan fungsi krusial sebagai
indikator utama kondisi ekonomi suatu bangsa. Neraca pembayaran
global digunakan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan
atau regulasi yang berkaitan dengan berbagai aspek perdagangan
internasional (Nasution et al., 2023).

Neraca pembayaran (NP) adalah catatan terstruktur yang
mencakup setiap transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara
dengan negara lain selama waktu tertentu. Dalam konteks ini,
penduduk mencakup individu, perusahaan, entitas hukum, instansi

pemerintah, atau siapapun yang memiliki tempat tinggal utama di
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negara tersebut. Transaksi ekonomi di sini merujuk pada pertukaran
nilai antara barang atau jasa ekonomi atau pemindahan kekayaan
dari penduduk suatu negara ke bangsa lain (Ekananda, 2013).

Neraca pembayaran adalah catatan terstruktur dari semua
kegiatan ekonomi yang berlangsung antara warga suatu negara dan
warga negara lain dalam periode tertentu. Hanya transaksi ekonomi
global yang tercatat dalam neraca pembayaran; aktivitas bantuan
militer tidak dimasukkan dalam catatan tersebut, sebab bantuan itu
bersifat tidak saling menguntungkan (Apridar, 2009). Dengan kata
lain neraca pembayaran mendokumentasikan nilai barang dan
layanan serta jumlah modal bersih yang masuk dan keluar dari
sebuah negara dalam jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun.
(Mathis & Jackson, 2009).

Neraca pembayaran adalah dokumen yang mencatat semua
transaksi antara penduduk suatu negara dengan yang ada di negara
lain. Laporan ini mencakup transaksi jual beli barang dan jasa serta
berbagai transaksi keuangan. Umumnya, neraca pembayaran dibagi
menjadi beberapa bagian, yaitu transaksi berjalan yang terdiri dari
neraca barang, neraca jasa, dan neraca transfer unilateral.
Selanjutnya, terdapat transaksi modal yang berkaitan dengan
penerimaan dan pengeluaran finansial suatu negara, serta transaksi
finansial yang terdiri dari investasi langsung, investasi portofolio,

dan bentuk investasi lainnya. Neraca pembayaran juga berfungsi
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sebagai indikator mengenai besarnya arus dana internasional yang
masuk serta keluar dari sebuah negara. Ini menunjukkan seberapa
penting neraca pembayaran bagi keberlangsungan ekonomi suatu
bangsa (Hady, 2009).

Pengertian Neraca Pembayaran Sebagaimana dikemukakan
dalam Balance of Payments (BOP) Manual edisi kelima yang
diterbitkan tahun 1993, secara umum neraca pembayaran
didefinisikan sebagai “... a statistical statement that systematically
summarizes, for a specific period, the economic transactions of an
economy with the rest of the world’. Dengan kata lain, NP
merupakan suatu catatan yang sistematis mengenai transaksi
ekonomi yang dilakukan oleh penduduk (residen) suatu negara
dengan penduduk negara lainnya (nonresiden) dalam jangka waktu
tertentu (Sugiyono, 2002).

Dari definisi tersebut terdapat beberapa pengertian penting
yang perlu diuraikan lebih lanjut, yaitu mengenai catatan yang
sistematis, transaksi ekonomi, pengertian penduduk dan bukan
penduduk, serta periode waktu tertentu.

Catatan sistematis

Sebagaimana penyusunan neraca perusahaan, NP juga
disusun secara sistematis, yaitu dengan mengelompokkan transaksi
ekonomi secara berurutan, mulai dari transaksi riil dan transaksi

keuangan yang menggam barkan lalu lintas sumber daya (resources
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flow) sampai dengan hasil akhir yang menggambarkan surplus atau
defisit keseluruhan transaksi.
Transaksi ekonomi

Transaksi ekonomi yang dicatat dalam NP merupakan
transaksi yang menimbulkan terjadinya perpindahan kepemilikan
aset dan kewajiban antara penduduk dengan bukan penduduk.
Transaksi tersebut meliputi transaksi barang, jasa, penghasilan
(income), unrequited transfer, yaitu penyediaan barang dan jasa
(real resources) dan/atau aset finansial tanpa imbalan, seperti
pemberian barang sebagai hadiah atau hibah; serta transaksi yang
terkait dengan aset dan kewajiban finansial luar negeri. Transaksi
ekonomi sebagaimana dimaksud pada umumnya melibatkan dua
pihak, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Namun, transaksi yang
melibatkan sesama penduduk harus pula dicatat dalam NP,
sepanjang transaksi tersebut mengakibatkan perpindahan
kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk
dalam sektor yang ber beda.1 Sebagai contoh, apabila bank sentral
menjual devisanya kepada bank komersial, maka telah terjadi
perpindahan kepemilikan aset financial luar negeri dari sektor
otoritas moneter ke sektor perbankan.
Penduduk

Pengertian penduduk dalam NP berbeda dengan pengertian

penduduk dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, pengertian
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penduduk suatu negara dalam NP dapat diartikan sebagai individu
atau lembaga baik pemerintah maupun swasta, yang pusat kegiatan
ekonominya (center of economic interest), seperti kegiatan
konsumsi dan produksi, dilakukan di negara yang bersangkutan.

Penentuan status penduduk berdasarkan pusat kegiatan
ekonomi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan dengan
memperhatikan domisili individu atau lembaga di suatu negara,
yaitu sekurang-kurangnya satu tahun. Dengan demikian, pengertian
penduduk dalam NP berbeda dengan pengertian penduduk dalam
kehidupan sehari-hari yang biasanya didasarkan atas status
kewarganegaraannya.

Apabila suatu negara mengalami kesulitan dalam menentukan
status  kependudukan berdasarkan pengertian penduduk
sebagaimana disebutkan di atas maka penentuannya diserahkan
kepada negara yang bersangkutan dan dilaksanakan secara
konsisten. Sebagai contoh, seseorang tinggal dekat perbatasan
suatu negara, pada paro tahun pertama bekerja di negara A dan
pada paro tahun berikutnya bekerja di negara B. Dalam kaitan ini,
ditinjau dari pusat kegiatan ekonominya, lamanya bekerja atau
domisili nya, maka baik negara A maupun negara B cukup sulit
menentukan status kependudukan orang yang bersangkutan.

Mengingat kesulitan tersebut, maka negara A dapat
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mengategorikan orang tersebut sebagai penduduk, dan negara B

mencatatnya sebagai bukan penduduk, atau sebaliknya.

Secara umum, penduduk suatu negara dalam pengertian
neraca pembayaran dapat terdiri atas:

a. perorangan, meliputi semua orang yang tinggal di negara
tersebut secara permanen, kecuali antara lain perwakilan
lembaga internasional dan perwakilan negara asing, termasuk
staf diplomatik atau konsulat negara tersebut,

b. pemerintah, meliputi lembaga-lembaga pemerintah baik pusat
maupun daerah negara tersebut dimanapun kedudukannya,

c. perusahaan, meliputi semua perusahaan yang berkedudukan
secara permanen di negara tersebut, termasuk perusahaan asing
yang terlibat baik dalam kegiatan produksi maupun jasa di negara
tersebut,

d. lembaga lainnya, seperti lembaga swasta nonprofit, antara lain
rumah sakit dan panti sosial.

Periode waktu tertentu

Periode waktu pencatatan transaksi NP biasanya dalam kurun

waktu satu tahun namun masing-masing negara dapat pula

menyusunnya dalam tiwulanan atau semesteran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan NP

menggu nakan konsep flows3 bukan konsep stock4 karena cakupan

transaksi ekonomi internasional yang dicatat terjadi dalam suatu
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cakupan waktu tertentu. Mengingat pencatatan transaksi

berdasarkan konsep flows maka penyajian NP dalam tahunan,

semesteran, atau triwulanan masing-masing hanya
menggambarkan transaksi selama 12 bulan, 6 bulan, atau 3 bulan
dari tahun yang bersangkutan.

8.2 Tujuan Penyusunan Neraca Pembayaran

Menurut Sugiyono (2002) tujuan penyusunan neraca
pembayaran antara lain adalah untuk:

a. Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian
suatu negara Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari
besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan
penduduk, atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap
produk domestik oleh bukan penduduk, yang tercermin dari nilai
ekspor negara bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor
eksternal dalam pembentukan produk domestik.

b. Mengetahui aliran sumber daya antar negara, Dari NP dapat
diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara
dengan negara-negara lainnya sehingga terlihat apakah negara
tersebut merupakan pengekspor barang dan atau modal, atau
sebaliknya sebagai pengimpor barang dan atau modal.

c. Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara
Dengan mengamati perkembangan NP, dapat diketahui pola

umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi
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dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan
nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan
sumber pembiayaan investasi dari negara lain.

d. Mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara Dari
catatan transaksi modal dan keuangan di NP, dapat diketahui
seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya
terhadap negara lain.

e. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara
Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait
dengan surplus atau defisit NP. Apabila terjadi surplus NP maka
posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus
tersebut. Demikian pula sebaliknya apabila terjadi defisit NP.

f. Dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam
penyusunan anggaran devisa (forejgn exchange budget) Dengan
memperhatikan surplus atau defisit NP pada tahun tertentu,
dapat diperkirakan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran
tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman
yang diperlukan.

g. Dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik
pendapatan nasional (national account), Statistik NP diperlukan
dalam perhitungan pendapatan nasional mengingat salah satu
variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang

dan jasa yang tercatat dalam NP.
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8.3 Metode Pencatatan dan Penyajian Neraca

Pembayaran

Menurut Sugiyono (2002) secara umum, NP dicatat pada saat
terjadinya transaksi (accrual atau transaction basis) atau
perpindahan hak kepemilikan sumber daya yang dimiliki oleh
penduduk suatu negara. Penyusunan statistik NP berdasarkan
transaction basis merupakan sistem penyusunan NP yang berlaku
secara internasional. Acuan yang digunakan dalam penyusunan NP
adalah Balance of Payments Manual (BPM) 5 yang diterbitkan oleh
International Monetary Fund (IMF) berdasarkan konvensi
internasional.

Dalam konteks ekonomi di Indonesia, neraca pembayaran
internasional  memiliki peranan  krusial dalam  menjaga
keseimbangan ekonomi suatu negara. Neraca pembayaran
internasional yang seimbang dapat menghasilkan efek positif
terhadap perkembangan ekonomi, kestabilan harga, dan stabilitas
nilai tukar rupiah. Di sisi lain, neraca pembayaran yang tidak
seimbang dapat menimbulkan masalah ekonomi seperti inflasi,
deflasi, penurunan nilai tukar, dan berkurangnya investasi asing
(Astuti et al., 2015).

Dalam praktiknya, untuk keperluan analisis ekonomi, seperti

untuk analisis permintaan dan penawaran valuta asing, NP dapat

I
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pula dicatat pada saat terjadinya aliran dana (cash basis).
Perbedaan kedua NP tersebut pada dasarnya hanya terletak saat
pencatatan transaksinya, sementara metode pencatatan, struktur,
dan komponennya tidak berbeda.

Menurut Sugiyono (2002) pencatatan transaksi dalam NP
mempergunakan prinsip double entry system, artinya setiap
transaksi dicatat pada dua sisi, yaitu pada sisi debet dan sisi kredit
dengan nilai yang sama. Perlu dicatat bahwa mengingat NP pada
umumnya disajikan dalam bentuk vertikal, yaitu dari atas ke bawah
sehingga tidak tampak sisi debet atau kredit, maka berdasarkan
konvensi, pencatatan pada sisi kredit diberi tanda plus (+)
sedangkan pencatatan pada sisi debet diberi tanda minus (-).

Sebagaimana halnya dengan neraca perusahaan, dalam NP
setiap transaksi yang mengakibatkan pengurangan aset atau
pertambahan kewajiban dicatat pada sisi kredit sedangkan transaksi
yang mengakibatkan pertambahan aset atau pengurangan
kewajiban dicatat pada sisi debet. Secara ringkas, pencatatan

transaksi dalam NP dapat dilihat dalam diagram di bawah ini.

Kredit Debet

Kewajiban T l
Aset l T
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Berdasarkan prinsip-prinsip pencatatan tersebut di atas,

transaksi transaksi yang dicatat pada sisi debet dan kredit antara

lain ialah sebagai berikut.

a. Sisi Debet

1.
2.

Impor barang
Jasa-jasa yang diterima penduduk dari bukan penduduk

(impor jasa)

3. Pemberian hadiah kepada bukan penduduk (transfer)

Penjualan kekayaan (assets) yang dimiliki oleh bukan

penduduk

. Pembelian surat-surat berharga (securities) milik bukan

penduduk
Penanaman modal langsung oleh penduduk di luar negeri

(direct investment abroad)

7. Pinjaman yang diberikan kepada bukan penduduk

Pembayaran utang (debt repayments) kepada bukan

penduduk 9. Pembelian emas milik bukan penduduk

Sesuai dengan sistem yang dianut, pencatatan transaksi-transaksi

tersebut di atas harus dibarengi dengan pencatatan di sisi kredit.

Sebagai contoh, apabila impor dibiayai dengan utang maka

pencatatan debet (/import) dibarengi dengan pencatatan kredit

(kewajiban).
b. Sisi Kredit
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1
2.

Ekspor barang

Jasa-jasa yang diberikan penduduk kepada bukan penduduk
(ekspor jasa).

Penerimaan hadiah dari bukan penduduk (transfer)
Pembelian kekayaan (assets) milik penduduk oleh bukan
penduduk

Penjualan surat-surat berharga (securities) milik penduduk
kepada bukan penduduk

Penanaman modal langsung (direct investment) oleh bukan
penduduk

Pinjaman yang diterima dari bukan penduduk

Pembayaran utang (debt repayments) oleh bukan penduduk

Penjualan emas milik penduduk kepada bukan penduduk
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BAB 9
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

9.1 Konsep Dasar Kawasan Perdagangan Bebas

Kawasan perdagangan bebas atau free trade area (FTA)
merupakan bentuk kerja sama ekonomi antarnegara yang bertujuan
menghapuskan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan
pajak impor antar anggota, namun tetap mempertahankan
kebijakan  perdagangan masing-masing terhadap negara
nonanggota. Dalam kerangka ini, negara-negara yang tergabung
sepakat untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih
terbuka, guna meningkatkan volume perdagangan dan mendorong
pertumbuhan ekonomi (Carbaugh, 2019). Kawasan perdagangan
bebas dianggap sebagai tahapan awal dalam proses integrasi
ekonomi regional yang lebih luas.

Karakteristik utama kawasan perdagangan bebas adalah
penghapusan tarif dan hambatan nontarif antaranggota. Namun,
tidak seperti serikat pabean (customs wnion), FTA tidak
menerapkan tarif eksternal bersama terhadap negara nonanggota.
Oleh karena itu, negara anggota memiliki keleluasaan untuk
menetapkan tarif masing-masing terhadap negara luar, sehingga

tetap mempertahankan kedaulatan dalam kebijakan
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perdagangannya (Krugman and Obstfeld, 2018). Perbedaan
kebijakan tarif terhadap negara luar inilah yang menyebabkan
perlunya aturan asal barang (rules of origin) dalam FTA untuk
mencegah perdagangan transshipment.

Dalam konteks agribisnis, kawasan perdagangan bebas
memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk
mengakses pasar baru bagi produk-produk pertanian dan
turunannya. Hal ini dapat mendorong peningkatan produksi dan
efisiensi dalam sektor agribisnis domestik. Namun demikian,
liberalisasi semacam ini juga membawa tantangan besar, terutama
bagi petani skala kecil yang harus bersaing dengan produk impor
berbiaya rendah dari negara-negara yang lebih maju (Anderson and
Martin, 2005).

Kawasan perdagangan bebas bukan hanya sekadar perjanjian
tarif, melainkan juga melibatkan harmonisasi standar produk,
mekanisme penyelesaian sengketa, dan peraturan teknis lainnya.
Oleh karena itu, keberhasilan suatu FTA sangat bergantung pada
kapasitas kelembagaan dan keselarasan kebijakan antarnegara
anggota (Baldwin and Wyplosz, 2020). Dalam kasus ASEAN Free
Trade Area (AFTA), misalnya, berbagai negara anggota perlu
melakukan penyesuaian internal agar dapat memenuhi standar

regional dan mengoptimalkan manfaat dari perdagangan bebas.
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Dari sisi politik dan diplomasi ekonomi, FTA mencerminkan
komitmen negara-negara anggota untuk menjalin hubungan yang
lebih erat dan stabil. Kesepakatan perdagangan bebas seringkali
dijadikan alat negosiasi strategis dalam politik luar negeri,
khususnya untuk memperkuat posisi tawar suatu negara di tengah
dinamika geopolitik global (Bhagwati, 2008). Selain itu, keberadaan
FTA juga dapat mempercepat aliran investasi asing langsung
(foreign direct investment), karena pasar yang lebih luas dan bebas
hambatan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor.

Namun, penting untuk disadari bahwa dampak kawasan
perdagangan bebas tidak selalu positif bagi semua pihak. Distribusi
manfaat yang tidak merata antar wilayah dan kelompok masyarakat
dapat menimbulkan ketimpangan dan resistensi sosial. Oleh karena
itu, dalam implementasi FTA perlu dirancang kebijakan pengaman
(safeguards) dan program pendampingan bagi sektor-sektor yang
rentan terdampak (Winters, 2004). Dalam konteks agribisnis, ini
bisa berupa subsidi pupuk, pelatihan teknologi produksi, atau
pembukaan akses keuangan bagi petani kecil.

Indonesia sendiri telah bergabung dalam berbagai kawasan
perdagangan bebas, baik yang bersifat bilateral maupun regional.
Keikutsertaan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk
meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat posisi dalam

rantai nilai global. Namun, agar manfaat kawasan perdagangan
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bebas dapat dirasakan secara maksimal oleh pelaku agribisnis,
dibutuhkan sinergi antara kebijakan perdagangan, pertanian, dan
pembangunan daerah (Ministry of Trade, 2020).

Dengan memahami konsep dasar kawasan perdagangan
bebas, pelaku agribisnis diharapkan mampu mengantisipasi
dinamika perdagangan internasional serta menyiapkan strategi
adaptif dan inovatif. Edukasi, penguatan kelembagaan petani, serta
peningkatan kapasitas produksi menjadi kunci agar sektor agribisnis
tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam lanskap
perdagangan bebas global.

9.2 Jenis-Jenis Kawasan Perdagangan Bebas

Kawasan perdagangan bebas (free trade area/FTA)
merupakan bentuk kerja sama ekonomi antar negara yang bertujuan
untuk menghapuskan hambatan tarif dan non-tarif dalam
perdagangan barang dan jasa di antara negara-negara anggotanya.
Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis kawasan
perdagangan bebas yang berbeda tingkat integrasi ekonominya.
Pengklasifikasian ini penting untuk memahami cakupan dan
kedalaman kerja sama yang dibangun antarnegara (Carbaugh,
2021).

Jenis pertama yang paling sederhana adalah Free Trade Area
(FTA) itu sendiri, di mana negara-negara anggota sepakat untuk

menghapus tarif perdagangan di antara mereka, namun tetap
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memiliki kebijakan perdagangan masing-masing terhadap negara
non-anggota. Contoh terkenal dari FTA adalah ASEAN Free Trade
Area (AFTA), yang memungkinkan arus barang bebas antar negara
ASEAN, tetapi masing-masing negara tetap mempertahankan tarif
berbeda terhadap negara luar (Salvatore, 2020).

Jenis kedua adalah Customs Union, yang tidak hanya
menghapus tarif di antara negara anggota, tetapi juga menyepakati
tarif eksternal bersama (common external tariff) terhadap negara
non-anggota. Uni Bea Cukai ini memberikan konsistensi dalam
kebijakan perdagangan luar. Uni Eropa pada awal pembentukannya
merupakan contoh nyata dari bentuk ini (Krugman and Obstfeld,
2018).

Selanjutnya, terdapat Common Market yang lebih maju dari
Customs Union. Selain penghapusan hambatan perdagangan dan
penerapan  tarif eksternal bersama, Common  Market
memungkinkan mobilitas bebas faktor produksi seperti tenaga kerja
dan modal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi
yang lebih tinggi dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif
antarnegara (Baldwin and Wyplosz, 2020).

Tahapan integrasi berikutnya adalah Economic Union, yaitu
kerja sama ekonomi yang meliputi penyatuan kebijakan ekonomi
dan moneter. Negara-negara anggota E£conomic Union tidak hanya
membebaskan arus barang dan jasa serta faktor produksi, tetapi

e
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juga mengadopsi kebijakan fiskal dan moneter yang selaras, bahkan
dalam beberapa kasus menggunakan mata uang yang sama. Uni
Eropa saat ini menjadi contoh utama dari bentuk ini (Appleyard,
Field and Cobb, 2017).

Yang paling maju adalah Political Union, yaitu bentuk kerja
sama di mana negara-negara anggota tidak hanya bersatu dalam hal
ekonomi tetapi juga politik. Ini mencakup lembaga-lembaga
pemerintahan bersama dan otoritas supranasional. Meskipun
bentuk ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik modern,
konsepnya menunjukkan arah integrasi tertinggi dalam kerja sama
regional (Hill, 2019).

Setiap jenis kawasan perdagangan bebas memiliki kelebihan
dan tantangan tersendiri. FTA relatif lebih mudah dibentuk karena
tidak menuntut penyatuan kebijakan luar negeri, namun dapat
menimbulkan trade deflection jika tidak diimbangi dengan aturan
asal barang (rules of origin). Di sisi lain, bentuk yang lebih tinggi
seperti Economic Union memerlukan tingkat kepercayaan dan
koordinasi yang tinggi antarnegara anggota (Pomfret, 2011).

Pemahaman tentang jenis-jenis kawasan perdagangan bebas
sangat penting dalam konteks agribisnis internasional, karena
setiap bentuk kerja sama membawa dampak yang berbeda terhadap
aliran produk pertanian lintas negara, baik dari sisi akses pasar,

standar mutu, maupun regulasi. Oleh karena itu, agribisnis di negara
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berkembang perlu memahami lanskap kerja sama ini untuk
memaksimalkan manfaat dari liberalisasi perdagangan kawasan

(Josling and Tangermann, 2009).
9.3 Peran Organisasi Regional dalam Pengembangan

Kawasan Perdagangan Bebas

Organisasi regional memainkan peran sentral dalam
mendorong terbentuknya kawasan perdagangan bebas (Free Trade
Area/FTA) dengan menciptakan platform kerja sama ekonomi yang
terkoordinasi antarnegara di wilayah tertentu. Organisasi seperti
ASEAN, Uni Eropa (EU), NAFTA (kini USMCA), dan MERCOSUR
telah terbukti efektif dalam mengurangi hambatan tarif dan
nontarif antarnegara anggota, sekaligus memperkuat daya saing
kawasan secara kolektif (Baldwin, 2016). Inisiatif-inisiatif ini tidak
hanya menciptakan pasar yang lebih besar, tetapi juga
meningkatkan efisiensi ekonomi melalui spesialisasi dan integrasi
produksi.

ASEAN Free Trade Area (AFTA), misalnya, dibentuk untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi
kawasan Asia Tenggara dalam perdagangan global. Melalui skema
Common Effective Preferential Tariff (CEPT), AFTA berhasil
menurunkan tarif antarnegara ASEAN hingga di bawah 5% untuk
sebagian besar produk (ASEAN Secretariat, 2019). Ini

memperlihatkan bahwa kerja sama regional dapat menciptakan
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dampak nyata dalam meningkatkan arus barang dan jasa, serta
menarik investasi asing langsung (FDI).

Organisasi regional juga menyediakan kerangka kelembagaan
untuk menyelesaikan perselisihan dagang secara damai, sekaligus
memfasilitasi harmonisasi regulasi teknis, sanitasi, dan standar
mutu antarnegara. Dalam konteks ini, peran sekretariat atau
lembaga pengawas regional sangat penting dalam memastikan
kepatuhan anggota terhadap komitmen liberalisasi yang telah
disepakati (Langhammer and Hiemenz, 1990). Misalnya, di Uni
Eropa, Mahkamah Eropa bertindak sebagai otoritas hukum
supranasional yang dapat menengahi sengketa perdagangan
antarnegara anggota.

Selain itu, organisasi regional juga memperkuat negosiasi
kolektif di tingkat global. Blok dagang seperti EU atau ASEAN
memiliki posisi tawar yang lebih kuat ketika bernegosiasi dengan
mitra dagang besar seperti China atau Amerika Serikat. Melalui
pendekatan kolektif, negara-negara anggota dapat menyuarakan
kepentingan regional secara lebih efektif dalam forum global seperti
WTO (Mattli, 1999).

Namun demikian, efektivitas organisasi regional dalam
mendukung kawasan perdagangan bebas sangat tergantung pada
komitmen politik dan kapasitas kelembagaan negara-negara

anggotanya. Ketimpangan ekonomi antarnegara anggota bisa
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menjadi kendala serius dalam integrasi regional, karena negara yang
lebih maju cenderung mendominasi arus perdagangan dan investasi
(Schiff and Winters, 2003). Oleh karena itu, perlu ada mekanisme
kompensasi atau dukungan pembangunan bagi negara anggota
yang kurang berkembang.

Dalam konteks globalisasi yang semakin kompetitif, peran
organisasi regional juga mengalami transformasi. Banyak dari
mereka kini mengadopsi strategi integrasi ekonomi yang lebih
dalam, seperti penyelarasan kebijakan industri, konektivitas
infrastruktur, dan  integrasi  digital. Transformasi ini
mengindikasikan bahwa kawasan perdagangan bebas bukan lagi
hanya soal penghapusan tarif, melainkan juga menyangkut
pembentukan pasar tunggal yang terintegrasi secara menyeluruh
(Fiorentino, Verdeja and Toqueboeuf, 2007).

Organisasi regional juga menjadi sarana penting untuk
mendorong reformasi struktural domestik. Komitmen dalam
perjanjian regional sering kali mendorong negara anggota untuk
mempercepat reformasi di bidang perpajakan, bea cukai, perizinan
ekspor-impor, dan perlindungan investasi. Dalam jangka panjang, ini
akan meningkatkan daya saing nasional sekaligus memperkuat

fondasi kerja sama regional itu sendiri (Medalla, 2011).
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Dengan demikian, organisasi regional tidak hanya berperan
sebagai fasilitator teknis dalam pembentukan kawasan
perdagangan bebas, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam
membentuk arsitektur perdagangan global yang lebih inklusif dan
seimbang. Peran ini akan semakin penting di masa depan, terutama
dalam menghadapi tantangan fragmentasi perdagangan dan

meningkatnya proteksionisme di tingkat global.
9.4 Manfaat dan Tantangan Kawasan Perdagangan

Bebas bagi Negara Berkembang

Kawasan perdagangan bebas (free trade area) telah menjadi
sarana penting bagi negara-negara berkembang dalam
mempercepat integrasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan
sektor ekspor. Salah satu manfaat utama yang dirasakan adalah
peningkatan akses pasar ke negara-negara mitra dagang. Dengan
penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, produk dari negara
berkembang dapat bersaing lebih baik di pasar internasional.
Misalnya, keikutsertaan Vietnam dalam ASEAN Free Trade Area
(AFTA) telah meningkatkan nilai ekspornya secara signifikan,
terutama untuk produk-produk manufaktur (Pomfret, 2011).

Kawasan perdagangan bebas juga berkontribusi pada
peningkatan efisiensi produksi melalui spesialisasi dan skala
ekonomi. Ketika negara berkembang terintegrasi dalam pasar

regional atau global, mereka dapat memfokuskan produksi pada
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sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Hal ini sejalan
dengan teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David
Ricardo, di mana spesialisasi akan menghasilkan efisiensi dan
keuntungan perdagangan yang lebih besar (Krugman and Obstfeld,
2018).

Di sisi lain, keterlibatan dalam kawasan perdagangan bebas
turut mendorong masuknya investasi asing langsung ( foreign direct
investment/FDI). Perusahaan multinasional cenderung tertarik
menanamkan modal di negara yang menjadi bagian dari FTA karena
adanya kemudahan akses ke pasar regional yang lebih luas. Contoh
nyata adalah peningkatan FDI ke Meksiko setelah bergabung dalam
North American Free Trade Agreement (NAFTA), yang membantu
membangun sektor otomotif dan elektronik (Gallagher and Zarsky,
2007).

Namun demikian, manfaat tersebut tidak datang tanpa
tantangan. Salah satu tantangan terbesar bagi negara berkembang
adalah daya saing industri domestik yang masih lemah. Ketika
hambatan perdagangan dihapus, produk asing yang lebih murah dan
berkualitas bisa membanijiri pasar lokal, menekan industri kecil dan
menengah yang belum efisien. Hal ini dapat menyebabkan
deindustrialisasi dini jika tidak diimbangi dengan kebijakan

industrialisasi yang tepat (Rodrik, 2018).
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Tantangan lain adalah ketimpangan manfaat antar sektor dan
wilayah dalam negara berkembang. Sering kali, hanya sektor
tertentu seperti pertambangan atau perkebunan besar yang mampu
mengambil keuntungan dari pasar bebas, sedangkan sektor
pertanian rakyat dan UMKM justru mengalami tekanan. Ini
menciptakan ketimpangan pendapatan yang dapat memicu gejolak
sosial dan ekonomi (Sachs, 2005).

Masalah lain yang muncul adalah lemahnya kapasitas institusi
dan regulasi dalam menangani dinamika perdagangan bebas.
Negara berkembang sering kali belum memiliki sistem hukum yang
kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual, keamanan pangan,
atau standar produk. Hal ini dapat menjadi hambatan tersendiri
dalam mengoptimalkan manfaat dari kawasan perdagangan bebas
(Hoekman and Kostecki, 2009).

Selain itu, ketergantungan pada ekspor komoditas primer di
banyak negara berkembang menjadikan mereka rentan terhadap
fluktuasi harga di pasar global. Walaupun perdagangan bebas
membuka akses pasar, tanpa diversifikasi produk dan peningkatan
nilai tambah, negara-negara ini tetap berada dalam posisi yang

lemah dalam rantai nilai global (Kaplinsky, 2005).

Oleh karena itu, untuk dapat memaksimalkan manfaat

kawasan perdagangan bebas, negara berkembang perlu
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membangun strategi nasional yang komprehensif. Ini mencakup
peningkatan daya saing industri domestik, reformasi kelembagaan,
serta kebijakan redistribusi yang adil agar manfaat perdagangan

bebas dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

9.5 Kawasan Perdagangan Bebas dan Ketahanan

Pangan Nasional

Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Areas/FTA) telah
menjadi instrumen penting dalam mendorong efisiensi dan
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses pasar dan
penurunan tarif. Namun, integrasi ekonomi yang lebih dalam melalui
FTA juga menghadirkan tantangan serius bagi ketahanan pangan
nasional, khususnya di negara-negara berkembang yang memiliki
struktur pertanian rentan. Ketahanan pangan bukan hanya soal
ketersediaan pangan, tetapi juga akses, stabilitas, dan utilisasi, yang
kesemuanya bisa terpengaruh oleh dinamika perdagangan bebas
(FAOQ, 2020).

Liberalisasi perdagangan dalam kerangka FTA seringkali
mengakibatkan masuknya produk pangan impor dengan harga lebih
murah. Hal ini dapat melemahkan daya saing petani lokal karena
harga domestik tidak mampu bersaing dengan produk impor,
terutama dari negara-negara dengan subsidi pertanian yang tinggi.
Ketergantungan yang berlebihan terhadap impor bahan pangan

pokok dapat menjadi ancaman serius jika terjadi gangguan pasokan
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global, seperti konflik internasional, pandemi, atau perubahan iklim
(Clapp, 2017).

Di sisi lain, kawasan perdagangan bebas juga membuka
peluang peningkatan ekspor komoditas unggulan pertanian
nasional. Negara-negara seperti Indonesia memiliki potensi besar
dalam ekspor produk seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan rempah-
rempah. Akses ke pasar regional seperti ASEAN-China FTA dan
RCEP memungkinkan diversifikasi tujuan ekspor serta perbaikan
nilai tambah produk pertanian (Ministry of Trade Indonesia, 2022).
Namun, hal ini tetap memerlukan strategi penguatan hulu-hilir
agribisnis nasional agar tidak hanya menjadi eksportir bahan
mentah.

Salah satu risiko terbesar FTA terhadap ketahanan pangan
adalah potensi deindustrialisasi sektor pertanian. Saat petani kecil
tidak mampu bersaing, mereka akan kehilangan pendapatan dan
beralih ke sektor informal atau meninggalkan sektor pertanian sama
sekali. Fenomena ini dapat memperlemah kapasitas produksi
pangan nasional dan membuat negara lebih bergantung pada impor
dalam jangka panjang (Wise, 2019). Oleh karena itu, perlindungan
strategis terhadap petani skala kecil sangat krusial.

Pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan pangan dan
pertanian secara komprehensif agar liberalisasi perdagangan tidak

berdampak negatif pada ketahanan pangan. Kebijakan tersebut bisa
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mencakup subsidi input pertanian, insentif ekspor, penguatan
koperasi petani, serta investasi dalam riset dan inovasi pertanian.
Dukungan terhadap infrastruktur logistik dan pasar juga akan
menentukan sejauh mana petani lokal bisa terintegrasi dalam
sistem perdagangan bebas (World Bank, 2021).

Ketahanan pangan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan
negara dalam menjaga stabilitas harga pangan domestik. Dalam
konteks FTA, fluktuasi harga global dapat dengan cepat
ditransmisikan ke dalam negeri. Negara-negara seperti Vietnam dan
Thailand menetapkan mekanisme buffer stock dan price
stabilization sebagai bagian dari respons terhadap risiko tersebut
(OECD, 2020). Indonesia juga dapat mengadopsi pendekatan
serupa melalui lembaga seperti BULOG.

Sistem peringatan dini dan kerangka regulasi perdagangan
yang fleksibel sangat diperlukan agar negara bisa mengaktifkan
pengamanan sementara (safeguard measures) terhadap lonjakan
impor atau gejolak harga. Pengalaman dari berbagai negara
menunjukkan bahwa FTA harus diimbangi dengan perangkat
perlindungan domestik yang disesuaikan dengan kondisi lokal,
sehingga integrasi pasar tidak mengorbankan tujuan pembangunan

berkelanjutan (UNCTAD, 2019).
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Dengan demikian, hubungan antara kawasan perdagangan
bebas dan ketahanan pangan bersifat kompleks dan perlu dikelola
secara cermat. Strategi pembangunan agribisnis yang inklusif dan
berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa keterlibatan
dalam FTA dapat memperkuat, bukan justru melemahkan, fondasi

ketahanan pangan nasional di masa depan.
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BAB 10
PROSES PEMASARAN PRODUK EKSPOR

10.1 Konsep Pemasaran

Pemasaran dan penjualan produk ekspor pada sektor
agribisnis merupakan kegiatan strategis yang berdampak langsung
terhadap kinerja ekonomi suatu negara di pasar internasional.
Pemasaran yang serbaguna tidak hanya mencakup penjualan, tetapi
juga riset yang mendalam mengenai strategi harga, pilihan saluran
distribusi, serta promosi yang tepat. Dalam scope agribisnis, para
eksportir harus lebih peka terhadap tantangan perbedaan budaya,
perdagangan industri internasional, dan kebijakan lainnya yang
mencakup banyak perundangan. Maka dari itu, para pelaku
agribisnis dituntut untuk memperhatikan perubahan pasar
internasional agar dapat berkolaborasi secara berimbang dengan
eksportir dan konsumen internasional (Kotler & Keller, 2016;
Cateora et al., 2020).

Pada dasarnya, salah satu kesalahan terberat dalam strategi
pemasaran produk ekspor agribisnis adalah tidak mendukungnya
dengan riset pasar yang memadai. Melalui sarana riset, eksportir
bisa mendapatkan informasi tentang kebutuhan dan preferensi

konsumen pada pasar yang ditargetkan, serta peluang pasar yang
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masih terbuka, selanjutnya dapat menganalisis proporsional terkait
regulasi pasar atau peraturan pemerintah di negara-negara tujuan
seperti persyaratan kualitas produk atau sertifikasi yang diwajibkan
untuk didapatkan sehingga mereka bisa menyesuaikan produk
dengan permintaan pasar yang lebih spesifik (Cateora, Gilly, &
Graham 2016; Griffin & Pustay, 2010).

Penetapan harga jual adalah aspek terpenting dalam dunia
pemasaran termasuk dalam kegiatan perdagangan internasional,
harga suatu produk dianggap suatu faktor yang paling krusial dalam
menetapkan strategi pemasaran yang bersifat fleksibel dan dapat
disesuaikan dengan kondisi permintaan, namun demikian penetuan
harga yang sudah tepat tidak dapat menjadi suatu ukuran bahwa
pemasaran yang dilakukan berjalan baik dan semua produk terjual
dipasaran, maka perlu dilakukan suatu pendekatan dalam
penerapan strategi harga berbasis nilai dengan penentuan harga
yang ditentukan berdasarkan tanggapan konsumen, mutu dan
manfaat produk akan memberikan hasil yang lebih baik (Kotler &
Keller, 2016; Griffin & Pustay, 2010).

Saluran  distribusi  merupakan suatu aliran yang
menghubungkan produsen hingga konsumen yang sangat
berhubungan satu sama lain dalam pemasaran produk ekspor
agribisnis yang terdiri dari 2 distribusi yaitu: Distribusi langsung dan

tidak langsung adalah dua jenis distribusi intern yang tersedia dalam
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perdagangan internasional. Eksportir dapat menjual produk mereka
kepada pembeli dan pengecer di negara tujuan melalui metode
langsung. Meskipun demikian, distribusi tidak langsung melibatkan
pihak lain, seperti distributor lokal atau agen yang memiliki
pengetahuan luas tentang pasar (World Trade Organization
[WTQ], 2021; UNCTAD, 2022), dalam konsep saluran distribusi
dikemukakan bahwa semakin banyak perantara yang ikut tergabung
dalam suatu saluran maka saluran tersebut kurang efisien dan
sebaliknya.

Peningkatan ekspor di sektor agribisnis, strategi promosi yang
dipilih harus mempertimbangkan faktor budaya dan perilaku sosial
konsumen di luar negeri. Salah satu metode yang semakin populer
adalah pemanfaatan media sosial, iklan digital, dan media luar ruang.
Strategi ini dianggap lebih efisien dalam menjangkau audiens global
dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode
tradisional (United Nations Conference on Trade and Development
[UNCTAD], 2022; Kotler & Keller, 2016)

10.2 Pemasaran dalam Agribisnis

Pemasaran berperan penting dalam meningkatkan daya saing
produk agribisnis global dengan membantu produk pertanian
memenuhi standar internasional dan selera konsumen global.
Diversifikasi produk dan pengolahan untuk menambabh nilai menjadi

strategi penting, terutama karena pasar internasional, seperti Eropa
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dan Amerika Utara, sangat menghargai kualitas dan keberlanjutan,
termasuk sertifikasi organik atau Fair Trade. Fokus pada
keberlanjutan dalam pemasaran dapat membuka peluang ekspor
yang lebih luas.

Produk yang mematuhi standar internasional cenderung lebih
diterima oleh konsumen global dikarenakan memperhatikan isu
keberlanjutan dan etika perdagangan (Akinwale & Oladele, 2022).
Penerapan teknologi digital dalam pemasaran, seperti penggunaan
media sosial dan platform e-commerce, berpotensi memperluas
akses pasar dan meningkatkan efisiensi distribusi produk.
Kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk distributor
dan pengecer global, sangat penting untuk memperkuat posisi
produk di pasar internasional. Dengan memanfaatkan platform
digital, pemasaran dapat dilakukan langsung kepada konsumen,
mampu memperbaiki interaksi dan mengurangi ketergantungan
pada perantara.

Digitalisasi telah membuka peluang baru yang sangat besar
bagi agribisnis dalam memasuki pasar internasional. Teknologi
digital, seperti e-commerce dan platform digital lainnya,
memungkinkan para produsen pertanian untuk memasarkan produk
mereka secara langsung kepada konsumen global tanpa perlu
bergantung pada perantara atau saluran distribusi tradisional.

Melalui platform e-commerce, petani dan pelaku agribisnis dapat
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memasarkan produk mereka ke pasar global dengan biaya yang lebih
rendah dan efisiensi yang lebih tinggi (McKinsey & Company, 2021).

Selain itu, digitalisasi memungkinkan pelaku agribisnis untuk
memanfaatkan analitik data guna memahami tren pasar secara real-
time. Dengan menggunakan data yang diperoleh dari platform
digital, pelaku agribisnis dapat menyesuaikan produk mereka
dengan preferensi konsumen di berbagai Negara. Hal ini juga
memungkinkan mereka untuk merespons permintaan pasar secara
lebih cepat dan tepat sasaran. World Bank (2020) menyatakan
bahwa digitalisasi memfasilitasi akses yang lebih mudah ke
informasi pasar, yang membantu petani dan eksportir di negara
berkembang untuk memasuki pasar global dengan lebih efisien
(World Bank, 2020).

Diversifikasi produk merupakan strategi penting dalam
menghadapi persaingan pasar global, khususnya di sektor agribisnis.
Dengan mengolah produk mentah menjadi produk olahan bernilai
tambah, seperti jus, selai, atau makanan siap saji, produsen dapat
menarik minat konsumen internasional yang mencari produk
inovatif dan berkualitas. Selain memperluas pasar, diversifikasi juga
membantu melindungi produsen dari fluktuasi harga komoditas
yang sering terjadi pada produk mentah (FAO, 2021).

FAO (2020), menyatakan bahwa ketahanan pangan global
terancam oleh volatilitas iklim dan fluktuasi pasar, yang menuntut
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inovasi  berkelanjutan  dalam  sektor agribisnis  untuk
mempertahankan keberlanjutan. Tantangan yang dihadapi
membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis data
untuk menjaga daya saing produk di pasar internasional. Namun, di
balik tantangan tersebut, pasar agribisnis global juga menawarkan
sejumlah peluang yang signifikan. Permintaan terhadap produk
organik, makanan sehat, dan produk dengan standar keberlanjutan
yang tinggi semakin meningkat di berbagai negara maju

Dube dan Renaghan (2019) peningkatan kesadaran akan
pentingnya keberlanjutan telah membuka peluang pasar baru bagi
produk agribisnis yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial,
hal ini dapat didukung oleh pelaku agribisnis yang dapat
memanfaatkan peluang dengan meningkatkan kualitas produk dan
memenuhi persyaratan sertifikasi internasional dengan mengikuti
tren konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan dan
Kesehatan sehingga akses permintaan terhadap produk pertanian
berkelanjutan meningkatkan.
10.3 Riset Pasar untuk Ekspor Produk Agribisnis

Riset pasar untuk ekspor produk agribisnis adalah langkah
awal yang krusial bagi perusahaan untuk mengidentifikasi potensi
pasar dan memahami tren kebutuhan konsumen di luar negeri.
Melalui riset pasar, pelaku bisnis agribisnis dapat mengumpulkan
data tentang preferensi konsumen, karakteristik pasar, serta
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regulasi yang berlaku di negara tujuan ekspor. Hal ini
memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk dengan selera
pasar yang berbeda dan mengurangi risiko ketidaksesuaian produk.
Menurut Kotler dan Keller (2016), riset pasar adalah dasar yang
sangat penting untuk memahami kebutuhan dan keinginan
konsumen serta untuk mengevaluasi peluang yang tersedia di pasar
internasional

Selain itu, riset pasar juga memungkinkan perusahaan
agribisnis untuk mengidentifikasi pesaing dan menganalisis strategi
yang mereka gunakan dengan informasi yang mendalam tentang
pesaing di pasar internasional, eksportir dapat mengembangkan
keunggulan kompetitif, baik dari sisi kualitas produk maupun
diferensiasi yang lebih menarik bagi konsumen. Pengetahuan
tentang harga, pemasaran, dan distribusi yang dilakukan oleh
pesaing juga sangat berharga dalam menyusun strategi penetrasi
pasar yang lebih efisien. Tull dan Hawkins (2009) menjelaskan, riset
pasar memungkinkan perusahaan untuk memahami secara detail
posisi pesaing dan tren pasar, yang sangat penting dalam
merencanakan strategi pemasaran dan pengembangan produk.

Selain memberikan keuntungan dalam pemasaran dan
strategi kompetitif, riset pasar juga sangat penting untuk
mengurangi risiko yang terkait dengan peraturan dan hambatan
perdagangan internasional. Setiap negara memiliki regulasi yang
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berbeda mengenai standar kualitas, sertifikasi, dan persyaratan
ekspor. Dengan melakukan riset yang menyeluruh, perusahaan
dapat mempersiapkan dokumen dan sertifikasi yang diperlukan
serta menyesuaikan produk dengan standar internasional, sehingga
mengurangi kemungkinan penolakan atau kerugian akibat
ketidaksesuaian. Pindyck dan Rubinfeld (2013), riset pasar yang
mendalam  memberikan  perusahaan  pemahaman  untuk
mengantisipasi dan memenuhi persyaratan pasar internasional yang

seringkali kompleks dan dinamis.

10.4 Teknologi dan Inovasi dalam Pemasaran Produk

Ekspor

Pemasaran produk ekspor merupakan salah satu aspek
penting dalam memperluas pasar global dan meningkatkan daya
saing suatu negara di pasar internasional. Teknologi dan inovasi
memainkan peranan yang sangat besar dalam menciptakan strategi
pemasaran yang lebih efisien dan efektif. Teknologi digital, terutama
internet dan platform e-commerce, telah memungkinkan
perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar mereka secara
global tanpa batasan geografis yang signifikan. Misalnya,
penggunaan media sosial, iklan digital, dan pemasaran berbasis data
memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens yang lebih luas

dan lebih tepat sasaran di berbagai negara (Khan, 2020).
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Salah satu inovasi penting dalam pemasaran produk ekspor
adalah pemanfaatan analitik data canggih. Data yang diperoleh dari
perilaku konsumen online memberikan wawasan berharga mengenai
tren permintaan di berbagai pasar, yang memungkinkan perusahaan
untuk melakukan penyesuaian yang cepat dan tepat dalam
penawaran mereka (Chaffey, 2020). Teknologi ini tidak hanya
meningkatkan efisiensi pemasaran, tetapi juga mengurangi risiko
kegagalan saat memasuki pasar baru.

Inovasi lainnya yang sangat penting dalam pemasaran produk
ekspor adalah penggunaan platform e-commerce global seperti
Amazon, Alibaba, dan eBay. Platform ini memungkinkan perusahaan
untuk menjual produk mereka langsung kepada konsumen di
seluruh dunia tanpa harus memiliki toko fisik di negara tujuan. E-
commerce telah mengubah paradigma pemasaran tradisional
dengan memberikan peluang bagi perusahaan kecil dan menengah
untuk mengakses pasar internasional dengan biaya yang lebih
rendah dan proses yang lebih efisien (Pereira et al., 2019). Dalam
hal ini, teknologi tidak hanya membantu dalam distribusi, tetapi juga
dalam transaksi dan pembayaran lintas negara.

Selain itu, teknologi berbasis kecerdasan buatan (Al) telah
membawa inovasi dalam cara perusahaan mempersonalisasi
pengalaman pelanggan. Dengan menggunakan Al, perusahaan

dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih akurat
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berdasarkan perilaku konsumen dan preferensi mereka. Al juga
memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan harga dan
promosi secara real-time, meningkatkan kemungkinan transaksi
yang lebih tinggi di pasar ekspor (Binns, 2021).

Teknologi memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan
komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab
sosial dengan cara yang lebih transparan. Misalnya, penggunaan
blockchain untuk melacak asal-usul produk atau teknologi ramah
lingkungan dalam proses produksi dapat menarik konsumen yang
lebih sadar akan isu-isu keberlanjutan di pasar global (Morris,
2021). Dengan demikian, teknologi dan inovasi dalam pemasaran
produk ekspor bukan hanya mempermudah akses pasar, tetapi juga
membantu perusahaan untuk membangun reputasi yang baik dan
meningkatkan daya saing secara global.

10.5. Tantangan dalam Pemasaran Produk Ekspor
Agribisnis

Pemasaran produk ekspor agribisnis dihadapkan pada
sejumlah tantangan yang kompleks yang memengarubhi efisiensi dan
daya saing produk di pasar global. Salah satu tantangan utama
adalah ketergantungan pada faktor alam, seperti perubahan iklim
dan bencana alam. Komoditas pertanian, seperti kopi, kelapa sawit,
dan kakao, sangat sensitif terhadap kondisi cuaca, yang dapat

mempengaruhi hasil panen dan kualitas produk. Perubahan iklim
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yang ekstrim, seperti kekeringan atau banjir, dapat menyebabkan
fluktuasi besar dalam pasokan, sehingga memengaruhi harga dan
ketersediaan produk di pasar internasional. Oleh karena itu,
ketidakpastian produksi menjadi hambatan besar bagi eksportir
agribisnis dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga (Gereffi &
Fernandez-Stark, 2016).

Tantangan lain yang sering dihadapi oleh perusahaan
agribisnis dalam memasarkan produk ekspor adalah kerumitan
regulasi dan standar kualitas yang bervariasi antar negara. Setiap
negara memiliki persyaratan ketat terkait dengan keamanan
pangan, pengendalian residu pestisida, dan sertifikasi organik yang
harus dipenuhi oleh eksportir. Proses ini sering kali memerlukan
biaya yang signifikan dan waktu yang lama, yang dapat menghambat
daya saing di pasar global (Bremmer, 2019).

Menghadapi tantangan logistik yang mejadi factor penting
dalam pemasaran produk ekspor agribisnis. Produk pertanian sering
kali memiliki umur simpan yang terbatas, dan pengiriman yang
terlambat atau tidak sesuai dapat merusak kualitasnya. Sebagai
contoh, buah-buahan dan sayuran segar memerlukan pengiriman
cepat dengan fasilitas penyimpanan yang tepat untuk menjaga
kesegarannya. Pada beberapa negara berkembang, infrastruktur
yang kurang memadai dapat meningkatkan biaya logistik dan
menurunkan efisiensi pengiriman, yang akhirnya berdampak pada
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daya saing produk agribisnis di pasar internasional (Hummels,
2018).

Negara yang memiliki posisi yang kuat dalam produksi
komoditas pertanian ekspor kopi sebagai komoditas utamanya
yaitu: Brasil, Vietnam, dan Thailand, negara tersebut harus bersaing
tidak hanya dalam hal harga, tetapi juga kualitas, branding, dan
praktik pertanian berkelanjutan, oleh karena itu, inovasi dalam
produk, pemasaran digital, dan diferensiasi menjadi sangat penting
untuk memenangkan persaingan di pasar global (Keenan, 2020).

Permasalahan keberlanjutan lingkungan penting untuk
diperhatikan dalam pemasaran produk ekspor agribisnis. hal ini
terlihat dari konsumen semakin memperhatikan dampak lingkungan
dari produk yang mereka beli, dan banyak pasar yang menerapkan
kebijakan untuk mendukung produk ramah lingkungan dan
berkelanjutan. Hal ini mendorong eksportir agribisnis untuk
beradaptasi dengan tren keberlanjutan, seperti menggunakan
teknologi ramah lingkungan dalam produksi dan pengolahan
produk. Selain itu, perusahaan agribisnis juga dihadapkan pada
kebutuhan untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan, yang
meskipun membuka peluang baru, juga memerlukan investasi besar
dalam hal teknologi dan manajemen sumber daya alam (Rasche et

al,, 2020).
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BAB 11
STANDAR MUTU PRODUK EKSPOR

“Mutu tidak pernah kebetulan; ia selalu lahir dari niat, upaya, dan
standar yang jelas.”

(William A. Foster)

11.1 Mengapa Standar Mutu Penting?

Perdagangan agribisnis internasional bagaikan pintu gerbang
yang hanya bisa dilalui jika produk pertanian, peternakan, dan
perikanan memiliki paspor—memenuhi standar mutu dan
keamanan pangan—ke negara tujuan. Standar menjamin keamanan,
konsistensi mutu organoleptik, dan keberlanjutan lingkungan,
sekaligus membuka akses pada harga yang lebih tinggi. Tanpa
“paspor” tersebut, suatu produk tidak akan diizinkan memasuki
pasar negara lain. Standar mutu tersebut mulai dari batas aman
penggunaan pestisida, operasional kebersihan di pabrik pengolahan,
kesejahteraan karyawan, hingga standar mutu yang mengharuskan
adanya perhatian atas kesejahteraan hewan yang hidup dalam
ekosistem perusahaan.

Ketika standar ini dipenuhi, pintu pasar berdaya beli tinggi

seperti Eropa, Amerika, dan Jepang langsung terbuka. Dampaknya
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sangat nyata dapat dirasakan hingga tingkat rumah tangga

produsen.

Studi Kasus

* Petani kopi di Aceh yang mampu menerapkan Good
Agricultural Practices (GAP) dalam standar mutu produknya
telah menerima harga lebih tinggi 20 persen dibanding pasar

lokal.?

Secara konseptual, mutu menandakan sejauh mana produk
memenuhi harapan konsumen atau pihak terkait mulai secara fisik
bentuk berupa penampilan produk yang diinginkan konsumen
maupun non fisik berupa sertifikat mutu yang dimiliki produk
tersebut agar konsumen merasa aman mengonsumsi produk
tersebut.

Standar keamanan kualitas makanan membantu pengolah
produk makanan beroperasi sesuai dengan perjanjian dan peraturan
komersial serta mengurangi jumlah kejadian yang merusak
keamanan makanan (Okpala dan Korzeniowska, 2023; Olkiewicz,
2015). Menurut Food and Agriculture Organization (FAO),
International Organization for Standardization (ISO) menetapkan
standar sebagai kesepakatan terdokumentasi yang berisi spesifikasi
teknis atau kriteria yang digunakan secara konsisten sebagai aturan,
pedoman, atau definisi, untuk memastikan bahwa bahan, produk,

proses dan layanan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Standar
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pada produk pertanian ditambahkan FAO dapat berupa standar
produk yakni spesifikasi teknis produk akhir dan standar proses
yakni tata cara dalam budidaya, pemanenan atau pasca panen?,
sehingga dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan tujuan akhir
sedangkan standar mutu adalah instrumen objektif teknis untuk
mengukur dan memastikan agar dapat mencapai mutu yang
dimaksud sebagai tujuan akhirnya. Peran standar mutu dalam
perdagangan agribisnis internasional sangat penting dan strategis
karena menjadikan pemahaman antara produsen, importir, dan

konsumen lintas negara dalam satu perspektif yang sama.

Studi Kasus

* Produsen wudang windu di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menerapkan standar
mutu ramah lingkungan, saat ini telah mampu menembus
pasar ekspor di Uni Emirat Arab, Jepang, China, dan Singapura

dengan nilai ekspor 15 kontainer per tahun.*

Bagi produsen, standar mutu dapat meningkatkan akses pasar
dan daya saing produk yang dimiliki. Dengan menerapkan standar
seperti GAP, HACCP, ISO 22000 atau sertifikat organik, produsen
dapat mengirim produknya ke negara-negara tujuan dan diterima di
negara tujuan dengan harga premium karena telah memenuhi

persyaratan teknis seperti batas residu pestisida, metode
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penanganan material (material handling), dan keberlanjutan dari
usaha produksinya.

Pada pihak importir, kepemilikin standar mutu dapat
mengurangi risiko dan biaya transaksi. Sertifikasi merupakan wujud
dari adanya jaminan mutu yang terstandar pada suatu produk atau
suatu rangkaian proses produksi, importir lebih mudah mengetahui
mutu suatu produk melalui sertifikasi yang menempel pada
produknya sehingga importir dapat memvalidasi mutu tanpa harus
memeriksa secara manual. Jaminan mutu ini akan menghindarkan
importir dari denda atau kasus hukum internasional.

Di sisi konsumen, adanya standar mutu memberikan
perlindungan dan kepercayaan bahwa produk pangan yang
dikonsumsi aman dari pencemaran mikroba, kontaminasi kimia atau
fisik. Informasi transparan juga menjadi hak konsumen yang
disampaikan melalui label mutu yang ada pada produk seperti label
“Organics”, “Halal”, “Eco-Label”, “QA”, “HACCP Certified”, dan
“Rainforest Alliance People & Nature”.

Produk yang berstandar mutu memiliki akses pintu masuk ke suatu
pasar yang lebih premium, di saat yang bersamaan produk tersebut
memiliki daya saing bila dibandingkan produk-produk yang belum

memiliki standar mutu dan tidak bisa menjangkau pasar yang dituju.
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Studi Kasus

*  Produsen mangga gedong gincu Jawa Barat yang telah
memenuhi standar internasional yang didukung oleh
rekomendasi Balai Karantina sehingga diperbolehkan dikirim
ke Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)
Jepang. Terpenuhinya standar internasional ini berdampak
pada harga dan ujungnya pada meningkatnya pendapatan
keluarga produsen mangga gedong gincu terstandar ekspor di
wilayah Sumedang, Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan
Indramayu. >°

* Importir di Jepang merasa tenang karena tidak harus melalui
pemeriksaan atau karantina ulang di pelabuhan bagi barang
yang telah memenuhi standar yang ditentukan.

* Konsumen masyarakat Jepang dapat menikmati mangga segar
tanpa khawatir teracuni oleh sisa pestisida ataupun adanya

bekas gigitan lalat buah pada buah mangga dari Indonesia.

11.2 Regulasi Standar Mutu di Pasar Dunia

Penerapan standar mutu pada produk ekspor dilakukan untuk
menaati regulasi global lintas negara di dunia. Beberapa organisasi
internasional yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan
regulasi perdagangan internasional pada aspek standar mutu

produk antara lain:
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1. Organisasi Perdagangan Dunia / World Trade Organization
(WTO)

2. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) / United Nations (UN)
melalui FAO dan WHO

3. Perjanjian Perdagangan Regional / Kawasan tertentu

Pada organisasi perjanjian perdagangan regional di Kawasan
tertentu pada umumnya memiliki kesepakatan untuk kepentingan
ekonomi di negara-negara anggota. Beberapa contoh organisasi
Kawasan tersebut antara lain:

1) Uni Eropa (EU — European Union) melalui Komisi Eropa (EC
— European Commission)

2) Amerika Utara (Amerika Serikat-Kanada-Meksiko) dengan
USMCA (dahulu NAFTA — North America Free Trade Area)

3) ASEAN melalui ATIGA, ACFTA, AKFTA, AIFTA, AANZFTA
dan lainya.

Uni Eropa dan Komisi Eropa (European Commission) adalah
dua entitas yang berbeda namun terkait erat. Uni Eropa adalah
organisasi yang terdiri dari negara-negara Eropa, sedangkan Komisi
Eropa adalah salah satu dari Lembaga utama Uni Eropa yang
berfungsi sebagai badan eksekutif mewakili kepentingan bersama
Uni Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa ini memiliki
kedaulatan masing-masing namun mereka sepakat untuk

bekerjasama dalam banyak hal di bawah naungan Uni Eropa. Secara
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umum penetapan regulasi standar mutu dari organisasi-organisasi
internasional ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil dan
terbuka dan melindungi konsumen dan lingkungan.

Beberapa regulasi global diantaranya WTO Agreement on
Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), Technical Barriers to
Trade (TBT), dan Global G.A.P. Regulasi ini berbeda maksud dan
tujuannya, misalkan pada SPS yang fokus pada keamanan hayati
dan pangan, TBT mengatur aspek teknis lainnya seperti label dan
kemasan” dan Global G.AP versi baru yang menekankan
outcome-oriented approach dan rencana perbaikan berkelanjutan®,
Regulasi-regulasi ini yang dapat menentukan suatu produk—
semisal kopi Arabika Gayo Indonesia—yang hendak masuk pasar
Uni Eropa, maka produsen kopi wajib mematuhi regulasi dengan
membuktikan kebijakan dalam penggunaan pestisida melalui
sertifikat G.A.P. dari badan atau lembaga terakreditasi
internasional. G.A.P adalah suatu standar, bukan sertifikasi, tetapi
dapat disertifikasi melalui skema sertifikasi G.A.P misalnya oleh
GlobalG.A.P., IndoGAP, dan sebagainya.

Pada contoh kasus WTO Agreement on Sanitary and
Phytosanitary Measures (SPS), negara-negara yang menjadi
anggota WTO?® saja yang sepakat bahawa setiap negara berhak
menerapkan tindakan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan,
dan tumbuhan, asalkan tidak digunakan secara diskriminatif atau
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terselubung terhadap perdagangan internasional, sehingga negara-
negara diluar keanggotaan WTO tidak harus menaati ini selama
negara yang dituju juga bukan anggota WTO.

Produk yang dipasarkan lintas negara harus memenuhi berbagai
persyaratan administratif dan teknis, seperti pengujian dan
sertifikasi, ini akan mungkin berbeda antara satu negara dengan
negara lain. Technical Barriers to Trade (TBT) atau kendala teknis
terhadap perdagangan yang ditetapkan suatu negara—seperti
contoh label “SNI (Standar Nasional Indonesia)” di Indonesia untuk
produk impor, label batas residu pestisida pada teh impor di Jepang,
dan label “eco-design” Uni Eropa untuk peralatan rumahtangga—
bertujuan menciptakan perdagangan yang adil dan setara dengan
meminimalkan hambatan yang timbul akibat perbedaan regulasi

teknis antar negara.

Studi Kasus

* WTO SPS° ditaati oleh 166 anggota diantaranya Amerika
Serikat, Jepang, Jerman, Brasil, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab
Saudi, dan semua negara ASEAN tergabung dalam WTO. Di
situs resmi Departemen Pertanian Republik Afrika Selatan®
ditampilkan Standar Ekspor Impor Pangan yang harus
memenuhi SPS Agreement dengan tiga perusahaan pelaksana
antara lain The International Plant Protection Convention
(IPPC), The World Organisation for Animal Health (OIE), The

Codex Alimentarius Commission (Codex)*?.
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*  Technical Barriers to Trade (TBT) ditampilkan pada situs resmi
ASEAN Trade Repository®? untuk memudahkan perusahaan
mencari berbagai regulasi di suatu negara di ASEAN yang
harus dipenuhi untuk produk impornya.

e Global G.A.P. diterapkan secara sukarela, tetapi menjadi
persyaratan wajib tidak tertulis jika ingin masuk ke
supermarket besar di Eropa seperti Tesco, Aldi, dan

Carrefour®. Terdapat lebih dari 135 negara memiliki produsen

yang telah tersertifikat Global G.A.P.*,

11.2.1 Uni Eropa

Di wilayah Uni Eropa ditetapkan suatu standar pada mutu
produk yang menjadi komoditas perdagangan di wilayah negara-
negara anggota Uni Eropa, standar ini bisa saja berbeda dengan
standar mutu yang ditetapkan oleh regulasi kawasan negara lainnya
untuk negara-negara anggota-anggotanya. Di Uni Eropa beberapa
regulasi terkait standar mutu antara lain The European Food Safety
Authority’s (EFSA’s), EU Regulation 2023/1115 on deforestation-
free products?®, The European Green Deal*® oleh The European
Commission (EC)Y’, dan EU Deforestation Regulation (EUDR)?®>.
Peraturan-peraturan Uni Eropa dibuat dengan harapan kebaikan
lingkungan seperti dapat menurunkan emisi gas rumah kaca dan
hilangnya keanekaragaman hayati melalui pembuatan peraturan

atau batasan yang diwajibkan kepada produsen untuk dipatuhi

I
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dalam memasuki pasar Eropa. Ketika suatu produk telah memenubhi
standar mutu yang ditetapkan oleh Komisi Eropa maka produk
tersebut tidak akan terkendala saat pengiriman dari pelaku ekspor
ke tujuan pelabuhan atau bandara internasional untuk sampai di
penerimanya. Beberapa kendala contohnya produk pangan terkena
ambang batas kandungan pestisida yang ditetapkan Komisi Eropa
saat pemeriksaan di pelabuhan, maka produk tersebut tidak dapat

meneruskan perjalanan ke negara tujuan di Eropa.

Studi Kasus

* Pada regulasi EUDR yang ditetapkan pada 29 Juni
2023 untuk berlaku pada Januari 2025 ini telah mengalami
gelombang protes dari Pemerintah Indonesia pada April 2024
dan negara lainnya seperti Brasil, Malaysia dan Amerika
Serikat. Para negara produsen ini khawatir terhadap beberapa
poin permasalahan diantaranya:

a) masuknya petani kecil ke dalam rantai pasokan
komoditas

b) kesenjangan analisis antara ketentuan EUDR
dengan standar nasional (ISPO dan MSPO)

c) alat ketertelusuran yang dikembangkan oleh
negara produsen (traceability tools)

d) country benchmarking yang belum tersedia

sumber data dan metodologinya.
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* Uni Eropa menyatakan penundaan pemberlakuan
undang-undang untuk mengatasi deforestasi global di negara
eksportir kopi, kakao, kedelai, daging sapi, kayu, karet dan

minyak sawit menjadi tahun 2026.%8

11.2.2 Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) memiliki badan-badan pengatur untuk
menjamin mutu dan keamanan produk impornya, antara lain USDA
(Departemen Pertanian AS), US DHHS (Departemen Kesehatan
dan Layanan Kemanusiaan AS), dan EPA (Badan Perlindungan
Lingkungan AS). Departemen Pertanian AS bertanggungjawab atas
penerapan standar mutu produk pertanian, daging, dan hasil alam
lainnya. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS
melalui FDA (Food and Drug Administration) menetapkan batas
aman untuk kontaminan, zat aditif, dan label nutrisi pada produk
pangan dan mengatur produk impor yang harus memenuhi standar
mutu aman pangan ASY. EPA bertugas menetapkan batas residu
pestisida dan standar lingkungan®. Lembaga atau badan ini
memastikan bahwa setiap produk impor sesuai dengan regulasi
yang ketat dan syarat teknis yang terpenuhi agar dapat dijual di
pasar AS.

USDA Grades & Standards adalah sistem klasifikasi mutu

wajib dan sukarela untuk berbagai komoditas. Kepatuhan terhadap
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standar ini sangat penting dalam proses customs clearance di
pelabuhan AS, tanpa sertifikat mutu dan hasil uji laboratorium yang
sesuai, produk dapat dikembalikan atau ditolak. Beberapa sertifikasi
seperti USDA Organic?, Halal USDA, US Extra Fancy, USDA Quality
Grades, FSVP (Foreign Supplier Verification Program)??, FSMA
(Food Safety Modernization Act)® ditetapkan untuk meningkatkan
kredibilitas produk di pasar AS. Selain aman dikonsumsi, produk
tersebut menjadi berdaya saing global karena dapat menembus
pasar AS yang menuntut mutu yang tinggi.
11.2.3 Jepang - JAS, Positive List, traceability

Sebagai negara dengan prinsip kualitas yang kuat, Jepang
menetapkan sistem pengawasan mutu yang sangat ketat dan
komprehensif terhadap produk-produk yang masuk ke pasarnya.
Pengaturan standar mutu di Jepang berada dibawah pengawasan
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) untuk
produk pertanian, dan Ministry of Health, Labour and Welfare
(MHLW) untuk produk pangan olahan dan kesehatan. Dua sistem
utama yang banyak diterapkan adalah Japanese Agricultural
Standards (JAS) dan Positive List System for Agricultural
Chemicals yang bertujuan untuk menjamin keamanan, kualitas,
serta transparansi produk impor. Bea Cukai Jepang turut berperan
dalam memeriksa kepatuhan terhadap dokumen dan sertifikasi

mutu sebelum produk dapat dipasarkan di wilayah Jepang?“%.
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Sertifikasi JAS mengatur berbagai aspek ukuran, warna, rasa,
kebersihan, metode organik, label kemasan, hingga ketelusuran
rantai pasok?®. Positive List?’ merupakan sistem yang ditetapkan
untuk mengatur bahwa setiap bahan kimia pertanian yang
digunakan dalam produksi pangan harus tercantum dalam daftar
positif (positive list) dan tidak melebihi ambang batas maksimum

residu (MRL).
11.3 Sertifikasi Standar Mutu

Integrasi dalam sertifikasi standar mutu ini untuk memastikan
produk pangan yang tidak hanya aman dikonsumsi manusia, sesuai
dengan kualitas yang diharapkan, namun juga diketahui asal sumber
pasokannya, pengadaan dan distribusinya hingga ke tangan
konsumen, termasuk pada saat diproduksi hingga dikemas untuk
dikonsumsi, tidak merusak lingkungan di sekitarnya, tidak
mengorbankan kesejahteraan hewan, dan mengedepankan
kesejahteraan karyawan perusahaan. Sertifikasi standar mutu dapat
dibagi menjadi dua perspektif, sertifikasi proses dan sertifikasi
produk. Sertifikasi proses berada dalam lingkup identifikasi,
pencegahan dan pengendalian risiko pada proses produksi produk,
produsen dapat mencantumkan bahwa mereka tersertifikasi 1ISO
22000 di brosur atau media promosi perusahaan tetapi mereka
tidak boleh menempelkan logo ISO 22000 di kemasan produk ke

konsumen. Beberapa contoh sertifikasi proses antara lain:
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ISO 22000

FSSC 22000

HACCP

Global G.A.P, dan sebagainya.

R A

Sertifikasi produk adalah proses penilaian atau pengujian
yang memastikan produk akhir memenuhi persyaratan teknis,
kualitas atau keamanan tertentu yang telah ditetapkan lembaga
sertifikasi atau regulator. Berbeda dengan logo sertifikasi proses,
logo sertifikasi produk dapat menempel langsung di kemasan pada
produk yang diuji. Beberapa contoh sertifikasi produk:

1) Organic
2) Fairtrade
3) Halal

4) Rainforest Alliance, dan sebagainya.
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Tabel 4. Perbandingan Singkat antara Standar dan Sertifikasi

Aspek Standar Sertifikasi

Bentuk Dokumen teknis/referensi Proses verifikasi oleh

lembaga resmi

Tujuan Memberikan Memberikan
kriteria/pedoman pengakuan telah

memenuhi standar

Dikeluarkan Badan standar (ISO, Codex, Lembaga sertifikasi

oleh SNI) (SGS, Sucofindo,
BPJPH)

Sifat Waijib / Sukarela Waijib / Sukarela
tergantung standar

Output Tidak berbentuk sertifikat Sertifikat resmi dan
logo

11.3.1 Maximum Residue Limits (MRLs)

MRLs bukan termasuk sertifikasi proses maupun sertifikasi
produk, MRLs adalah regulasi teknis batas residu maksimum
pestisida atau bahan kimia lain yang diperbolehkan tersisa di produk
pangan. Penetapannya dilakukan melalui kajian ilmiah data residu
dari uji lapangan, toksikologi, dan sebagainya mengikuti pedoman
dari lembaga berwenang seperti Codex Alimentarius—dibawah
FAO/WHO PBB (Ambrus dan Yang, 2016). Pemahaman,

pemantauan, dan kepatuhan terhadap MRL menjadi syarat mutlak

e
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bagi produsen dan eksportir produk pangan yang ingin menembus

pasar global secara berkelanjutan.

Studi Kasus

e Dari situs resmi EU, Uni Eropa memiliki MRL yang ketat
dengan limit sebesar 0,01 mg/kg untuk bahan aktif yang belum
diotorisasi, sementara AS dan Jepang memiliki sistem MRL
yang lebih fleksibel tapi tetap berbasis sains.

e Studi dari EFSA Journal (2022), menegaskan bahwa hampir
1.300 zat, hampir 690 diantaranya bersifat "zero tolerance"
yang berpotensi menghambat bagi produsen dari negara
berkembang.

* Zhang (2025) dan Hejazi (2022) menguraikan kasus-kasus

penerapan MRLs dalam perdagangan produk pertanian dunia.

11.3.2 Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)
Sertifikasi HACCP adalah standar manajemen keamanan
pangan yang berfokus pada pengendalian bahaya di titik kritis
sepanjang proses produksi. Sistem ini terdiri atas tujuh prinsip
utama termasuk analisis bahaya, penetapan titik kendali kritis
(CCP), verifikasi, dan pendokumentasian yang sistematis.
Tujuannya menjamin bahwa produk pangan yang dikonsumsi aman
dari kontaminasi biologis, kimiawi, dan fisik. Sertifikasi HACCP

dilakukan oleh badan independent yang telah terakreditasi dan
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menjadi prasyarat penting dalam pasar ekspor serta menjadi dasar
sertifikasi lanjutan seperti FSSC 22000.

Sertifikasi HACCP menunjukkan bahwa perusahaan memiliki
sistem manajemen keamanan pangan yang diakui dan diterapkan
secara konsisten. HACCP merupakan sertifikasi sistem bukan
sertifikasi produk (Jali, 2015), sehingga penggunaan logo sertifikasi
HACCP tidak diperkenankan pada kemasan produk primer yang
sampai di tangan konsumen?®®, Logo sertifikasi HACCP masih
diperkenankan digunakan di spanduk atau media promosi
perusahaan produsen.

Beberapa lembaga sertifikasi HACCP yang diakui secara
internasional: SGS%, TUV Rheinland Jerman®, Lloyd’s Register
(LRQA)3, DNV (Det Norske Veritas) Norwegia®’, NSF Amerika
Serikat33, Sucofindo Indonesia®*, dan Mutu International®.
11.3.31SO 22000

ISO 22000* adalah standar internasional untuk sistem
manajemen keamanan pangan (Food Safety Management System,
FSMS) yang diperbaharui pada tahun 2018. Standar ini memadukan
prinsip HACCP dengan kerangka manajemen mutu dari
International Standardization Organization (ISO) seperti ISO 9001.
Tujuan utamanya sama dengan HACCP dengan menekankan
pentingnya integrasi program prasyarat untuk memastikan praktik
higienis dan sanitasi yang konsisten selama proses rantai pasok

e
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(Granja dkk., 2021). Perusahaan yang telah tersertifikasi ISO 22000
boleh digunakan dalam dokumen resmi, brosur, atau media promosi
perusahaan diikuti lembaga sertifikasi yang mengeluarkan
sertifikatnya. ISO 22000 bermanfaat membantu perusahaan
produsen mengevaluasi dan memperkuat proses kritis dalam rantai
pasok pangan dan meningkatkan kepercayaan konsumen global.
11.3.4 Organic

Sertifikasi organik adalah penilaian yang menjamin bahwa
suatu produk pertanian atau pangan olahan yang memenuhi
standar mencakup larangan penggunaan bahan kimia dan sintetis
hingga ke praktik budidaya ramah lingkungan dan memerhatikan
kesejahteraan hewan. Skema seperti USDA Organic, EU Organic
Regulation dan Asia Regional Organic Standard dilindungi secara
hukum dan menjadi jaminan keaslian organik di pasar global (Nagy
dkk, 2022). Sertifikat Organic dapat memperkuat posisi pasar
produsen karena memiliki keuntungan dalam hal reputasi dan akses

pasar global (Kononets dan Treiblmaier, 2021).
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Gambar 6. Logo USDA Organic dan Logo USDA Organic pada Produk
(Sumber: https://www.ams.usda.gov/rules-
regulations/organic/organic-seal dan

https://www.wholefoodsmarket.co.uk/organic-quality-standards)

11.3.5 Rainforest Alliance (RA)

Rainforest Alliance (RA) merupakan salah satu jenis sertifikasi
produk. Sistem verifikasi RA yang ketat dan diperiksa oleh pihak
independen memastikan bahwa kebun dan perusahaan produsen
memenuhi standar tertinggi. Sistem ini dibuat untuk menjaga
kesejahteraan hidup petani dan mempertahankan kelestarian alam.

Pada situs resmi perusahaan®®, RA menyatakan apabila
konsumen di Eropa melihat logo perusahaan di produk makanan dan
minuman yang mereka konsumsi, maka konsumen tersebut dapat
merasa nyaman bahwa produk tersebut mendukung keadaan bumi
lebih baik. Perusahaan memiliki sistem verifikasi yang baik untuk

memastikan bahwa produsen dan kebunnya memenuhi persyaratan

e
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sertifikasi yang ketat dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan petani sekaligus melindungi lahan.

v———
ZCLA UNICA
#f¢ de altura -

100% MEXICANO

T. NET. 250 GRS. 2

Gambar 7. Logo Rainforest Alliance pada produk ekspor ke Eropa

(Sumber: www.rainforest-alliance.org)

Studi Kasus

*  Produk teh produksi PTPN 1 Regional 2 memenuhi standar RA
untuk dapat lolos pasar Eropa.’”:%

*  Produk teh dari Chakra Tea®**“® mampu memasuki pasar Eropa
dan Amerika dengan standar mutu sertifikasi RA dan standar

mutu ekspor lainnya.
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BAB 12
KERJASAMA PERDAGANGAN
INTERNASIONAL

12.1 Pendahuluan

Kerjasama dibutuhkan oleh negara melalui hubungan dagang
antar negara. Penyebabnya adalah negara yang terbatas
memproduksi output dengan berbagai perbedaan (sumber daya,
iklim, geografi, penduduk dan pengetahuan serta teknologi). Dengan
demikian, perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor
maupun impor dilaksanakan oleh negara maju maupun negara
berkembang (Purba et a/, 2023).

Urgensi Perdagangan Internasional memberikan dampak
positif terhadap agribisnis produk pertanian yaitu : peningkatkan
niai tambah produk pertanian (Fitriyani et a/, 2024), pencapaian
ketahanan pangan melalui manajemen rantai pasokan dalam lingkup
wilayah domestik (lokal, regional dan nasional) maupun
internasional (Quaralia, 2022), peningkatan kesejahteraan petani
lokal (Irwandi, 2023) dan pertumbuhan ekonomi (Manik, 2022).

Perdagangan Internasional memiliki peluang dalam ekonomi

modern. Produk agribisnis merupakan produk yang dibutuhkan oleh
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masyarakat. Pengembangan  agribisnis melalui  kegiatan
perdagangan internasional merupakan tanggung jawab Pemerintah
dan sektor swasta (Muttagin & Suroso, 2004). Perjanjian
perdagangan internasional merupakan salah satu bagian strategi
agribisnis dalam upaya dukungan terhadap sektor pertanian
(Waluyo et al, 2025).

Hubungan antar negara dalam kegiatan perdagangan produk
agribisnis di pasar internasional membutuhkan kerjasama
perdagangan internasional. Bab ini menjelaskan tentang kerjasama
perdagangan agribisnis internasional.

12.2 Konsep dan Teori

Pembangunan ekonomi dengan basis agribisnis merupakan
strategi upaya peningkatkan daya saing ekonomi (Nurif & Mukhtar,
2010). Agribisnis sebagai suatu sistem untuk integrasi dalam
mengembangkan sektor pertanian dari sub sistem hulu (sarana
produksi pertanian), usahatani (pertanian primer), dan hilir yaitu
sub sistem dengan kegiatan pengolahan dari produk pertanian
primer menjadi produk olahan, antara dan produk vyang
diperdagangkan di tingkat wilayah domestik maupun dunia, serta
sub sistem penunjang seperti kelembagaan, penelitian dan
pengembangan, asuransi dan kebijakan pemerintah serta lembaga

atau layanan terkait lainnya (Karma et al, 2023).
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Agribisnis berperan penting dalam perekonomian negara,
salah satunya adalah devisa negara yang meningkat yang
bersumber dari permintaan produk pertanian (perkebunan dan
rempah-rempah) yang tinggi di pasar internasional sehingga produk
pertanian sebagai komoditas ekspor utama pada berbagai negara.
Dukungan fasilitas akses pasar internasional perlu dikembangkan
oleh pemerintah sebagai salah satu kebijakan pendukung untuk
pengembangan agribisnis. Globalisasi sebagai akses pasar
internasional dapat digunakan oleh pelaku agribisnis di negara-
negara berkembang untuk melaksanakan perdagangan di pasar
internasional dengan adaptasi pada standar maupun regulasi
internasional (Waluyo et a/, 2025).

Perdagangan internasional merupakan hubungan perniagaan
diantara pihak atau negara yang berbeda dalam kegiatan ekspor
maupun impor (Rinaldy et a/, 2018). Perdagangan internasional
barang dan jasa telah tumbuh secara konsisten selama enam dekade
terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh berkurangnya biaya
pengiriman dan komunikasi, penurunan hambatan perdagangan
yang disepakati secara internasional, dan peningkatan apresiasi
terhadap budaya dan produk dari luar negeri. Produk pertanian
merupakan salah satu barang yang diperdagangkan dalam kegiatan
perdagangan internasional yang berperan penting di masa depan

(Krugman et al, 2018). Perdagangan internasional dalam kaitan
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dengan kerjasama perdagangan adalah hubungan kerjasama
ekonomi diantara dua negara atau lebih untuk pemenuhan
kebutuhan suatu negara yang tidak dapat diproduksi oleh negara
tersebut (Purba et a/, 2023).

Realisme, neoliberalisme, dan marxisme merupakan teori-
teori yang menjelaskan tentang kerjasama internasional. Teori
realisme menjelaskan bahwa kerjasama internasional dilaksanakan
oleh suatu negara sebagai aktor dengan pencarian kekuasaan dan
kepentingan pribadi sehingga kerjasama internasional berdampak
pada distribusi atau polarisasi kekuatan antar negara. Teori
neoliberalisme yang dikembangkan oleh Burton W tahun 1973
menjelaskan kerjasama internasional dalam model jaring laba-laba
di kawasan Eropa Barat yang terdiri atas berbagai negara memiliki
perbedaan hubungan eksternal dan kepentingan serta terdapat
saling  ketergantungan diantara negara-negara sehingga
pembentukan organisasi internasional atau perjanjian formal
bermanfaat untuk penanganan aktivitas atau masalah negara-
negara tersebut. Teori marxisme berbeda dengan teori realisme dan
liberal. Teori marxisme menjelaskan bahwa sistem kapitalis yang
terintegrasi dalam akumulasi modal sebagai sistem internasional.
Teori kerjasama internasional berkembang dengan teori
neomarxisme yang menjelaskan bahwa unit analis kerjasama tidak

menggunakan sistem nasional atau internasional, namun kerjasama
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internasional merupakan interaksi diantara negara yang memiliki
kepentingan nasional yang sama yaitu ekonomi, keamanan,
pertahanan maupun militer (Asir et a/, 2022).

Samuelson dan Nordhaus pada tahun 1992 menganalisis
keunggulan komparatif dengan berbagai komoditas dan negara.
Masing-masing negara memiliki keunggulan produktivitas sumber
daya manusia yang berbeda. Kondisi tersebut sebagai faktor
pendorong negara tersebut untuk melaksanakan pertukaran melalui
perdagangan internasional dengan asas kerjasama. Kerjasama
perdagangan melalui pertukaran Manusia, Modal, Manajemen dan
Teknologi (M3T) antara negara maju dan berkembang yang saling
membutuhkan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan

masyarakat seperti negara Singapura (Yusdja, 2004).
12.3 Manfaat

Perdagangan internasional memberikan keuntungan bagi
negara-negara yang melaksanakan penjualan barang dan jasa antar
negara (the gains from trade) (Krugman et al, 2018). Kerjasama
internasional bermanfaat untuk hubungan persahabatan dan
ekonomi serta membangun kekuatan menjadi negara maju dengan
belajar dari negara lain. Peningkatan kapasitas perdagangan
merupakan salah satu tujuan keikutsertaan pemerintah dalam

perjanjian perdagangan PTA/FTA (Asir et al, 2022).
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Kerjasama perdagangan internasional dalam bentuk
perjanjian Indonesia dengan AFTA, ACFTA, AKFTA, AJFTA, AIFTA,
AANZFTA, dan IJEPA meningkatkan nilai perdagangan Indonesia
dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dan negara
mitra ASEAN+1 (Rasbin, 2020). Manfaat kerjasama perdagangan
lainnya adalah memberikan manfaat bagi perdagangan barang
melalui akses pasar yang terbuka bagi produk ekspor dengan negara
mitra sebagai negara tujuan ekspor, jaminan pasokan bahan baku

yang belum tersedia pada industri domestik (Ragimun, 2018).
12.4 Bentuk dan Skema Kerjasama Perdagangan

Agribisnis Internasional

Bentuk kerjasama perdagangan internasional, terdiri atas :
(a) kerjasama perdagangan internasional multilateral (dari GATT ke
WTO); (b) kerjasama perdagangan regional; dan (c) Kerjasama
perdagangan bilateral (Diphayana, 2018). Masing-masing
kerjasama perdagangan agribisnis internasional diuraikan sebagai
berikut:
12.4.1 Kerjasama Perdagangan Multilateral

Perdagangan multilateral merupakan kegiatan perdagangan
yang dilaksanakan lebih dari dua negara. Hubungan antara banyak
negara yang memiliki masing-masing sistem hukum yang berbeda-
beda membutuhkan kerjasama perdagangan melalui kesepakatan

secara internasional. Negara-negara yang melaksanakan kerjasama

I
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perdagangan membentuk Organisasi internasional untuk fasilitasi
kepentingan masing-masing negara (Rinaldy et a/, 2018).
Organisasi internasional yang melaksanakan kerjasama
melalui kesepakatan perdagangan multilateral pada tahun 1947
merupakan General Agreement on Tariff and Trade (GATT)
(Salvatore, 2014). Perumusan /Interim Agreement berhasil
ditetapkan oleh GATT pada tahun 1947. GATT memperluas ruang
lingkup kebijakan perdagangan melalui berbagai putaran
perundingan perdagangan multilateral (Multilateral Trade
Negotiations-MTNs), terdiri atas : Putaran Jenewa, Putaran
Annecy, Putaran Torquay, Putaran Jenewa, Putaran Dillon, Putaran
Kennedy, Putaran Tokyo dan Putaran Uruguay (Diphayana, 2018).
Putaran perdagangan (trade round) merupakan perundingan
multilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah perdagangan
internasional dan membahas isi-isu (hukum) perdagangan di dunia
dalam rangka mendorong liberalisasi perdagangan internasional.
Putaran GATT menitikberatkan pada skema pengurangan tarif
dengan pembahasan tarif dan pesetujuan anti dumping pada
Putaran Kennedy, pemotongan bea impor/ekspor 9 negara industri
utama yang mengakibatkan tarif produk industri menurun sebesar
4,7 % dan masalah perdagangan produk pertanian gagal
diselesaikan dan penetapan persetujuan baru tentang safeguards

atau emergency import measures (Oktaviani et al, 2014). Putaran
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Uruguay merupakan putaran perdagangan GATT yang dihadiri oleh

123 negara pada tahun 1993. Skema-skema yang ditetapkan dalam

putaran Uruguay terkait perdagangan produk pertanian terdiri atas:

1) Kuota: negara menggantikan kuota impor produk pertanian dan
penurunan tarif produk pertanian sebesar 24 % di negara
berkembang dan 36 % di negara industri;

2) Subsidi: penurunan subsidi volume ekspor produk pertanian
sebesar 2 %;

3) Perlindungan: negara dapat meningkatkan tarif atau hambatan
perdagangan lainnya bagi impor produk pertanian yang
berbahaya bagi industri dalam negeri misalnya negara dapat
menolak impor daging sapi dengan pembesaran yang
menggunakan hormon pertumbuhan dengan menunjukkan
daging sapi yang dihasilkan tidak aman dikonsumsi manusia.

Putaran Uruguay mengajukan pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia (World Trade Organization-WTO) dengan

penambahan wewenang yang tidak hanya pada produk industri,

namun juga pada produk dan jasa pertanian (Salvatore, 2014).

Pembentukan WTO bertujuan mendorong aliran perdagangan antar

negara dalam rangka liberalisasi perdagangan melalui penurunan

tarif, hambatan perdagangan dan perlakuan diskriminasi hubungan
perdagangan internasional dibatasi (Diphayana, 2018). Oktaviani et

al, (2014) menjelaskan bahwa perjanjian perdagangan bebas
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pertanian atau Agreement on Agriculture (AoA) yang berlaku

tanggal 1 Januari 2025 dengan tujuan yaitu pelaksanaan reformasi

kebijakan perdagangan di bidang pertanian untuk mewujudkan
perdagangan di sektor pertanian yang adil dan berorientasi pasar.

Skema-skema yang diatur dalam perjanjian perdagangan pertanian

AOoA, terdiri atas:

1) Perluasan akses pasar (market access) melalui paket tarifikasi
yaitu penggantian kebijakan non tarif produk pertanian dengan
kebijakan tarif yang memberikan tingkat proteksi yang sama dan
setiap anggota WTO memiliki skedul konsesi tarif seluruh produk
pertanian;

2) Pemotongan dukungan domestik atau subsidi dalam negeri pada
produk pertanian akan meningkatkan akses pasar karena produk
pertanian domestik semakin mahal dan produk pertanian impor
dapat ekspansi ke pasar negara lain. Subsidi domestik terdiri
atas: (a) Green Box merupakan subsidi domestik yang disediakan
melalui program pemerintah negara tersebut yang tidak perlu
dikurangi karena tidak termasuk transfer konsumen dan tidak
berdampak pada subsidi harga bagi produsen, (b) Amber Box
merupakan subsidi domestik yang mendistorsi perdagangan
sehingga subsidi ini perlu dikurangi berdasarkan komitmen.

3) Pemotongan subsidi ekspor misalnya kredit ekspor dengan

tujuan peningkatan akses pasar produk pertanian.
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Kegagalan hasil yang baik dari kesepakatan perjanjian pada
Putaran Uruguay, negara berkembang mengajukan Putaran
Doha pada November 2001 dengan agenda, terdiri atas :
(1) liberalisasi produksi dan perdagangan lebih lanjut pada
bidang pertanian, industri dan jasa; (2) aturan lebih lanjut yang
ketat tentang tindakan anti dumping, perlindungan, kebijakan
investasi dan persaingan (Salvatore, 2014).
12.4.2 Kerjasama Perdagangan Regional
Kerjasama perdagangan regional atau perjanjian regional
merupakan kerjasama atau perjanjian pada suatu kawasan
perdagangan dengan tujuan mengurangi hambatan perdagangan
(Diphayana, 2018). Selain hambatan perdagangan, kerjasama
perdagangan regional bertujuan memberikan perlindungan
mengenai kesepakatan dengan skema akses pasar, tarif atau bea,
dan berbagai preferensi yang diberikan oleh satu negara kepada
beberapa negara angggota kerjasama tersebut yang berada di
regional tertentu (Rinaldy et a/, 2018). Ada berbagai tingkatan atau
bentuk ikatan kelompok regional (Diphayana, 2018). Tingkatan
kelompok regional tersebut merupakan integrasi ekonomi.
Oktaviani et al, (2014) menyatakan bahwa kebijakan komersial atau
kebijakan perdagangan yang mengurangi atau menghapus
hambatan-hambatan  perdagangan diantara negara-negara

anggota.
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Tingkatan integrasi ekonomi terdiri atas:

1. Pengaturan Perdagangan Preferensial (Preferential Trade
Arrangements-PTA) yaitu kesepakatan perdagangan yang
mengurangi hambatan perdagangan bagi negara-negara
anggota dan tidak diberlakukan bagi negara-negara non
anggota, contoh: Skema Preferensi Persemakmuran Inggris
(British Commonwealth Preference Scheme).

2. Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Area) merupakan
tingkatan integrasi ekonomi lebih tinggi dari PTA. Seluruh
hambatan perdagangan (tarif dan non tarif) diantara negara-
negara anggota dihapus. Masing-masing negara anggota
dapat menetapkan atau menghapus kebijakan hambatan
perdagangan bagi negara non anggota, contoh: ASEAN Free
Trade Area (AFTA) dan North America Free Trade Area
(NAFTA).

3. Persekutuan Pabean (Customs Union) adalah integrasi
ekonomi dengan menghapus hambatan perdagangan
diantara negara anggota dan terdapat kebijakan harmonisasi
kebijakan perdagangan, contoh: Uni Eropa atau European
Union (EU).

4. Pasar Bersama (Common Market) merupakan integrasi

perdagangan dengan penghapusan hambatan perdagangan
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barang dan faktor produksi (tenaga kerja dan modal), contoh:

Uni Eropa.

5. Uni Ekonomi (Economic Union) merupakan tingkatan
integrasi ekonomi tertinggi dengan kebijakan harmonisasi
kebijakan moneter dan fiskal diantara negara-negara
anggota, contoh: Benelux.

Teori perdagangan bebas dengan menghapus hambatan
perdagangan (tarif dan non tarif) merupakan dasar integrasi
ekonomi. Prinsip dan mekanisme integrasi ekonomi memiliki
kesamaan dengan perdagangan bebas yaitu kesepakatan perjanjian
perdagangan negara-negara anggota yang berada dalam kawasan
maupun kepentingan yang sama. Negara-negara di luar anggota
akan memperoleh perlakuan diskriminatif dengan negara-negara
anggota perjanjian perdagangan regional. Kondisi tersebut
memberikan dampak kreasi perdagangan atau trade creation
(perbedaan harga dunia dengan harga kawasan integrasi ekonomi
yang sangat rendah sehingga berdampak pada kesejahteraan lebih
tinggi bagi negara anggota) dan diversi perdagangan atau trade
diversion (perbedaan harga dunia dan harga negara dalam kawasan
sangat besar sehingga kesejahteraan negara anggota berkurang
(Ekananda, 2015). Diphayana (2018) menjelaskan berbagai
kerjasama regional yang dibedakan berdasarkan blok wilayah, terdiri

atas:
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Blok Perdagangan di Wilayah Asia Pasifik, yaitu: ASEAN Free
Trade Area (AFTA), ASEAN+3 (ASEAN dan Jepang, Korea
Selatan dan China), ASEAN-Korea Free Trade area (AKFTA),
ASEAN-Australia-New  Zealand Free Trade Area,
(AANZFTA) dan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC).
Blok Perdagangan di Wilayah Afrika, yaitu: East Africa
Customs Union, Afro-Malagasy Economic, Maghreb
Economic Community, Casablanca Group, Economic
Community of West Africa States (ECOWAS), dan West
Africa Economic Community.

Blok Perdagangan di Wilayah Amerika Latin, yaitu: Andean
Common Market (ANCOM), Central America Common
Market (CACM), Caribbean Community and Common Market
(CARICOM) dan Latin America Integration Association
(LAIA).

Blok Perdagangan di Amerika Utara, yaitu: North America
Free Trade Area (NAFTA),

Blok Perdagangan di Asia Tengah dan Timur Tengah, yaitu
Arab Common Market (ACM) dan Eonomic Cooperation
Organization (ECO).

Blok Perdagangan di Eropa, yaitu: European Union (EU).

Skema perjanjian perdagangan dalam lingkup kerjasama regional

ASEAN FTA (AFTA) adalah penyempurnaan kesepakatan skema
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ASEAN Free Trade Area-Common Effective Preferential Tarif
(AFTA-CEPT) menjadi ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)
dengan kebijakan penanganan tarif dan non tarif (Sanitary and
Phytosanitary Measures-SPS, prosedur kepabeanan, dan fasilitasi
perdagangan). Regional Comprehensive Economic Partnerhip
(RCEP) merupakan salah satu kerjasama perdagangan ASEAN
dengan negara mitra FTA+1 (China, Jepang, Korea Selatan, Selandia
Baru, dan Australia). Kerangka perjanjian RCEP di bidang pertanian
dan UMKM (Asir et al, 2022). Akses pasar barang, jasa, investasi
dan pergerakan manusia atau goods, services, investment dan
Movement of Natural Persons/MNP merupakan komitmen yang
terlampir dalam perjanjian RCEP (Gultom, 2020).

12.4.3 Kerjasama Perdagangan Bilateral

Perdagangan bilateral merupakan kegiatan perdagangan

diantara dua negara (Rinaldy et a/, 2018). Diphayana (2018)

menjelaskan  bentuk-bentuk perjanjian perdagangan dalam

kerjasama bilateral, terdiri atas:

1. Perjanjian Bilateral Custom Union (BCU) dengan kebijakan
penerapan tarif Bersama antara negara-negara anggota dan non
anggota, contoh: BCU Republik Ceko dan Republik Slovak, dan
BCU European Community dan Siprus.

2. Perjanjian Bilateral Preferential Agreement (BPA) dengan

kebijakan yang memberikan perlakuan khusus (preferensi)
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perdagangan barang dan jasa antara negara yang satu dengan
negara lainnya. Kebijakan preferensi yaitu penurunan tarif,
contoh: BPA Lao PDR dan Thailand.

3. Perjanjian Bilateral Free Trade Agreement (BFTA) dengan
kebijakan pengurangan atau penghapusan tarif barang maupun
jasa.

Salah satu kerjasama perdagangan bilateral Indonesia adaah
Indonesia Japan EPA atau Indonesia-Jepang Economic
Partnership Agreement (IJEPA) dengan skema perjanjian
perdagangan di sektor pertanian yaitu produk pertanian sebagai
bahan pangan sensitif bagi Indonesia dan Jepang ditetapkan
dalam pasal fleksibilitas Economic Partnership Agreement
(EPA), bantuan khusus kepada sektor pertanian sebagai salah

satu bidang (Asir et al, 2022).

12.5 Dampak Kerjasama Perdagangan terhadap

Agribisnis Produk Pertanian
12.5.1 Dampak Kerjasama Perdagangan WTO terhadap
Agribisnis Produk Pertanian
Hasil penelitian Métivier et al, (2023) dengan menggunakan
simulasi pada model perdagangan global WTO bahwa
Multilateralisme dapat mendorong negara-negara Least Developed

Countries (LDC) untuk melaksanakan diversifikasi ekonomi, beralih
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dari ketergantungan pada sektor pertanian dan ekstraksi sumber
daya menuju sektor manufaktur dan jasa. Nugroho et al, (2024)
menjelaskan dampak perjanjian perdagangan dunia, salah satunya
pada saat pelaksanaan WTO (selain GATT dan Putaran Doha)
terhadap harga produk pertanian di negara-negara Asia diperoleh
bahwa harga produk pertanian menurun karena pemberlakuan
aturan penurunan tarif, subsidi, maupun hambatan non tarif pada
perjanjian perdagangan WTO.

12.5.2 Dampak Kerjasama Perdagangan Regional
Comprehensive Economic Partnerhip (RCEP) terhadap
Agribisnis Produk Pertanian

Hasil penelitian Xu et al, (2025) menyatakan bahwa
kerjasama perdagangan RCEP berdampak pada peningkatan nilai
tambah ekspor pertanian beberapa negara anggota RCEP pada
industri yang kompetitif yang dipengaruhi oleh kapasitas produksi
dan pengolahan domestik, partisipasi negara anggota RCEP dalam
rantai nilai produk pertanian sehingga pengembangan rantai nilai
produk pertanian pada lingkup regional. Selain berdampak ekspor,
perjanjian kerjasama perdagangan RCEP berdampak terhadap
impor. Hasil penelitian Simanullang et a/, (2022) bahwa China dan

Jepang merupakan negara-negara secara geografis yang signifikan

dalam kegiatan impor produk pertanian di intra-RCEP, dan

pendapatan riil per kapita, keterbukaan perdagangan, Foreign
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Direct Investment (FDI) dan efektivitas pemerintahan merupakan
faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap impor produk
pertanian di intra-RCEP.
12.5.3 Dampak Kerjasama Perdagangan Bilateral Indonesia dan
terhadap Agribisnis Produk Pertanian

Hasil penelitian Khairunnissa (2024) bahwa kerjasama
perdagangan bilateral antara Indonesia dan Australia dalam
perjanjian perdagangan Indonesia-Australia  Comprehensive
Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) berdampak terhadap
peningkatan ekspor produk pertanian, karena ketentuan-ketentuan
dalam perjanjian perdagangan IA-CEPA sesuai dengan perundang-
undangan nasional. Selain Indonesia dan Australia, dampak
kerjasama perdagangan bilateral antara Indonesia dan China
terhadap kinerja produk pangan Indonesia yaitu ekspor pangan
Indonesia meningkat ke China dan penurunan neraca perdagangan

produk pangan Indonesia (Pamela & Sinaga, 2022).
12.6 Peluang, Tantangan, Hambatan dan Strategi
Kerjasama Perdagangan Produk Pertanian di

Pasar Internasional

Indonesia sebagai negara anggota WTO memiliki peluang
untuk akses ekspor pangan ke negara-negara anggota WTO.
Namun, Indonesia sebagai net impor country beberapa komoditas

pertanian sehingga produksi dan pendapatan petani rendah menjadi
[
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hambatan. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang meningkat 2-3
% per tahun, akses pasar kepada negara maju yang relatif sulit,
penyediaan subsidi ekspor dan subsidi domestik negara maju dan
fleksibilitas yang kurang bagi negara berkembang dalam AocA WTO
merupakan tantangan bagi Indonesia. Strategi yang diperlukan
sebagai rekomendasi kebijakan yaitu edukasi tentang persyaratan
produk pertanian yang berkualitas kepada petani, pelatihan teknis
terkait mutu budidaya dan kebijakan yang berpihak kepada petani
(pemberian intensif dan subsidi harga), memperkuat dan efektivitas
lobi perdagangan internasional, dan memperluas pasar di tingkat
dunia dan meningkatkan keunggulan komparatif produk pertanian
yang memiliki karakteristik yang unik (Irwandi, 2023).

Sektor pertanian berperan dalam penyediaan akses pangan
dari produsen ke pasar. Tantangan sektor pertanian adalah rentan
dengan dampak pandemi yang berkaitan dengan perdagangan
internasional dalam lingkup regional, pasokan dan ketahanan
pangan penduduk. Sektor pertanian berkontribusi pada ketahanan
pangan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah ASEAN.
Strategi yang dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan bagi
negara-negara anggota ASEAN yaitu perdagangan terbuka, rantai
pasokan yang terhubung, perluasan produksi pangan di tingkat
intra-regional, rantai pasokan makanan diperpendek, jaminan input

yang tersedia bagi petani, keamanan kepemilikan lahan yang
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diperkuat, fasilitasi manajemen resiko bagi petani kecil, penggunaan
teknologi bagi produsen pertanian (Quaralia, 2022).

Alih teknologi dan diversifikasi pasar merupakan peluang,
fluktuasi harga di pasar internasional dan ketegangan geopolitik
sebagai tantangan, dan kebijakan adaptif maupun pembangunan
yang inklusif merupakan strategi sebagai rekomendasi kebijakan
untuk penguatan kerjasama perdagangan bilateral Indonesia dan
Rusia dalam bidang pertanian (Fitriyaningrum & Daspar, 2025).
12.7 Kesimpulan

Pengembangan agribisnis melalui kegiatan perdagangan
internasional membutuhkan kerjasama perdagangan diantara
negara-negara di pasar internasional. Kerjasama perdagangan
internasional terdiri dari kerjasama perdagangan multilateral,
regional dan global. Masing-masing kerjasama perdagangan
tersebut memiliki dampak positif dan negatif terhadap agribisnis
produk pertanian. Sektor pertanian memiliki peluang sebagai
produk ekspor di pasar internasional dan berkontribusi dalam
ketahanan pangan kawasan ASEAN. Tantangan dan hambatan
perjanjian perdagangan yang berpihak kepada negara maju dan
permasalahan petani diatasi dengan strategi sebagai rekomendasi
kebijakan melalui efektivitas lobi dalam perundingan perjanjian
perdagangan bidang pertanian dan kebijakan yang berpihak kepada

petani dan meningkatkan daya saing produk pertanian.
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